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BAB 1 

KONSEP DASAR ILIMU HUKUM 

 

 

 

A. Pengertian dan Lingkup Ilmu Hukum 

Istilah ilmu hukum adalah terjemahan dari Rechtswetenschap (Belanda), atau 

rechtswissenschaft (Jerman) atau jurisprudenz (Jerman), atau jurisprudence (Inggris). 

Istilah rechtswetenschap dan rechtswissenschaft menunjuk pada pengertian ilmu tentang 

hukum atau ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang objek kajiannya adalah hukum. 

Istilah jurisprudenz dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti yang sempit.
1
 

Sementara istilah jurisprudende berasal dari bahasa Latin juris yang berarti hukum dan 

prudence yang berarti pengetahuan. Jadi jurisprudence dapat diartikan sebagai 

pengetahuan tentang hukum.
2
 

Untuk perumusan defenisi apa yang dimaksud dengan ilmu hukum di antara para ahli 

tidak ada kata sepakat bahkan menolak memberikan defenisi, karena pemberian defenisi 

tidak dapat mencakup keseluruhan materinya, karena hukum banyak sekali seginya dan 

luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. 

Walaupun pengertian ataupun defenisi hukum tidak bisa diberikan secara lengkap, 

namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu 

sendiri antara lain yakni:
3
 

a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu 

rechtgewohnheiten.” 

b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan 

oleh pengadilan. 

c. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan 

kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum. 
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d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh 

terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian 

kekuasaan secara diam-diam. 

e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-

kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi 

Dalam rangka mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, di 

mana sebenarnya tempat kedudukan ilmu hukum dalam jajaran dunia keilmuan, apakah ia 

termasuk ilmu normatif ataukah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris baik 

yang bersifat monodisipliner ataukah interdisipliner, atau juga mencakup baik ilmu yang 

bersifat normatif dan sekaligus empiris, sehingga merupakan ilmu yang unik yang 

mempunyai dua wajah.
4
 

Menurut Utrecht, ilmu hukum itu termasuk kelompok Ilmu Sosial Ilmu Empiris. 

Sedangkan menurut A. Hamid Attamimi, ilmu hukum itu tidak pernah menjadi ilmu 

normatif murni dan tidak pernah pula menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat 

berasal dari sollen-sein dan dapat pula berasal dari sein-sollen.
5
 Ilmu hukum menurut 

Satjipto Rahardjo, mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini dapat dilihat dari 

penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai 

aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Berbagai aspek 

hukum yang ingin kita ketahui, ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa 

memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti politik, antropologi, 

ekonomi dan lain-lain.
6
 menurut Arief Sidharta, ilmu hukum itu termasuk ke dalam Ilmu 

Normatif (Ilmu Praktis Normologis).
7
 

Seperti cabang ilmu lainnya, ilmu hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. 

Satjipto Rahardjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam 

tujuan untuk mempelajarinya, yaitu:
8
 i) mempelajari asas-asas hukum yang pokok; ii) 

Mempelajari sistem fomal hukum; iii) mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti 

fungsionalnya dalam masyarakat; iv) mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja 

yang dilindungi oleh hukum; v) ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, 

dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana 
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apa ia melakukannya; vi) mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia 

diwujudkan dalam hukum; vii) memepelajari tentang perkembangan hukum: apakah 

hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? bagaimanakah 

sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa; viii) mempelajari pemikiran-

pemikiran mengenai hukum sepanjang masa; ix) mempelajari bagaimana kedudukan 

hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara 

hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan 

sebagainya; x) apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah 

sifat-sifat atau karateristik keilmuannya. 

B. Pengertian Pokok dalam Hukum 

 

1. Subyek Hukum 

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang mempunyai kewenangan 

hukum dan kewenangan tersebut diperoleh dari hukum. Adapun subjek hukum terdiri atas 

orang dan badan hukum. Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan 

sentral, oleh karena semua konsep yang lain, seperti hak, kewajiban, dan lain sebagainya, 

pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa 

hak, yang bisa dikenai kewajiban, dan seterusnya, sehingga tanpa ia semuanya tidak akan 

timbul. Sebaliknya karena adanya orang inilah hukum lalu menciptakan berbagai konsep 

sebagai sarana yang dibutuhkan oleh kehadiran orang dalam masyarakat.
9
 

Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya, kecuali 

undang-undang menyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Orang-orang yang 

dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah: orang-orang yang belum dewasa, 

mereka yang ditaruh dibawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin. 

 Selanjutnya orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun 

atau belum menikah (Pasal 330 KUH Perdata). Orang yang ditaruh di bawah pengampuan 

adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan 

kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai dengan mengamuk 

(Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata). Sementara untuk perempuan yang telah kawin, 

sejak dikeluarkannya UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukannya 
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sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan 

hukum harta kekayaan. 

Sedangkan Subyek hukum dalam bentuk badan hukum dalam Hukum Perdata tidak 

ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat materiil pembentukan badan hukum. 

Biasanya yang ditentukan adalah syarat formal, yaitu dengan akta notaries. Berdasarkan 

doktrin ada beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pembentukan badan 

hukum yaitu:1) ada harta kekayaan terpisah; 2) mempunyai tujuan tertentu; 3) mempunyai 

kepentingan sendiri; 4) ada organisasi teratur. 

 

2. Objek Hukum 

 

Objek hukum adalah sesuatu yang bagi subjek hukum adalah berguna dan dapat 

dikuasai sepenuhnya serta dapat dijadikan sasaran dalam hubungan hukum. Setiap benda 

belum tentu merupakan objek hukum, misalnya bintang dan bulan di langit, karena salah 

satu kriteria bagi objek hukum adalah bahwa objek tersebut dapat dikuasai sepenuhnya. 

Obyek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala 

sesuatu yang berguna bagi subyek hukum hukum (manusia/badan hukum) atau segala 

sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau 

segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh 

subyek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda. Pengetahuan tentang benda terdapat 

penjelasannya secara luas pada Buku II KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau 

zakenrecht yang berasal dari hukum barat. 

3. Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum 

Peristiwa hukum atau fakta hukum adalah peristiwa, kejadian, fakta riil yang bersifat 

kemasyarakatan ataupun bersifat alamiah yang oleh hukum ditetapkan atau ditentukan: (a) 

kualifikasi dan/atau unsur-unsurnya; dan (b) akibat hukumnya. Adapun akibat hukum 

adalah timbulnya, hapusnya atau terbentuknya hak dan kewajiban serta sanksi tertentu 

yang ditetapkan oleh hukum berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi. 

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian 

dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga 

ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum 

yang mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-

kata yang diam sampai ada seorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. 
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Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih rinci: apabila dalam 

masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan 

dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa 

tersebut.
10

 

Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan 

hukum. Apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu 

peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja, lain halnya apabila yang 

diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja, 

oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda 

motor tersebut. Oleh karena itu hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum 

saja yang bisa menggerakkan hukum dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum.
11

 

Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa peristiwa hukum itu adalah sebuah 

peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum. Tidak semua 

peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. 

Sedangkan hubungan hukum menurut Soeroso ialah hubungan antara dua atau lebih 

subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan 

dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan 

yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk 

berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya 

kewenangan/hak dan kewajiban tersebut diijamin oleh hukum.
12

 Setiap hubungan hukum 

mempunyai dua segi: Segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan 

lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek 

hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.
13

 

Berdasarkan syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua hubungan 

merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang 

mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. 

 

4. Akibat Hukum 

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang 

dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan 
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karena kejadian-kejadian tertentu oleh yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap 

sebagai akibat hukum. 

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek 

hukum yang bersangkutan. Misalnya mengadakan perjanjian, maka segala akibat yang 

ditimbulkan dari perjanjian tersebut harus ditepati oleh kedua belah pihak. Akibat hukum 

dapat berupa: 

a. Lahir atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum, misalnya: seseorang ketika mencapai 

usia dewasa maka ia menjadi cakap secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum. 

b. Lahir lenyapnya suatu hubungan hukum, misal: Didi mengadakan perjanjian jual beli 

dengan dodo maka terjadi hubungan hukum antara keduanya. Ketika setelah barang 

diterima dan harga lunas dibayar, maka lenyaplah hubungan hukum itu. 

c. Sebagai Sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum. 

 

5. Unsur-Unsur Hukum 

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para ahli diatas, maka 

hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:
14

 a) peraturan mengenai tingkah laku manusia 

dalam pergaulan masyarakat; b) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang 

berwajib; c) peraturan itu bersifat memaksa; d) sanksi terhadap pelanggaran peraturan 

tersebut adalah tegas. 

Misalnya, untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat 

dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. 

Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: a) adanya perbuatan 

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; b) bersifat melawan hukum; c) 

dilakukan dengan kesalahan, dan d) patut di pidana.
15

 

 

6. Ciri-Ciri Hukum 

 

Untuk dapat mengenal hukum harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu: a) adanya 

perintah dan/atau larangan; b) perintah dan/atau larangan itu harus patut ditaati setiap 

orang. 
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Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib 

dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum 

meliputi pelbagai peraturan yang menentukkan dan mengatur perhubungan orang yang satu 

dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan 

kaedah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan 

dikenakan sanksi. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan 

dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.
16

 

7. Tujuan dan Fungsi Hukum 

 

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa apa yang menjadi fungsi atau tujuan 

hukum Indonesia sebenarnya sudah terkandung pada batasan pengertian hukum itu sendiri. 

Di atas dikemukakan bahwa hukum diartikan sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-

asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dengan 

berpedoman pada batasan hukum tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa fungsi hukum 

adalah untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, sedangkan tujuan dari hukum adalah 

mencapai keadilan.
17

 

Tujuan hukum dalam hukum positif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan 

tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Sila 

Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai.  

Keberadaan hukum sebagai bagian dari tatanan sosial yang ada disamping norma 

agama, kesusilaan dan kesopanan, pada dasarnya berfungsi untuk melindungi dan 

mengintegrasikan (menggabungkan dan menyelaraskan) kepentingan-kepentingan anggota 

masyarakat yang ada. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum (termasuk 

hukum Indonesia)yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku 

dalam masyarakat. Hukum juga menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh melalui 

norma-normanya yang bersifat mengatur dalam bentuk perintah dan larangan 

Menurut Soeroso fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari: a) 

Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi 

menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu 

dapat berjalan tertib dan teratur; b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir 

dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan 
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 Kansil, C.S.T dan Cristine, Op.cit, hlm. 39 
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dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang 

benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi 

pelanggarnya; c) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan 

memaksadari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum 

dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yanglebih maju
18

 

Selanjutnya tujuan hukum dikemukakan dalam berbagai teori seperti di bawah ini.
19

 

Grand Western Theory tentang Tujuan Hukum 

 

 

Teori Klasik 

Teori Etis Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 

keadilan (justice) 

Teori Utilistis Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 

kemanfaatan (utillity) 

Teori Legalistik Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 

kepastian hukum (legal certainty) 

 

 

Teori Modern 

Teori Prioritas Baku Tujuan Hukum mencakupi: Keadilan, 

Kemanfaatan, Kepastian Hukum 

Teori Prioritas 

Kasuistik 

Tujuan hukum mencakupi keadilan 

kemanfaatan- kepastian hukum, dengan urutan 

prioritas, secara proporsional, sesuai dengan 

kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan 

 

Friedmann dan Rescoe Pound mengemukan bahwa fungsi hukum sebagai berikut: a) 

Sebagai saran pengendali sosial (social control) yaitu sistem hukum menerapkan; b) 

aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas; c) Sebagai sarana penyelesaian 

(dispute settlement); d) sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.
20

 

Sedangkan menurut Ahmad Ali, membedakan fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut:
21

 

i) Fungsi hukum sebagai a tool of social control; ii) Fungsi hukum sebagai a tool of social 

engineering; iii) Fungsi hukum sebagai simbol; iv) Fungsi hukum sebagai a political 

instrument; v) Fungsi hukum sebagai integrator. 

C. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia 

Pengantar ilmu hukum membahas pengertian-pengertian dasar, konsep-konsep, 

abstraksi-abstraksi, dan generalisasi serta teori-teori hukum yang diperlukan di dalam 

penerapannya. Di samping itu pengantar ilmu hukum membahas hukum secara integral 
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 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53 
19

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta: Gunung Agung, 

2002), hlm. 213 
20

 Soekanto, Soerjono,  Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1986) 
21

 Achmad Ali, Op.Cit, hlm 87-101 
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dalam satu kerangka yang menyeluruh sehingga dapat mempelajari hukum melalui sudut 

pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam. Mempelajari pengantar ilmu hukum dapat 

memperoleh pandangan umum yang lengkap mengenai hukum, sebab pengantar ilmu 

hukum memberikan suatu deskripsi singkat dan lengkap dari pengertian, teori, dan segala 

aspek yang relevan mengenai hukum.
22

 

Pengantar hukum Indonesia menurut Achmad Sanusi adalah hukum yang berlaku 

sekarang ini di Indonesia, oleh karenanya pembahasan Pengantar Hukum Indonesia 

haruslah menjelaskan seluruh hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada positifif 

berlakunya. Hal ini menunjukan bahwa Pengantar hukum Indonesia haruslah membahas 

keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.
23

 

Adapun perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum 

Indonesia terletak pada objek dan fungsinya. Objek kajian Pengantar Ilmu Hukum adalah 

pengertian-pengertian dasar dan teori-teori ilmu hukum serta membahas hukum pada 

umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau di negara tertentu 

saja, tetapi juga hukum yang berlaku di tempat atau negara lain pada waktu kapan saja 

(iusconstitutum dan ius constituendum). Sedangkan objek daripada Pengantar Hukum 

Indonesia adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sekarang, yang sedang 

berlaku atau hukum positif di Indonesia (ius constitutum). Begitu juga dengan fungsinya 

pada Pengantar Ilmu Hukum memiliki fungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan 

mempelajari hukum secara luas beserta pelbagai hal yang melingkupinya, sedangkan 

Pengantar Hukum Indonesia berfungsi menghantarkan setiap orang yang akan mempelajari 

hukum yang sedang berlaku atau hukum positif Indonesia.
24

 

Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia merupakan dua mata 

kuliah yang memiliki hubungan yang erat. Adapun hubungan antara Pengantar Ilmu 

Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia dapat dilihat pada dua hal berikut: 

1. Keduanya merupakan mata kuliah dasar keahlian yang mempelajari atau menyelidiki 

hukum sebagai ilmu.  

2. Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar atau penunjang dalam mempelajari 

Pengantar Hukum Indonesia. Artinya, Pengantar Ilmu Hukum harus lebih dahulu 

dipelajari sebelum mempelajari Pengantar Hukum Indonesia. 

 

                                                             
22

 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafi ka, 2013), hlm. 11-12 
23

 Sri Harini Dwiyatmi, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 3 
24

 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 16-18 
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D. Rangkuman 

Setelah mengenal hukum secara keseluruhan, maka dapat dipahami bahwa begitu 

penting hukum dalam kehidupan sehari-hari, mulai pengertian dan lingkup hukum 

kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum sebagai dasar untuk mempelajari ilmu 

hukum serta menerangkan subyek, obyek, peristiwa dan hubungan hukum serta akibat 

hukum, unsur, ciri, sifat, tujuan dan fungsi hukum. 

Beragam pengertian yang disampaikan pakar ahli hukum yang mengartikan apa 

hukum itu, salah satunya adalah E. Utrech, mengatakan bahwa hukum adalah himpunan 

petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat 

yamg seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran 

petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 

Hukum pun mempunyai tujuan dilihat dari berbagai teori. Hukum juga memiliki 

berbagai istilah-istilah hukum. Sementara itu Ilmu hukum ialah ilmu yang mempelajari 

hukum atau ilmu yang objek kajiannya adalah hukum. ilmu hukum adalah termasuk ilmu 

praktis, namun kedudukan ilmu hukum menempati posisi yang istimewa dalam klasifi kasi 

ilmu karena mempunyai sifat sebagai ilmu normatif dalam perkembangannya, objek 

telaahannya bukan hanya dipahami secara tradisional, namun tugasnya lebih banyak 

terarah pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya 

berbagai hubungan kemasyarakatan yang baru. 

Kedudukan pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan 

pengantar ke arah ilmu hukum. Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum 

Indonesia merupakan dua mata kuliah yang memiliki hubungan yang erat. Keduanya 

merupakan mata kuliah dasar keahlian yang mempelajari atau menyelidiki hukum sebagai 

ilmu dan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar atau penunjang dalam mempelajari 

Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Artinya, Pengantar Ilmu Hukum harus lebih dahulu 

dipelajari sebelum mempelajari Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. 
 

E. Latihan 

Soal essay 

1. Jelaskan fungsi dan perbedaan pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum 

Indonesia! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subyek hukum, obyek hukum, peristiwa 

hukum, hubungan hukum dan akibat hukum! 
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3. Jelaskan keterkaitan antara peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat 

hukum! 

4. Dalam beberapa literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Salah 

satunya adalah teori etis. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan 

mewujudkan keadilan. Jelaskan kontruksi keadilan dalam implementasinya! 

5. Jelaskanlah fungsi  dan tujuan hukum! 

Tes Formatif 1 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Ius Constitutum merupakan hukum yang …. 

A. dicita-citakan 

B. sedang berlaku 

C. mengandung falsafah Pancasila 

D. dibentuk oleh pemerintah kolonial 

2. Seperti cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum juga mempunyai objek yaitu..... 

A. normatif 

B. hukum 

C. interdisipner 

D. ilmu empiris 

3. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, adapun subjek hukum 

terdiri atas..... 

A. hak dan kewajiban 

B. manusia 

C. orang dan badan hukum. 

D. perusahaan 

4. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap sebagai subyek hukum menurut 

undang-undang kecuali.... 

A. belum dewasa 

B. sakit ingatan 

C. masih dalam pengampuan 

D. dewasa 

5. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan 

suatu peraturan hukum tertentu, berikut contoh peristiwa hukum, kecuali.... 
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A. kelahiran dan kematian. 

B. jual-beli dan sewa menyewa 

C. pemberian kredit dan pembukaan rekening pada bank 

D. mengambil barang miliknya sendiri 

6. Pembawa Hak dan Kewajiban disebut sebagai … 

A. Obyek Hukum 

B. Subyek hukum 

C. Akibat Hukum 

D. Peristiwa Hukum 
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BAB II 

MASYARAKAT, KAIDAH, MORAL DAN HUKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Masyarakat dan Hukum 

 

Manusia menurut Aristoteles adalah zoon politicon sehingga antara manusia satu 

dengan yang lain akan selalu berhubungan hidup berdampingan, hal mana disebabkan 

karena adanya beberapa faktor mengapa manusia selalu hidup bersama dengan manusia 

lainnya dalam kelompok masyarakat, sebutkan faktor-faktor yang dimaksud. Disamping 

itu manusia dalam memenuhi berbagai kepentingan dan agar tidak terjadi benturan dalam 

pemenuhan tersebut diperlukan akan adanya norma yang mengatur apa yang boleh 

diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Mengingat keberadaan hukum dalam 

kehidupan masyarakat oleh Aristoteles disebut bahwa “ubi societas ibi ius“, yang artinya 

adalah “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” 

Manusia mempunyai kemauan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda satu sama 

lain dan untuk memenuhi kemauan, keinginan, dan kepentingan tersebut manusia harus 

berhubungan dengan sesamanya. Tetapi tidak selama nya di dalam masyarakat itu manusia 

selalu hidup berdampingan karena tidak selamanya manusia mempunyai pendapat, 

kepentingan, dan keinginan yang sama karena manusia itu sangatlah berbeda pada 

dasarnya. Dari perbedaan itu dapat timbul pertengkaran, perkelahian, dan perlakuan yang 

dapat merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Maka di perlukan hukum 

sebagai pengatur ketertiban atas hubungan-hubungan antara masyarakat. 

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta menyatakan bahwa kehidupan manusia 

dalam masyarakat itu diatur oleh hukum tidak dapat menjelaskan kenyataan bahwa banyak 

sekali terjadi interaksi manusia dalam masyarakat yang tampak teratur, walaupun 

hubungan-hubungan antar-manusia tersebut tidak diatur oleh hukum. Di tempat-tempat 

bermukim orang yang jauh terpencil dari kehidupan kota tampak orang hidup teratur dalam 

Setelah mempelajari Bab ini, Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan 

masyarakat dengan hukum dan  hukum sebagai kaidah, serta tujuan dan fungsi 

masing-masing kaidah dalam dalam bagi masyarakat 
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masyarakat-masyarakat kecil berupa kampung atau desa tanpa kehadiran alat-alat 

kelengkapan negara yang biasa di asosiakan dengan penegakan hukum.
25

 

Walaupun kehidupan manusia dalam masyarakat yang belum memprioritaskan 

hukum, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah sosial 

bukan hukum seperti kebiasaan, moral dan kesopanan. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat 

dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat dan kaidah itu berlaku apabila masyarakat 

menerima kaidah sosial itu sebagai sesuatu yang harus ditaati. 

Menurut E. Utrecht Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan 

larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaai oleh 

seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat 

menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.
26

 

 

B. Hukum Sebagai Suatu Kaidah 

 

Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak pernah lepas dari norma mereka 

menghormati serta mematuhi norma, baik yang bersifat individu maupun norma sosial, 

norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Sebagian masyarakat lebih mengenal 

norma hukum dibandingkan keberadaan norma sosial lainnya. Padahal dalam kehidupan 

beragama setiap orang Indonesia mematuhi keempat norma diatas sebagai ciri bangsa 

besar yang beradab dan berbudaya.  

Istilah kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama atau norma. Kaidah 

sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah 

laku manusia dalam pergaulan hidup. Dengan kata lain kaidah adalah petunjuk hidup yang 

harus diikuti, bagiamana manusia bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. 

Kaidah dapat berisi tentang perintah yakni keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu 

oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik mapun kaidah berisi larangan yakni 

keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang atau tidak 

diperkenankan. 

Kaidah atau norma adalah pedoman atau penuntun perilaku manusia dan wujud 

konkritnya berupa penetapan tentang cara berperilaku dalam situasi kemasyarakatan 

tertentu. Setiap kaidah memuat materi mengenai ketentuan tentang perilaku apa dan 

bagaimana yang boleh, atau dilarang, atau diharuskan dijalankan oleh orang dalam 

                                                             
25

 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, Bandung,  

2000), hlm. 21 
26

 H. Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 11 
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masyarakat. Menurut Kieser, norma adalah segala macam keteraturan dan segala cara 

pengarahan kelakuan dalam bentuk kelompok berdasarkan keyakinan-keyakinan dan sikap 

tertentu.
27

 

Dalam pergaulan hidup dikenal 4 (empat) macam jenis kaidah yakni sebagai berikut: 

a. Kaidah Agama: Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang berasal dari Tuhan 

dan diyakini oleh penganutnya. Penganut meyakini dan mengakui bahwa peraturan-

peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup. 

b. Kaidah Kesusilaan: Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai 

individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah ini dianggap 

sebagai peraturan hidup sebagai suara hati. 

c. Kaidah Kesopanan: Kaidah kesopanan adalah kaidah yang didasarkan atas 

kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berulang-ulang dan berlaku di tengah-

tengah masyarakat. Kaidah ini sering disebut juga dengan peraturan hidup yang 

timbul dari pergaulan manusia itu sendiri. 

d. Kaidah Hukum: Kaidah hukum adalah peraturan –peraturan yang timbul dari kaidah 

hukum itu sendiri, dibuat dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis oleh penguasa, 

dan pelaksanaannya dipaksakan. Karenanya apabila tidak dilaksanakan mendapat 

sanksi. 

Jika kaidah agama bersumber pada kitab suci dan kaidah moral bersumber pada 

setiap individu manusia, kemudian sumber kaidah hukum apa? Kaidah hukum merupakan 

segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa dan 

jika itu dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Aturan-aturan itu 

bisa berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, maupun 

doktrin. 

Dalam pandangan lain dikatakan bahwa kaidah hukum adalah peraturan-peraturan 

yang timbul dan dibuat oleh lembaga-lembaga negara tertentu. Isinya mengikat setiap 

orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara 

Sehingga dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum bersumber dari 

aturan yang dibuat oleh penguasa suatu negara. 

Berkaitan dengan kaidah, menurut Purbacaraka dan Soekanto hukum merupakan 

suatu kaidah, yaitu patokan-patokan atau pedoman hidup antar pribadi, yang bertujuan 

                                                             
27

 Bernhard Kieser, Moral Dasar, Kaitan Iman dan Perbuatan, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 157 
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untuk menciptakan kedamaian hidup bersama. Oleh karena hukum merupakan kaidah, 

maka selanjutnya Bruggink membedakan kaidah hukum ke dalam kaidah perilaku dan 

meta-kaidah. Dalam hal kaidah hukum sebagai kaidah perilaku menampilkan diri dalam 

wajah (sosok) sebagai berikut: 1) Perintah adalah kewajiban umum untuk melakukan 

sesuatu; 2) Larangan adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu; 3) 

Pembebasan adalah pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum 

diharuskan; 4) Izin adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara 

umum dilarang;
28

 

Menurut Achmad asal-usul kaidah hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yakni 

sebagai berikut:
29

 

a. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lainnya di dalam masyarakat 

yang berasal dari proses pemberian ulang, legitimasi, dari suatu kaidah sosial non 

hukum (moral, agama, kesopanan) menjadi suatu kaidah hukum. 

b. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta 

sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial ini sebelumnya. 

 

C. Moral dan Hukum 

 

Moral berasal dari bahasa latin mos (jamak: mores) yang berarti kebiasaan atau adat. 

Dalam bahasa Inggris, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama yaitu kebiasaan. 

Moral juga mempunyai arti yang sama dengan moralitas yang dalam bahasa latin disebut 

dengan moralis. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan moral sebagai (1) ajaran baik 

atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban,dan sebagainya, (2) 

kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan 

sebagainya atau dengan kata lain isi hati/keadaan perasaan sebagaimana terungkap 

diperbuatan, (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.
30

  

Hal yang tak terbantahkan walaupun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun 

hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang 

bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral yang berarti terdapat 

ketidak cocokan antara hukum dan moral. 

                                                             
28

 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Ali Bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1996), hlm. 100-106 
29

 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum,  (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 57 
30

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 

929 
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Menurut Sudikno Mertokusumo moral dan hukum terdapat perbedaan dalam hal 

tujuan, isi, asal cara menjamin pelaksanaannya dan daya kerjanya. Untuk perbedaan antara 

keduanya diuraikan di bawah ini:
31

 

Perbedaan Moral dan Hukum 

 

Berdasarkan Moral dan Hukum 

Tujuan a) Moral adalah menyempurnaan manusia sebagai individu. 

b) Hukum adalah ketertiban masyarakat 

Isi a) Moral yang bertujuan penyempuraan manusia berisi atau memberi 

peraturan-peraturan yang bersifat batiniah. 

b) Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku lahiriah. 

Asalnya a) Moral itu otonom 

b) Hukum itu heteronom (moral objektif atau positif) 

Pelaksanaannya Hukum sebagai peraturan tentang perilaku yang bersifat heteronom 

berbeda dengan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya. Moral 

berakar dalam hati nurani manusia, berasal dari kekuasaan dari dalam 

diri manusia. Disini tidak ada kekuasaan luar yang memaksa manusia 

mentaati perintah moral. Paksaan lahir dan moral tidak mungkin 

disatukan. Hakikat perintah moral adalah bahwa harus dijalankan dengan 

sukarela. Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada dibelakang moral 

adalah kekuasaan hati nurani manusia. Kekuasaan ini tidak asing juga 

pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting. 

Daya kerjanya Hukum mempunyai 2 daya kerja yakni memberika hak dan kewajiban 

yang bersifat normatif dan atributif. Moral hanya membebani manusia 

dengan kewajiban semata-mata Bersifat normatif. Perbedaan ini 

merupakan penjabaran dari perbedaan tujuan. 

 

 

D. Rangkuman 

 

Kehidupan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat diliputi oleh norma- 

norma atau petunjuk hidup berupa pedoman yang mempengaruhi perilaku manusia yang 

dianggap pantas dalam bermasyarakat. Disamping itu manusia dalam memenuhi berbagai 

kepentingan dan agar tidak terjadi benturan diperlukan akan adanya norma yang mengatur 

apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Seperti yang dikatakan 

Aristoteles disebut bahwa “ubi societas ibi ius“, yang artinya adalah “Dimana ada 

masyarakat disitu ada hukum” 

Disamping kaidah-kaidah hukum, dalam kehidupan manusia dalam masyarakat tidak 

pernah lepas dari kaidah mereka menghormati serta mematuhi norma, baik yang bersifat 

individu maupun kaidah sosial, kaidah agama, kesusilaan, kesopanan. Sebagian 

                                                             
31

, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  (Yogyakarta: Liberty 999). 
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masyarakat lebih mengenal norma hukum dibandingkan keberadaan norma sosial lainnya. 

Sebagaimana dikatakan Kieser, kaidah adalah segala macam keteraturan dan segala cara 

pengarahan kelakuan dalam bentuk kelompok berdasarkan keyakinan-keyakinan dan sikap 

tertentu. 

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh 

norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-

kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu 

berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya itu saling mengisi 

artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum 

tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, 

misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah 

agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa 

adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh 

sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain 

pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum 

yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang 

berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma 

kesusilaan sumbernya suara hati. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat 

yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.. 

 

E. Latihan 

 

Soal essay 

1. Jelaskan hubungan antara norma hukum dengan norma agama, kesusilaan dan 

kesopanan di dalam kehidupan masyarakat! 

2. Berikan masing-masing tiga (3) contoh kaidah hukum, agama, kesusilaan dan 

kaidah kesopanan yang terdapat di lingkungan masyarakat! 

3. Jelaskan perbedaan moral dan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dari segi  

tujuan, isi, pelaksanaannya dan daya kerjanya! 

4. Jelaskan pendapat saudara tentang pengertian “ubi societas ibi ius“, yang artinya 

adalah “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum”! 

5. Mengapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam kehidupan 

masyarakat pada dasarnya sudah ada kaidah/norma yang mengatur tingkah laku 
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manusia dalam pergaulan hidupnya yaitu kaidah agama/kepercayaan, kaidah 

kesusilaan dan kaidah kesopanan. Coba saudara jelaskan secara singkat ! 

Tes Formatif 2 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Aristoteles seorang ahli filsafat dari Yunani menytaakan bahwa pada hakikatnya 

manusia adalah “zoon politicon” artinya manusia..... 

A. Mahluk individu dengan berbagai macam kepentingannya 

B. Adalah mahluk yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat 

C. Harus dapat hidup bersama-sama dengan kelompoknya sendiri 

D. Hanya dapat hidup bila selalu bersama-sama dengan manusia lainnya 

2. Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah..... 

A. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan 

B. Menghukum orang yang melanggar norma 

C. Memaksa seseorang untuk bersikap baik 

D. Menghindari adanya perbedaan kepentingan 

3. Perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain terletak pada 

sanksinya, yaitu...... 

A. Hukuman yang berat 

B. Berupa hukuman penjara 

C. Bersifat jelas dan tegas 

D. Pengucilan dan pidana 

4. Manusia membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk …. 

A. Pribadi 

B. Sosial 

C. Individu 

D. Ekonomi 

5. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang 

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaai oleh seluruh 

anggota masyarakat, maka pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat 

menimbulkan tindakan oleh pemerintah. Pengertian hukum tersebut merupakan 

pendapat..... 

A. E. Utrecht 
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B. J.J.H. Bruggink 

C. Keiser 

D. Aristoteles 

6. Norma dalam masyarakat yang dapat dilekati sanksi dan memilikikekuatan 

memaksa paling kuat adalah.... 

A. Norma agama 

B. Norma kesusilaan 

C. Norma kesopanan 

D. Norma hukum 
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BAB III 

SUMBER-SUMBER HUKUM 

 

 

 

 

 

A. Pengertian sumber hukum 

Salah satu aspek penyelidikan dan pengajaran ilmu hukum adalah mengenai sumber-

sumber hukum. Penyelidikan sumber hukum adalah bagaimana dan dimana tempat atau 

asal peraturan hukum diambil atau gunakan sebagai pedoman hidup suatu negara.  

Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”, 

“landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum ataupun landasan hukum 

adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan 

atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara 

hukum. Sedangkan, perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat 

dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.
32

 

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber 

Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 

mengunakan istilah sumber tertib hukum, yaitu: 1) Pancasila, sumber dari segala sumber 

hukum; 2) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; 3) Dekrit Prseiden 5 Juli 1959; 4) 

Undang-Undang Dasar; 5) Surat Perintah 11 Maret 1966.
33

 

Pengertian sumber hukum berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai 

berikut: 

1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis; 

3) Sumber hukum dasar nasional adalah: (i) pancasila sebagaimana yang tertulis dalam 

Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil 

                                                             
32

 Jimly Asshiddiqie,  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 121 
33

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ini tidak berlaku lagi, sebagai gantinya dikeluarkan Ketetapan MPR 

No.III/MPR/2000 

Setelah membaca Bab ini, Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian 

sumber hukum dan dapat membedakan sumber hukum formil dan materil 
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dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-

Undang Dasar 1945. 

Pengertian sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu: (1) sebagai asas 

hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, 

akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya, (2) menunjukkan hukum terdahulu yang 

memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, hukum 

Romawi, dan lain-lain, (3) sebagai sumber hukum berlakunya, yang memberi kekuatan 

berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat), (4) sebagai 

sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, 

batu tertulis dan sebagainya (5) sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang 

menimbulkan hukum.
34

 

Menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan dalam tiga pengertian. pertama, 

sumber hukum dalam pengertian sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk 

konkrit ialah berupa “keputusan dari yang berwenang” untuk mengambil keputusan 

mengenai soal yang bersangkutan. kedua, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat 

ditemukannya aturan-aturan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan 

atau ketetapan-ketetapan tertulis atau tidak tertulis. ketiga, selain perkataan sumber hukum 

dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan juga masayrakat, sehingga mendapatkan sumber 

hukum filosofis, sumber hukum historis dan  sumber hukum sosiologis.
35

 

B. Sumber Hukum Formil dan Materiil 

 

Sumber hukum lazimnya para ahli hukum membedakan dalam dua macam yaitu 

sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan 

tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Berkaitan 

dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku.
36

 Dengan 

demikian sumber hukum formal merupakan pemberian bentuk pernyataan bahwa sumber 

                                                             
34

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi keempat (Yogyakarta: Liberty, 1999), 

hlm. 82 
35

 Joniarto, Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata negara di Indonesia, Cet. Kedua, (Yogyakarta: 

Liberty, 1991), hlm. 2-17 
36

Ibid, hlm. 77. 
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hukum materiil bisa berlaku. Ini berarti bahwa sumber hukum materiil bisa berlaku jika 

sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku hukum formal.
37

 

Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi 

hukum.
38

 Bagi sarjana hukum yang penting adalah sumber hukum dalam arti formil. Baru 

kemudian jika dianggap perlu asal-usul hukum maka diperlukan sumber hukum dalam arti 

materiil.
39

 Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi 

pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap 

keputusan hakim, dan sebaganya) atau faktor-faktor yang ikut mempenagaruhi materi (isi) 

dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana hukum itu diambil.
40

 

Menurut Zevenbergen sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum. Pada 

hakekatnya sumber hukum secara konvensional dapat dibagi menjadi sumber hukum 

materiil dan sumber hukum formal. Menurut Utrecht sumber hukum materiil yaitu 

perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (public opinion) yang 

menjadi determinan materiil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum, sedangkan 

sumber hukum formal, yaitu menjadi determinan formil membentuk hukum, menentukan 

berlakunya dari hukum. Sumber-sumber hukum yang formil adalah: undang-undang, 

kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam 

masyarakat, traktat, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrin).
41

  

Sumber HTN dan HAN dalam arti materiil adalah Pancasila sebagai sumber dari 

segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran  dan cita-cita hukum serta cita-cita 

moral yang meliputi suasana jiwa, watak bangsa Indonesia. Penempatan pancasila sebagai 

sumber dari segala sumber hukum negara harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang 

menempatkan sebagai dasar idiologi negara serta sebagi dasar falsafah bangsa dan negara 

sehingg setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Penempatan Pancasila sebagai 

staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala 

sumber hukum, berarti menempatkan Pancasila di atas undang-undang dasar. Jika 
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demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas 

konstitusi.  

Sumber dalam arti formil adalah segala peraturan hukum tertulis maupun tidak 

tertulis. Sumber hukum dalam arti formil adalah: (i) undang-undang dasar dan peraturan 

perundang-undangan, (ii) yurisprudensi, (iii) konvensi ketatanegaraan, (iv) traktat, (v) 

doktrin. selanjutnya sumber hukum dalam arti formil akan di jelaskan dibawah ini. 

1. Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan setelah 

UUD 1945 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), 

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Konvensi Ketatanegaraan 

 

Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur secara jelas 

tentang konvensi ketatanegaraan, hanya menyatakan disamping UUD berlaku juga hukum 

dasar yang tidak tertulis. Penjelasan UUD 1945 berbunyi: 

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negeri 

itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang disampingnya 

Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-

aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara 

meskipun tidak tertulis”. 

 

Hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, kebiasaan 

ketatanegaraan atau hukum adat. dalam konteks penjelasan UUD 1945 asli hukum dasar 

yang tidak tertulis adalah konvensi karena dalam akhir kalimat “aturan-aturan dasar yang 

timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis”. 

Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan mempuyai kekuatan yang sama dengan 

undang-undang karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kali kebiasaan 

ketatanegaraan dapat mengeser peraturan hukum yang tertulis.
42

 Konvensi tidak mempuyai 

daya paksa secara hukum, sanksi hukum, upaya hukum atau lembaga yang dapat secara 

langsung digunakan untuk mendorong atau memaksa penaatan terhadap konvensi.
43

 

Konvensi menurut Dicey adalah: 1) konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan 
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(konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelengaraan negara; 2) 

konvensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan; 

3) konvensi ditaati semata-mata di dorong oleh etika, aklak atau politik dalam 

penyelengaraan negara; 4) konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana 

seharusnya (sebaliknya) discretionary powers dilaksanakan.
44

  

Sebagai contoh beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat dipandang sebagai 

konvensi ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan 

negara, yaitu: 

1) Praktik di lembaga MPR mengenai pengambilan keputusan berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat;  

2) Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR yang di satu 

pihak memberi laporan tahunan pelaksanaan tugas pemerintah yang mengandung 

arah kebijaksanaan tahun mendatang. Secara konstitusional tidak ada ketentuan yang 

mewajibkan presiden menyampaikan pidato resmi tahunan semacam itu di hadapan 

Sidang Paripurna DPR. Karena presiden tidak tergantung DPR dan tidak 

bertanggung jawab pada DPR, melainkan presiden bertanggung jawab kepada MPR. 

Kebiasaan ini tumbuh sejak Orde Baru;  

3) Pengesahan RUU yang telah disetujui oleh DPR. Secara konstitusional presiden 

sebenarnya mempunyai hak untuk menolak mengesahkan RUU yang telah disetujui 

DPR, sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 21 ayat 2 UUD 1945. Tetapi dalam 

praktik presiden belum pernah menggunakan wewenang konstitusional tersebut, 

presiden selalu mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR, meskipun RUU 

itu telah mengalami berbagai pembahasan dan amandemen di DPR. RUU 

kebanyakan berasal dari Pemerintah (Presiden) sebagaimana ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Dalam pembahasan RUU tersebut 

kedudukan DPR merupakan partner dari presiden atau pemerintah. Maka 

pengesahan RUU oleh Presiden sangat dimungkinkan karena RUU tersebut akhirnya 

merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah. 

 

3. Traktat (Perjanjian) Internasional 

Traktat atau perjanjian adalah salah satu sumber hukum formil. Dalam kamus 

Hukum Internasional tidak dibedakan antara traktat dan perjanjian, bahkan traktat dan 
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perjanjian sama artinya.
45

 Banyak istilah-istilah yang dipergunakan perjanjian 

Internasional seperti charter, covenant, pact, statute, convention, act, protovol dan lain 

sebagainya.
46

 Istilah Traktat dan perjanjian tidak dibedakan dalam UUD 1945, dalam Pasal 

11 UUD 1945 disebutkan istilah perjanjian  dengan negara lain dan perjanjian 

Internasional,  bunyi Pasal 11 UUD 1945, yaitu:  

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.  

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat 

yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-

undang.  

 

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian 

Internasional oleh Pemerintah dilakukan dengan undang-undang atau dengan keputusan 

Presiden. Pengesahan perjanjian Internasional dilakukan dengan undang-udang sesuai 

dengan Pasal 10 apabila berkenaan dengan: (1) masalah politik, perdamain, pertahanan dan 

keamanan negara; (2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik 

Indonesia; (3) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (4) hak asasi manusia dan lingkungan 

hdup; (5) pembentukan kaidah hukum baru; (6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri 

Perjanjian Internasional dapat bersifat bilateral, apabila diadakan oleh dua negara, 

bersifat multiteral, apabila diadakan oleh banyak negara, bersifat kolektif, apabila suatu 

perjanjian multilateral memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada mulanya 

tidak turut mengadakannya, kemudian turut menjadi pihak traktat. Menurut Utrecht, 

pembuatan suatu traktat melalui empat fase yang berurutan, yaitu: a) Penetapan (sluiting); 

b) Persetujuan; c) Penguatan (bekrachtiging) atau Ratifikasi/Pengesahan (ratificatie); d) 

Pelantikan atau pengumuman (afkondiging).
47
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4. Keputusan hakim (yurisprudensi) 

Terminologi yurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia (bahasa Latin), yang 

berarti pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Sebagai istilah teknis yuridis di Indonesia, 

sama pengertiannya kata “jurisprudentie” dalam bahasa Belanda dan “jurisprudence” 

dalam bahasa Perancis, yaitu yang berarti hukum peradilan atau peradilan tetap. Dalam 

bahasa Inggris maka terminologi “jurisprudence” diartikan sebagai teori ilmu hukum, 

sedangkan pengertian yurisprudensi dipergunakan dalam rumpun sistem “case law” atau 

“judge-made law”. Kemudian kata “jurisprudenz” dalam bahasa Jerman berarti ilmu 

hukum dalam arti yang sempit (aliran ajaran hukum), misalnya begriff-jurisprudenz, 

interressen jurisprudenz dan lain sebagainya. Istilah teknis bahasa Jerman untuk 

pengertian yurisprudensi, adalah kata “ueberlieferung”.
48

 

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua putusan pengadilan dapat menjadi atau 

dianggap yurispudensi, putusan pengadilan dianggap sebagai yurispudensi harus 

memenuhi syarat-syarat, yaitu: (i) harus sudah merupakan putusan yang mempuyai 

kekuatan hukum tetap; (ii) dinilai baik dalam arti memang menghasilkan keadilan bagi 

pihak-pihak bersangkutan; (iii) putusan yang berulang beberapa kali atau dilakukan dengan 

pola yang sama di beberapa tempat tepisah; (iv) norma yang terkandung didalamnya 

memang tidak terdapat peraturan tertulis yang berlaku, atau kalaupun ada tidak begitu 

jelas; (v) putusan dinalai telah memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan 

direkomendasikan oleh tim eksaminasi atau tim penilai sendiri yang dibentuk oleh 

Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk menjadi yurisprudensi bersifat tetap.
49

 

Secara teoritik dan praktik ada perbedaan pengertian yurisprudensi pada negara yang 

menganut Sistem Hukum Kondefikasi/Civil Law atau Eropa Kontinental seperti Indonesia 

dengan negara yang menganut Sistem Common Law/Anglo Saxon/Case law seperti di 

Negara Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Pada hakekatnya maka yurisprudensi di 

negara-negara yang sistem hukumnya common law seperti di Inggris atau Amerika Serikat, 

mempunyai pengertian yang lebih luas, dimana yurisprudensi berarti ilmu hukum. 

Sedangkan pengertian yurisprudensi di negara-negara eropa kontinental termasuk kita di 

Indonesia yang berdasarkan asas konkordansi juga menganut sistem itu, maka yuriprudensi 
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hanya berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi yang kita maksudkan sebagai putusan 

pengadilan, di negara-negara Anglo Saxon dinamai preseden.
50

 

Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sebab maka seorang hakim menurut keputusan seorang 

hakim lain:
51

 

a) Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama apabila keputusan itu 

dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung. Mr. Wirjono 

Projodikoro, yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung RI, mengatakan: 

“Misalnya di Indonesia Mahkamah Agung adalah badan pengadilan yang tertinggi 

yang bersendi atas Undang-Undang Dasar melakukan pengawasan tertinggi atas 

perbuatan-perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Dalam pengawasan ini dan 

lagi dalam peradilan kasasi sudah seharusnya Mahkamah Agung dengan putusan-

putusannya mempengaruhi cara berjalannya peradilan di seluruh Indonesia. Seorang 

hakim menurut keputusan seorang hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi. 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. karena hakim yang disebut terakhir 

adalah pengawas atas pekerjaannya. Di samping itu juga sering juga dihormatinya, 

karena jasa-jasanya (telah banyak pengalamannya). Dapat dikatakan: karena suatu 

sebab yang psikhologis, maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain 

yang berkedudukannya lebih tinggi. 

b) Di samping sebab yang psikhologis itu ada juga sebab praktis, maka seseorang 

hakim menurut keputusan yang telah diberi oleh seorang hakim yang 

berkedudukannya lebih tinggi. Bila seorang hakim memberi keputusan yang isinya 

berbeda dari pada isi keputusan seorang hakim yang kedudukannya lebih tinggi, 

yaitu seorang hakim yang mengawasi pekerjaan hakim yang disebut pertama, maka 

sudah tentu pihak yang tidak menerima keputusan itu akan meminta apel atau revisi, 

yaitu naik banding. Pihak yang tidak menerima keputusan tersebut akan meminta 

perkaranya dapat dibawa kemuka hakim itu yang kedudukannya lebih tinggi 

daripada kedudukan hakim yang telah memutuskan perkaranya, dan yang pernah 

memberi keputusan mengenai suatu perkara yang coraknya sama tetapi bunyinya 

keputusan berlainan.  

c) Akhirnya, ada sebab: hakim menurut keputusan hakim lain, karena ia menyetujui isi 

keputusan hakim lain itu, yang sebab persesuaian pendapat. 
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Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan, pada hakekatnya yurisprudensi dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu: pertama, yurisprudensi (biasa) dimana seluruh 

putusan pengadilan yang telah ersifat “inkracht van gewijsde” yaitu telah berkekuatan 

hukum tetap, seperti misalnya putusan perdamaian, seluruh putusan yudex facti 

(Pengadilan Negeri/Tinggi yang telah diterima oleh para pihak), seluruh putusan 

Mahkamah Agung, dan lain sebagainya, kedua, yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie) 

yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara yang sejenis 

berlangsung secara terus menerus. 

5.  Pendapat atau pandangan ahli hukum (doctrin) 

Doktrin hukum di sebut juga “Pendapat Sarjana Hukum” atau ahli hukum. Doktrin 

adalah sebuah istilah yang digunakan dalam hukum perancis sejak abad ke-19 yang berarti, 

“kumpulan pendapat tentang berbagai masalah hukum yang diekspresikan dalam buku dan 

artikel, juga digunakan untuk mengkarakterisasikan secara kolektif orang-orang yang 

terlibat dalam analisa, sistesis dan evaluasi terhadap materi sumber hukum, anggota profesi 

bidang hukum yang mencurahkan perhatian khusus terhadap karya-karya ilmiah dan 

memiliki reputasi sebagai otoritas.
52

 

Doktrin adalah pernyataan atau pendapat para ahli hukum. Dalam kenyataan, banyak 

pendapat para ahli hukum yang banyak diikuti orang dan menjadi dasar dan pertimbangan 

dalam penetapan hukum, baik oleh para hakim ketika akan memutus suatu perkara atau 

oleh pembentuk undang-undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, doktrin atau pendapat para 

ahli hukum harus mememuhi persyaratan, yaitu: (i) ilmuwan yang bersangkutan dikenal 

dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas dibidangnya dan mempuyai 

integritas yang dapat di percaya; (ii) terhadap persoalan yang bersangkutan memang tidak 

di temukan dalam peraturan tertulis yang berlaku; (iii) pendapat hukum dimaksud telah 

diakui keunggulannya dan diterima oleh umum, khususnya diterima dikalangan sesama 

ilmuwan.
53

 

C. Rangkuman 

Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi 

hukum, dan sumber materiil HTN Indonesia adalah Pancasila. Sebagai falsafah dasar 
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negara (philosofische grondslag) dan cita-cita hukum (rechtsidee) maka Pancasila 

merupakan sumber hukum material dari HTN Indonesia yang harus menjiwai dan 

dilaksanakan olehsetiap peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.Sumber 

hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yangdikenal dari bentuknya, ketika 

bentuknya menyebabkan hukum berlakuumum, diketahui, dan ditaati. Sumber hukum 

formil HTN Indonesia, terdiri dari: UUD 1945 (pembukaan maupun pasal-pasalnya) dan 

peraturan perundang-undangan lain yang mengatur/memuat ketentuan-ketentuan 

ketatanegaraan, Konvensi Ketatanegaraan, dan Traktat (perjanjian internasional). 

D. Latihan 

 

Soal essay 

 

1. Jelaskan pengertian sumber hukum! 

2. Uraikan tentang sumber hukum materiil dan formiil! 

3. Mengapa dalam sistem peradilan Indonesia hakim tidak wajib mengikuti 

putusan hakim yang terdahulu atau lebih tinggi kedudukannya! Jelaskan! 

4. Jelaskan mengapa Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum nasional! 

5. Jelaskan apa perbedaan Keputusan Presiden dengan PeraturanPresiden! 

 

Tes Formatif 2 

1. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil 

terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah… 

A. DPR 

B. Mahkamah Konstitusi 

C. Komisi Yudisial 

D. Mahkamah Agung 

E. Presiden 

2. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ... 

A. yurisprodensi 

B. doktrin 

C. kebiasaan 

D. traktat 
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3. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan 

memaksa adalah... 

A. Dekrit 

B. Keppres  

C. PP  

D. Perpu 

4. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah... 

A. UUD 1945  

B. Pancasila  

C. Mahkamah Agung  

D. TAP MPR 

5. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah  

A. Konvensi  

B. Hukum dasar tertulis  

C. Hukum adat  

D. Hukum tidak tertulis 
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BAB IV 

SISTEM HUKUM 

 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Sistim Hukum 

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai 

keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti menyebutkan sistem adalah 

suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian 

yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu 

penulisan untuk mencapai suatu tujuan.
54

 Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh 

terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi 

duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung 

beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.
55

 

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian 

atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu norma atau pernyataan 

tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem yang normatif. 

Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam 

interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke 

arah tujuan kesatuan. Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya 

dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti mozaik 

atau legpuzzle. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain namun 

berkaitan. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan 

karena hubungannya yang sistematis dengan aturan-aturan hukum lainnya.
56

 

Suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum 

adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, 

keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri 

dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan 

secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-

bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan polatertentu.
57

 

Hukum itu pada dasarnya merupakan sistem yang terbuka, namun di dalam sistem 

yang terbuka itu ada bagian-bagian yang bersifat tertutup. Bagian-bagian yang bersifat 

tertutup berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk 

pembentukan hukum, misalnya -dalam hukum pidana- sistem tertutup dari hak-hak absolut 

mengenai batasan delik dan norma sanksi, artinya hakim tidak dapat menciptakan delik 

baru dan sanksi baru. Tertutup dalam hal ini tidak berarti bahwa sama sekali peraturannya 

tidak boleh diinterpretasi. Dalam lapangan hukum perdata, bidang hukum keluarga dan 

hukum benda sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa jumlah dan sifatnya lembaga hukum 

dalam hukum keluarga dan hukum benda, adalah sudah pasti dan sudah tetap, artinya tidak 

seorang pun boleh menciptakan hak-hak baru di bidang kebendaan, kecuali pembentuk 

undang-undang. Sedangkan dalam lapangan hukum perdata, bidang hukum perjanjian 

sifatnya terbuka. Sistem hukum yang terbuka -baik obyek maupun subyeknya yang bukan 

merupakan  bagian dari sistem mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. 

Hubungan-hubungan itu misalnya bidang kebudayaan, politik, ekonomi, sejarah dan 

sebagainya. Di samping itu, peraturan-peraturan di dalam sistem hukum itu terbuka untuk 

diinterpretasi dan memungkinkan ada perbedaan interpretasi, sehingga peraturan itu selalu 

berubah dan berkembang. Perkembangan aturan hukum yang sistemnya terbuka lebih pesat 

dari pada perkembangan aturan hukum yang sistem tertutup.
58

 

 

B. Sistem Hukum 

 

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law system) 

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut 

sebagai “civil law” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran 

romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi.  

Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak 

terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, 
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dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem 

hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat,karena diwujudkan dalam 

peraturan-peraturan yang berbentu kundang-undang dan tersusun secara sistematik di 

dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang 

merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukumnya dapat diwujudkan 

kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-

peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang 

dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yangmempunyai kekuatan mengikat 

umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam 

batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat 

para pihak yang berperkara saja.
59

  

Karakteristik kedua pada sistem civil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran 

pemisahan kekusaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul 

Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda 

adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan 

peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu 

mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan 

yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan 

hakim terdahulu, yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, 

yaitu undang-undang.
60

 

Karakteristik ketiga pada sistem hukum civil law adalah apa yang oleh Lawrence 

Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam 

sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan 

perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. 

Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum civil law berusaha untuk 

mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini 

mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.
61

 

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law 

berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam 

rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-
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judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi 

rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum civil law adalah peraturan perundang-

undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi 

dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law 

mempunyai konstitusi tertulis.
62

 

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan 

hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat 

dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat 

mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-

individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.
63

 Menurut Satjipto Rahardjo 

ciri sistem civil law atau hukum Romawi dimulai dari pusat kehidupan dan 

penyelenggaraan hukum terletak konsep orang tentang kaidah atau rule. Konsep tentang 

kaidah ini adalah penting sekali karena menentukan bagaimana kehidupan hukum disuatu 

negara diselenggarakan. Konsep kaidah inilah yang membedakan antara sistem civil law 

dan sistem common law.
64

 

Indonesia telah mengadopsi civil law system, prinsip utama sistem hukum ini adalah 

mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang 

(prinsip legisme), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga 

peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan 

tetapi sebgai moral masyarakat. 

Untuk itu tidak mengherankan para hakim di negara-negara yang menganut sistem 

civil law dalam memutuskan suatu perkara lebih melihat pada hukum tertulis atau 

peraturan perundang-undangan. Hakim tidak terikat pada suatu kasus yang pernah diputus 

sebagaimana yang dianut dalam sistem common law. Hakim diberi keluasan untuk 

memutuskan suatu perkara tanpa terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim 

hanya terikat pada aturan tertulis yakni peraturan perundang-undangan. 
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2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Comman Law System) 

 

Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau Common 

Law”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke 

Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari 

nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah 

Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William 

mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga 

unsur-unsur hukum yangberasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.
65

 

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada 

yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar 

putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih 

mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika 

masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi 

dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang 

dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, 

Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika 

Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan 

dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, 

beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya 

Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, 

namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama
66

 

Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo 

saxon. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. 

Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan 

peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata 

kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan 

peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan 

menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis.Sistem 

hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama ”thedoctrine of precedent/Stare 

Decisis”. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, 
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seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam 

putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).  

Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum 

anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum 

yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (common law). Kelemahannya, unsur 

kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan 

perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis. 

Beberapa perbedaan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem anglo 

saxon sebagai berikut:
67

 

1. Sistem hukum eropa kontinental mengenal sistem peradilanadministrasi, sedang 

sistem hukum anglo saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. 

2. Sistem hukum eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi sedangkan sistem hukum anglo saxon dikembangkan melalui 

praktek prosedur hukum. 

3. Hukum menurut sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sollen bukan sein 

sedang menurut sistem hukum anglo saxonadalah kenyataan yang berlaku dan ditaati 

oleh masyarakat. 

4. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau 

penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum eropa 

kontinental sedang penemuan kaidah secara kongkrit langsung digunakan untuk 

penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglo saxon. 

5. Pada sistem hukum eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi 

kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk 

mengoreksi yaitu lembaga equaty. Lembaga ini memberi kemungkinan untuk 

melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegaran. 

6. Pada sistem hukum eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum 

sedangkan pada sistem hukum anglo saxon tidak ada kodifikasi. 

7. Keputusan hakim yang lalu (yurisprudensi) pada sistem hukum eropa kontinental 

tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum sedang pada sistem hukum anglo 
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saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus 

diikuti. 

8. Pada sistem hukum eropa kontinental pandangan hakim tentang hukum adalah lebih 

tidak tekhnis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum anglo 

saxon pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. 

9. Pada sistem hukum eropa kontinental bangunan hukum, sistem hukum, dan 

kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban sedang pada sistem 

hukum anglo saxonka tegorisasi fundamental tidak dikenal. Pada sistem hukum 

eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada sistem hukum 

anglo saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat kongrit. 

Menurut Satjipto Rahardjo perbedaan yang menyolok antara kedua sistem civil law 

dan common law yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisonal 

hukumnya. Sementara sistem civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan 

rasionalnya.
68

 Menurut Peter Mahmud Mardzuki pada dasarnya sistem common law 

memiliki tiga karakteristik yaitu: Pertama, yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum 

yang utama. Kedua, hakim terikat pada yang disebut stare decisis yang berarti hakim 

terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus 

yang serupa. Ketiga, adanya adversary sistem dalam proses peradilan.
69

 

 

3. Sistem Hukum Adat 

 

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial 

di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. 

Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang 

dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak 

tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri 

dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat 

disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga 

keutuhan hidup sejahtera.
70

 

Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-

peraturannya merupakan suatu sistem yaitu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam  
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pikiran. Begitupun hukum adat, sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran  

bangsa Indonesia. untuk mengetahui hukum adat dia membedakan antara sistem hukum  

adat dan sistem hukum barat agar dapat mengetahui sistem hukum adat. Hukum barat 

mengenal zakelicke rechten (yaitu hak suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang)  

dan persoonlijke rechten (yaitu hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek). 

Sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua jenis hak tersebut.  

Hukum barat membedakan antara publick recht dan privatatreht, sedangkan perbedaan  

demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka  

batas-batas kedua lapangan hukum itupun berbeda pada kedua sistem hukum itu. 

Pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat dibedakan atas yang bersifat pidana 

dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata sehingga masing-

masing harus di tangani oleh hakim yang berbeda pula, perbedaan demikian pula tidak di 

kenal dalam hukum adat. Setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum  

dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh  hakim (kepala adat). 

Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis didalam perundang-

undangan RI yang mengandung unsur agama dan berkedudukan sebagai salah satu sumber  

penting guna memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju  

pada penyamaan hukum. 

Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan pembagian 

hukum adat. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat dapat dibagi menjadi 

23 lingkungan adat berikut: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, 

Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), 

Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, 

Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, 

Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). 

 

4. Sistem Hukum Islam 

 

Sistem hukum Islam semula dianut oleh masyarakat Arab, karena di tanah Arablah 

awal mula timbul dan menyebarnya agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya ke 

seluruh pelosok dunia, terutama negara-negara Asia, Afrika, baik secara individu maupun 

secara kelompok. Bahkan di Arab Saudi dan Pakistan menjadikan hukum Islam sebagai 

sistem hukum yang berlaku dan mengikat bagi masyarakatnya. Sistem hukum Islam 
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berbeda dengan kedua sistem hukum yang lain, sebab mengandung aturan yang cukup 

luas, meliputi segala keperluan hidup di dunia dan akherat.
71

 

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum modern bersifat dinamis dan fleksibel 

sesuai dengan dinamika masyarakat serta merupakan pedomn hidup bagi umat Islam 

sepanjang masa. Semula para yuris Islam berpendapat bahwa pengertian syariah dan fiqh 

itu adalah sama, juga pengertian syariah -dalam arti luas- dengan dinul Islam memiliki 

makna yang sama, yaitu paham tentang ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam 

perkembangannya pendapat para yuris Islam demikian itu mengalami perubahan, yaitu 

memberikan pengertian yang berbeda dan spesifik antara syariah dan fiqh. Syariah 

merupakan hukum Allah yang bersifat qath’i atau absolut, sedangkan fiqh merupakan 

bagian (turunan) dari syariah yang bersifat dzanni atau relatif.
72

 

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam 

kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam kadang kala disebut dalil, 

pokok atau dasar hukum Islam. Adapun sumber-sumber hukum Islam adalah: 

a) Al Qur‟an, yaitu kitab suci kaum muslimin, berisi wahyu Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad. 

b) Hadits, ialah perkataan, perbuatan, perilaku dan sikap Nabi Muhammad. 

c) Ijtihad atau Al-ra„ yu, yaitu pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad 

karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mengggunakan berbagi jalan 

(metode) atau cara, antara lain adalah; ijma‟, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, 

istihsan, istishab, dan urf (adat istiadat). 

d) Ijma‟, adalah kesepakatan/persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai 

suatu masalah pada suatu tempat di suatu waktu tentang hukum terhadap sesuatu 

yang belum jelas diatur dalam Al Qur‟an dan Hadits. 

 

C. Rangkuman 

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-

bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. 

Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau 

unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. 
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Sistem hukum anglo saxon ialah suatu sitem hukum yang didasarkan pada 

yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar 

putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih 

mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika 

masyarakat, Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. 

Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. 

Sistem hukum eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri 

adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis 

yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut 

oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut 

sebagai sistem civil law. Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu 

adanyakodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi 

sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilanbersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk 

sumber hukum dalam arti formaldalam sistem hukum civil law berupa peraturan 

perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. 

Sedangkan hukum adat bersumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak 

tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum 

masyarakatnya. Sementara itu sumber hukum Islam adalah Al Qur‟an, Hadits, Ijtihad Ijma. 

 

D. Latihan 

Soal essay 

1. Jelaskan pengertian sistem hukum dan buktikan bahwa hukum merupakan suatu 

sistem! 

2. Sebutkan cirinya masing-masing sistem hukum ! 

3. Jelaskan perbedaan sistem hukum civi law  dengan common law! 

4. Jelaskan sumber hukum sistem civi law, common law, hukum adat dan hukum 

Islam! 

5. Apa yang dimaksud Hukum Privat dan Hukum publik! 

 

Tes Formatif 4 
 

1. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa Kontinental (civil law) dikenal 

pembagian sistem hukum menjadi: 

A. Hukum Privat dan Hukum Publik; 
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B. Hukum Sosialis dan Kapitalis; 

C. Hukum Publik dan Hukum Sosialis; 

D. Hukum Sosialis dan Hukum Komunis. 

2. Sistem hukum Indonesia merupakan campuran dari: 

A. Sistem Hukum Eropa; 

B. Sistem Hukum Agama; 

C. Sistem Hukum Adat; 

D. Semua jawaban benar. 

3. suatu sitem hukum yang didasarkan pada yurispudensi yaitu... 

A. Sistim Hukum Civil Law 

B. Sistem Hukum Common Law 

C. Sistem Hukum Adat 

D. Sistem Hukum Islam 

4. Sistem hukum yang undang-undang menjadi sumber hukum yang utama yaitu 

A. Sistim Hukum Civil Law 

B. Sistem Hukum Common Law 

C. Sistem Hukum Adat 

D. Sistem Hukum Islam 

5. Sumber Hukum Islam adalah..... 

A. Al Qur‟an dan Hadits 

B. Yurisprudensi 

C. Undang-undang 

D. Doktrin 
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BAB V 

TEORI-TEORI HUKUM 

 

 

 

 

 

A. Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum 

Pada dasarnya kehidupan manusia dikendalikan oleh hukum yang dalam 

perkembangannya mengalami kemajuan, baik dari segi teori maupun fungsi pragmatisnya. 

Hasil perkembangan hukum merupakan akibat dari pesatnya perkembangan aspek-aspek 

dan variasi kehidupan manusia yang harus diatur oleh hukum. Sebagai akibatnya telah pula 

menghasilkan konsepsi-konsepsi hukum yang tercermin dari berbagai aliran pemikiran 

hukum. 

Adapun aliran-aliran pemikiran hukum terdiri atas: (i) aliran hukum alam, yang lebih 

menekankan analisanya pada masalah sumber hukum, isi hukum, dan bentuk hukum; (ii) 

aliran hukum sejarah lebih menekankan analisisnya pada masalah tujuan hukum dan 

evaluasi hukum; (iii) aliran utilitarian menekankan analisisnya pada masalah tujuan hukum 

dan evaluasi hukum; (iv) aliran hukum positif menekankan pembahasannya pada aspek 

pembentukan hukum, bentuk hukum, dan isi hukum; (v) sociological jurisprudence, 

menekankan pembahasannya pada aspek masyarakat hukum, pembentukan hukum, dan 

bentuk hukum serta evaluasi hukum, dan (vi) aliran pragmatis yang menekankan 

pembahasannya pada aspek permasalahan institusi dan penerapan hukum.
73

 Selanjutnya 

berbagai aliran pemikiran hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aliran Hukum Alam 

Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang 

norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal 

budi manusia, sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan 

tempat sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan 
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semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia.
74

 Para pemikir terdahulu, umumnya 

menerima suatu hukum yaitu hukum alam atau hukum kodrat. Berbeda dengan hukum 

positif sebagaimana diterima oleh orang dewasa ini, hukum alam yang diterima sebagai 

hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam ditanggapi tiap-tiap orang sebagai 

hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam. 

Hukum alam merupakan ide tentang keadilan abadi yang diusahakan diwujudkan, 

atau yang gagal diwujudkan manusia dalam kehidupannya. Keadilan adalah sesuatu yang 

tidak dapat dibentuk, melainkan merupakan hasil dari cara kerja alam. Ia merupakan 

puncak tertinggi dari hukum. Terbentuk dari penciptaan Tuhan dan rasio manusia. 

Penerapannya melalui perintah oleh manusia, hanyalah merupakan wujud dari kegagalan 

manusia untuk mewujudkannya dan karenanya harus ditebus dengan penggunaan perintah. 

Sumbangan terbesar aliran ini terletak pada dasar-dasar pemberlakuan hukum yang 

diberikannya terhadap sistem hukum. Menurut Cicero, hukum merupakan ekspresi dari 

hakikat umum manusia dengan universalitas sebagai cirinya. Masyarakat manusia 

merupakan masyarakat alam raya yang berkedudukan sederajat satu sama lain dan 

kesederajatannya merupakan akibat langsung dari hukum alam. Hukum alam mengatur 

seluruh hukum dan manusia, dengan demikian hukum alam menjelma dalam konstitusi dan 

hukum-hukum negara. Menurut penganut aliran ini, isi hukum adalah keadilan dan moral. 

Pemikir alam irasional seperti Thomas Aquinas, menganggap hukum bersumber pada 

Tuhan, sedangkan para penganut hukum rasional, seperti Grotius menganggap hukum 

bersumber pada rasio manusia. 

Thomas van Aquino berpendapat, bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah 

dan dikemudikan oleh suatu “undang-undang abadi” (lex eterna) yang menjadi dasar 

kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Lex Eterna ini ialah kehendak dan 

pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan 

berpikir dan kecakapan untuk dapat membedakan baik dan buruk serta mengenal berbagai 

peraturan perundangan yang langsung berasal dari “undang-undang abadi” itu, dan oleh 

Thomas van Aquino dinamakan “Hukum Alam”. 

Hukum Alam tersebut hanyalah memuat azas-azas umum seperti misalnya: a) 

Berbuat baik dan jauhilah kejahatan; b) Bertindaklah menurut pikiran yang sehat; c) 

Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. 
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Hukum alam juga dapat dilihat sebagai metode atau sebagai substansi. Hukum alam 

sebagai metode adalah yang tertua yang dapat dikenali sejak zaman yang kuno sekali, 

sampai kepada permulaan abad pertengahan. Ia memusatkan dirinya pada usaha untuk 

menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang 

berbedabeda. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma sendiri, melainkan 

hanya memberitahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik.
75

 

Hukum alam sebagai substansi (isi) berisikan norma-norma. Peraturan-peraturan 

dapat diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak 

asasi manusia. ciri hukum alam seperti ini merupakan ciri dari abad ke-17 dan ke-18, untuk 

kemudian pada abad berikutnya digantikan oleh ajaran positivisme hukum.
76

 

 

2. Aliran Mazhab Sejarah 

Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu 

pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi: Uber Die 

Notwendig-keit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts fur Deutschland (Keperluan akan 

adanya kodifikasi hukum perdata bagi negeri Jerman). Ahli hukum perdata Jerman ini 

menghendaki akan agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum 

Prancis. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Prancis meninggalkan Jerman muncul 

masalah hukum apa yang hendak diperlukan di negeri ini. Juga, merupakan suatu reaksi 

yang tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran positif tentang hukum intinya 

mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama 

masyarakat.
77

 

Aliran ini adalah yang paling terkenal, terutama di negara-negara penganut sistem 

common law. Tokoh-tokoh penting Mazhab Sejarah, yaitu; Friedrich Karl von savigny 

(1770-1861), Puchta (1798-1846), dan Henry Summer Maine (1822-1888). Von Savigny 

menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, 

tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu (volkgeist). Adapun 

Puchta nyaris sama pandangannya dengan Savigny. Ia berpendapat bahwa hukum suatu 

bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Sedangkan Maine menyatakan ia 

                                                             
75

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 260 
76

 Ibid 
77

 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, hlm 59. Lihat juga Otje Salman, Filsafat Hukum: Perkembangan dan 

Dinamika Masalah, (Bandung :Refika Aditama, 2010), hlm. 70. 



46 
 

melakukan penelitian untuk memperkuat pemikiran Von Savigny, yang membuktikan 

adanya pola evolusi pada pembagi masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. 

Latar belakang pendapat Savigny di atas timbul karena keyakinannya bahwa dunia 

terdiri dari bermacam-macam bangsa yang mempunyai volgeist (jiwa rakyat) yang 

berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada 

hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum 

yang bersumber dari jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke 

masa (sejarah). 

Hukum, menurut pendapat Savigny, berkembang dari suatu masyarakat yang 

sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada 

masyarakat yang modern dan kompleks dimana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada 

apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. Inti dari pemikiran mazhab sejarah yang 

dapat diketahui melalui buku Savigny yang termashur Von Beruf Unserer Zeit fur 

Gezetsgebug und rechtswissenschaft (tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-

undang dan ilmu hukum), pada prinsipnya merupakan madzhab yang ingin melihat 

keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Dalam arti bahwa, aliran ini menolak hukum itu 

dibuat oleh penguasa atau pemerintah.
78

 

 

3. Aliran Utilitarianisme 

Jeremy Bentham seorang ahli filsafat hukum sebagai tokoh terkemuka dalam aliran 

utilitarianisme yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem 

hukum. Jeremy Bentham dalam teorinya berprinsip bahwa manusia bertindak adalah untuk 

memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya tindakan 

bergantung pada apakah tindakan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. 

Jeremy Bentham banyak mencurahkan pikiran pada bidang hukum pidana dan 

pemidanaan. Setiap kejahatan harus dipidana setimpal dengan tindakan jahat tersebut, dan 

sanksinya tidak boleh melebihi dari apa yang diperlukan untuk mencegah kejahatan. 

Ajaran ini didasarkan pada hedonistic utilitarianism. Jeremy Bentham berpandangan 

bahwa pembentuk hukum harus adil bagi setiap warga negara secara individu dan 

mengemukakan faktor-faktor yang dapat mewujudkan keadilan dan penderitaan. Adapun 
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kelemahan teorinya adalah terletak pada kenyataan bahwa tidak setiap manuusia 

mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan.
79

 

Rudolph von Jhering ajaran dalam bukunya Der Zweck in Recht biasa disebut 

sebagai social utilitarianism berpandangan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi 

masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan 

individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi 

warganya. Bagi Rudolph von Ihering hukum juga merupakan suatu alat yang dapat 

digunakan untuk melakukan perubahan sosial. Ajarannya banyak mempengaruhi jalan 

pikiran para ahli sosiologi hukum Amerika Serikat, di antaranya adalah Roscoe Pound.
80

 

John Stuart Mill memiliki pandangan yang senada dengan Jeremy Bentham, 

bahwasanya tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh 

kebahagiaan melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh 

manusia bukan benda atau sesuatu hal tertentu melainkan kebahagiaan yang dapat 

ditimbulkannya. Maka keliru apabila manusia menghasilkan sesuatu yang merupakan 

kebalikannya dari kebahagiaan.
81

 

 

4. Madzhab Hukum Positif 

Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rasyidi merupakan 

suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni 

apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hukum positif 

merupakan kebalikan dari hukum alam. Sebab, mazhab ini mengidentikkan hukum dengan 

undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.
82

 

Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan postivisme 

sosiologis. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
83

 

a. Positivisme Yuridis 

Dalam perspektif positivisme yuridis, hukum dipandang sebagi suatu gejala 

tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme yuridis adalah pembentukan 

struktur rasional system yuridis yang berlaku. Dalam praksisnya konsep ini menurunkan 

suatu teori pembentukan hukum bersifat professional yaitu hukum merupakan ciptaan para 
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ahli hukum. Prinsip-prinsip positivisme yuridis adalah: i) Hukum adalah sama dengan 

undang-undang; ii) Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum adalah 

ciptaan para ahli hukum belaka; iii) Hukum adalah suatu closed logical system, untuk 

menafsirkan hukum tidak perlu bimbingan norma sosial, politik dan moral cukup 

disimpulkan dari undang-undang. Tokohnya adalah R. von Jhering dan John Austin. 

b. Positivisme Sosiologis 

Dalam perspektif positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai bagian dari 

kehidupan masyarakat. Dengan demikian hukum bersifat terbuka bagi kehidupan 

masyarakat. Keterbukaan tersebut menurut positivisme sosiologis harus diselidiki melalui 

metode ilmiah. Tokohnya adalah Augus Comte yang menciptakan ilmu pengetahuan baru 

yaitu, sosiologi. 

Mazhab yang juga dikenal sebagai aliran hukum positif memandang perlu secara 

tegas memisahkan antara hukum dan moral, yakni antara hukum yang berlaku dan hukum 

yang seharusnya, antara das sein dan das sollen. Sebelum aliran ini lahir, terlebih dulu 

telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang disebut sebagai Legisme, yakni 

faham yang memandang tidak ada hukum di luar undang-undang, atau satu-satunya 

sumber hukum adalah undang-undang.
84

 

 

5. Madzhab Sosiological Jurisprudence 

Mazhab sociological Jurisprudence dipelopori oleh Roesco Pound, Eugen Ehrlich, 

Benyamin Cardozo, Kantorowich, Gurvitch dan lain lain. Inti pemikiran madzhab ini 

menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada 

dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan Amerika. 

Kata yang sesuai pada uraian di atas, mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di 

dalam masyarakat. Mazhab ini berbeda dengan aliran sosiologi hukum. Sosiologi hukum 

tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Roscoe 

Pound mengenai perbedaan sociological Jurisprudence dan sosiologi hukum, yaitu bahwa 

sociological Jurisprudence merupakan suatu madzhab dalam filsafat hukum yang 

memepelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum 

adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. 

Singkatnya, sociological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari 
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hukum ke masyarakat sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari 

masyarakat ke hukum.
85

 

Madzhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law (hukum yang hidup 

dalam masyarakat). Namun, mazhab ini lahir dari anti these positivisme hukum. Karena 

sociological jurisprudence menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu 

menghadapi ujian akal akan hidup terus. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan 

dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang 

membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang 

berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Aliran ini tampak jelas 

memisahkan secara tegas antara hukum positif (hukum adalah undang-undang yang dibuat 

negara) dan hukum yang hidup (hukum adalah norma-norma yang hidup dan diakui oleh 

masyarakat). 

Menurut Ehrlich pusat gaya tarik pengembangan hukum tidak terletak pada 

perundang-undangan, ilmu hukum, tetapi pada masyarakat sendiri. Ajaran berpokok pada 

pembedaan hukum positif dengan hukum yang hidup atau dengan kata lain pembedaan 

kaidah-kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya akan efektif 

apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
86

 

Selain itu walaupun obyek kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara 

hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. sosiological 

jurisprudence menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiology of 

Law menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum.
87

 

 

6. Aliran Realisme Hukum (Pragmatic Legal Realisme) 

Sebagai aliran realisme hukum atau studi hukum kritis. Aliran hukum neo-realis 

berkembang pesat sebagai perlawanan sengit terhadap orientasi studi sosiologi yurispruden 

yang bersifat teologis-moralis. Para pendukungnya adalah Thurman Arnold, Walter W. 

Cook, H.E. Yntema, L. Green, Underhill Moore, H. Olipant, Max Radin, Jerome Frank, 

E.W. Robinson dan Charles E. Clark. Mereka berusaha menghapuskan pertimbangan- 

pertimbangan teleologis dan penilaian baik buruk, bukan saja dari sosiologi hukum namun 

juga ilmu hukum sendiri, penilaian positif dari teleologi sosiologis dan hukum dari 

kelompok realis cukup beragam. Interpretasi terhadap definisi hukum dari Oliver Wendell 
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Holmes, negatif karena sangat sempit, yaitu hukum sebagai ramalan tentang apa yang akan 

dilakukan oleh pengadilan. Sikap dan tanggapannya terhadap peraturan, asas, pedoman, 

nilai, pendapat para hakim dan hukum yang dipaksakan dalam pengadilan baik langsung 

maupun tidak langsung sangat tegas dan menolak, karena hukum direduksi menjadi 

putusan hakim atau merupakan tindakan-tindakan hakim saja. Lebih lanjut para realis 

hukum menyatakan bahwa semua yang tidak dapat dilihat dan diraba dalam hukum, 

misalnya peraturan, asas, pedoman, nilai, pendapat, kepercayaan dan sebagainya hanya 

merupakan khayalan filsafati. Aliran realis hukum ingin mengembangkan ilmu hukum 

menjadi satu ilmu yang murni berdasarkan kaidah keilmuan semata-mata. 

Para yuris yang beraliran realis pada umumnya berpendapat bahwa ilmu hukum yang 

sesungguhnya adalah dibangun dari suatu studi tentang hukum dalam pelaksanaannya atau 

the law in action. Bagi realisme yuridis, law is as law does. Karakteristik yang digunakan 

baginya terhadap masalah-masalah hukum adalah:
88

 1) Suatu investigasi ke dalam unsur-

unsur khas yang terdapat dalam kasus-kasus hukum; 2) Suatu kesadaran yang terdapat 

dalam faktor-faktor irrasional dan tidak logis di dalam proses lahirnya putusan pengadilan; 

3) Suatu penilaian terhadap aturan-aturan hukum melalui evaluasi terhadap konsekuensi- 

konsekuensi penerapan aturan hukum itu; 4) Memperlihatkan aturan hukum dalam 

kaitannya dengan politik, ekonomi, dan faktor lain non hukum. 

Aliran realisme hukum dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu realisme Amerika 

dan realisme Skandinavia. Menurut Friedman, persamaan keduanya adalah semata-mata 

verbal. Realisme Amerika mendasarkan sumber hukum utamanya pada putusan hakim. 

Semua yang dimaksud hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum 

daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Tokoh 

utama realisme Amerika adalah Charles Sanders Peirce (1839-1914) yang kemungkinan 

bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoritis secara benar. John Chipman Gray 

(1839-1915) yang menyatakan bahwa di samping logika juga terdapat faktor-faktor lain 

dalam pembentukan hukum, misalnya unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain 

yang tidak logis memiliki pengaruh yang sangat besar. Oliver Wendell Holmes (1841-

1935) yang berpendapat bahwa hukum adalah pikiran-pikiran tentang apa yang akan 

diputuskan oleh pengadilan itulah yang dimaksud dengan hukum. John Dewey (1859- 

1952) yang menyatakan bahwa logika bukan berasal dari kepastian-kepastian dari prinsip-

prinsip teoritis, melainkan dari studi tentang kemungkinan-kemungkinan. Jemore Frank 
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(1889-1957) yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan 

tetap.
89

 

 

B. Rangkuman 

Perkembangan pemikiran yang berupa teori selalu berubah, dipengaruhi oleh tempat, 

waktu dan keadaan, demikian juga pemikiran hukum berpengaruh kuat terhadap 

ajaran/paham dalam ilmu hukum dari abad ke abad karena merupakan bagian dari mata 

rantai perkembangan. Sehingga pemahaman terhadap sebuah teori harus melihat konteks 

pemikiran yang berkembang ketika teori tersebut lahir. Cara-cara dan kemampuan berpikir 

manusia dari waktu ke waktu merupakan pendorong utama perkembangan teori-teori 

tersebut. Perkembangan cara-cara dan kemampuan berpikir manusia melahirkan konsep-

konsep dari tingkat yang sederhana sampai pada tingkat yang lebih tinggi, hingga pada 

penjelasan-penjelasan yang lebih filosofis. 

Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan jamannya, teori sering tampak 

sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu 

pemikiran hukum yang dominan waktu itu. Berbagai pergulatan teori hukum dan 

pemikiran para yuris yang secara menerus hingga melahirkan banyak aliran dalam 

pemikiran hukum. Aliran hukum atau juga biasa disebut madzab sepanjang sejarah 

pemikiran hukum terus menerus mengalami dinamika dan perkembangan. Hadirnya aliran-

aliran pemikiran hukum diperlukan dalam menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum 

hingga pada aspek filosofinya. Selain itu beberapa aliran pemikiran hukum juga mewarnai 

praktek hukum di beberapa negara. 

 

C. Latihan 

Soal essay 

1. Jelaskan secara singkat inti dari aliran pemikiran hukum alam! 

2. Bandingkan antara aliran legal positivistic dengan Aliran Hukum Alam! 

3. Sebutkan tokoh-tokoh aliran-aliran (mazhab-mazhab) hukum alam, sejarah 

utilitarian, hukum positif, sociological jurisprudence, dan aliran pragmatis!  

4. Jelaskan pokok-pokok ajaran tentang hukum dari mazhab sejarah  menurut Van 

Savigny dan latar belakang munculnya madzab sejarah! 
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Tes Formatif 5 

 

1. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam 

masyarakat, inti pemikiran dari mazhab.... 

A. Mazhab Hukum Alam 

B. Mazhab Sejarah 

C. Mazhab Sosiological Jurisprudence 

D. Realisme Hukum 

2. Manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi 

penderitaan. Ukuran baik buruknya tindakan bergantung pada apakah tindakan 

tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak, pernyataan ini teori dari..... 

A. Eugen Ehrlich 

B. Thomas van Aquino 

C. Jeremy Bentham 

D. Roesco Pound 

3. Madzhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law (hukum yang 

hidup dalam masyarakat) yaitu.... 

A. Utilitarian  

B. Mazhab Sejarah 

C. Mazhab Sosiological Jurisprudence 

D. Realisme Hukum 

4. Aliran menekankan analisisnya pada masalah tujuan hukum dan evaluasi 

hukum, yaitu aliran.... 

A. Utilitarian  

B. Mazhab Sejarah 

C. Mazhab Sosiological Jurisprudence 

D. Realisme Hukum 

5. Segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu 

“undang-undang abadi” merupakan pendapat 

A. Eugen Ehrlich 

B. Jeremy Bentham 

C. Roesco Pound 

D. Thomas van Aquino 
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BAB VI 

HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

 

 

 

 

 

A. Pengertian HTN dan HAN 

Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji Negara 

dan Konstitusi sebagai objek kajiannya, disamping banyak cabang ilmu pengetahuan 

lainnya yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu 

negara, ilmu politik, dan hukum  administrasi negara. 

Hukum negara adalah istilah lain hukum tata negara, keduanya terjemahan dari 

istilah bahasa Belanda “staatsrecht” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam 

arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti sempit). Hukum tata negara dalam arti 

luas mencakup hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, 

sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata negara.
90

 

Di Inggris pada umumnya memakai istilah Constitusional Law, penggunaan istilah 

tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih 

menonjol dan state Law didasarkan pertimbangan bahwa hukum negara-nya lebih penting. 

Di Perancis orang mempergunakan istilah Droit Constitutionnel yang di lawankan dengan 

Droit Administrative. Sedangkan di Jerman untuk istilah hukum tata negara disebut 

mempergunakan istilah Verfassungsrecht dan Verwaltungsrecht untuk istilah hukum 

administrasi negara.
91

 Istilah hukum tata negara identik dengan istilah hukum konstitusi 

yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari Constitusional Law, dalam bahasa 

perancis Droit Constitutionnel yang berarti hukum konstitusi, karena objek kajian hukum 

tata negara disamping negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur konstitusinya yang 

lebih menonjol. 

Istilah hukum tata negara dan hukum konstitusi diantara para ahli hukum terdapat 

perbedaan pandangan, istilah hukum tata negara lebih luas cakupan pengertiannya daripada 
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istilah hukum konstitusi, cakupan pengertian hukum konstitusi lebih sempit karena 

dianggap hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas pada undang-undang dasar saja.  

Demikian juga dengan pengertian konstitusi (dalam bahasa Inggris constitution) 

dengan undang-undang dasar (dalam bahasa Belanda gronwet), pengertian konstitusi lebih 

luas dari pada undang-undang dasar, konstitusi  memuat baik peraturan tertulis dan tidak 

tertulis sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi,
92

 tetapi ada 

juga yang menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar seperti dalam 

disertasi Sri Soemantri, mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar.
93

 

Diantara para ahli hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang defenisi hukum tata 

negara, hal ini disebabkan beberapa faktor, faktor perbedaan pandangan diantara para ahli 

hukum, faktor lingkungan dan sistim hukum yang mereka anut. Berikut definisi-definisi 

hukum tata negara menurut beberapa ahli. 

1. L.J Van Apeldoorn mengunakan istilah HTN dengan istilah hukum negara. hukum 

negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit, hukum negara dalam arti luas 

meliputi hukum administrasi sedangkan hukum negara dalam arti sempit 

menunjukan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas 

kekuasaanya. Untuk membedakan dari hukum adminstratif, hukum negara disebut 

juga hukum konstitusionil (droit constitutionel, verfassungsreht) karena ia mengatur 

konstitusi atau tatanan negara.
94

 

2. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa HTN adalah rangkaian peraturan-

peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara 

dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang 

membagi-bagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang 

tinggi maupun yang rendah kedudukannya.
95

 

3. J.H.A. Logemann memberikan pengertian HTN adalah hukum yang mengatur 

organisasi negara. negara adalah organisasi jabatan-jabatan,
96

 termasuk pengertian 
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inti hukum tata negara adalah jabatan.
97

 Jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan 

adalah pribadi yang khas bagi hukum tata negara. Logeman mendefinisikan jabatan 

sebagai sebuah lingkungan kerja yang awet dan digaris batasi dan yang disediakan 

untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili 

oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh karena itu hal ini 

harus dinyatakan dengan jelas.
98

 

4. Moh Kusnardi dan harmaily Ibrahim merumuskan HTN adalah sekumpulan 

peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat 

perlengkapan negara dalam garis vertikal dan herizontal, serta kedudukan warga 

negara dan hak asasi manusia”.
99

 

5. Kusumadi Pudjosewojo mengemukan bahwa HTN adalah hukum yang mengatur 

bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau 

republik), yang menunjukan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, 

beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah 

dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya 

menunjukan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan 

(terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan 

antara alat perlengkapan itu.
100

 

6. Moh Mahfud MD membagi kedalam dua istilah hukum tata negara yaitu “hukum” 

dan “negara”. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 

orang di dalam masyarakat yang mempuyai sangsi yang bisa di paksakan, sedangkan 

negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok 

masyarakat yang mempuyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu 

dan mempuyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara 

adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan 

negaranya.
101

 

7. Jimly Asshiddiqie pengertian HTN adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari 

prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup 
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dalam kenyataan praktek kenegaraan berkenaan dengan (i). Konstitusi yang berisi 

kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup 

bersama dalam suatu negara, (ii). Institusi-institusi kekuasaan negara berserta 

fungsi-fungsinya, (iii). Mekanisme hubungan antra institusi itu, serta (iv). Prinsip-

prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara.
102

 

Selanjutnya akan diuraikan beberapa pengertian HAN yang dikemukakan oleh para 

ahli hukum, di antaranya: 

1. E. Utrecht HAN (hukum pemerintahan) adalah menguji hubungan hukum istimewa 

yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan 

tugas mereka yang khusus”. Selanjutnya E. Utrecht menjelaskan bahwa HAN adalah 

yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara.
103

 

2. Cornelis van Vollenhouven mengemukakan bahwa HAN ialah ke semua kaidah-

kaidah hukum yang bukan hukum tata negara materiil, bukan hukum perdata 

materiil dan bukan hukum pidana materiil (Teori residu).
104

 

3. J.M Baron de Gerando mengemukakan bahwa obyek hukum administrasi adalah 

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan 

rakyat.
105

 

4. Mr. J. Oppenheim mengemukakan bahwa HAN adalah keseluruhan aturan-aturan 

hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintahan jika 

menjalankan kekuasaannya. Jadi pada asasnya mengatur negara dalam keadaan 

bergerak.
106

 

5. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa HAN adalah hukum mengenai seluk 

beluk administrasi negara (HAN heteronom) dan hukum yang dicipta atau 

merupakan hasil buatan administrasi negara (HAN otonom).
107
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B. Lingkup Kajian HTN dan HAN 

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara dan konstitusi. Dimana negara 

sebagai objek kajianya, dalam hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang 

berkaitan dengan negara. Demikian juga dengan konstitusi, mempelajari hukum tata negara 

unsur utama yang harus pelajari adalah konstitusi artinya dengan melihat konstitusi maka 

akan diketahui hukum tata negara suatu negara. 

Menurut Ahmad Sukardja, ruang lingkup hukum tata negara meliputi 4 (empat) 

objek kajian, yaitu sebagai berikut: (1) konstitusi sebagai hukum dasar beserta pelbagai 

aspek mengenai perkembangnya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses 

pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, cakupan subtansi maupun muatan isinya sebagai dasar yang tertulis,  

(2) pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian 

institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi-

fungsinya pemerintahan dan pembangunan, (3) struktur kelembagaan negara dan 

mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun 

horizontal dan diagonal, (4) prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara 

dengan warganegara berserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan 

prosedur pengambilan putusan hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan 

hukum.
108

 

Ada pun ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas 

cakupannya. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Prajudi Atmosudirdjo yang mengatakan 

bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi: i) hukum tentang dasar-dasar 

dan prinsip-prinsip umum administrasinegara; ii) hukum tentang organisasi administrasi 

negara; iii) hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifatyuridis; iv) 

hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan 

keuangan negara; v) hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi 

menjadi: hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukuma 

dministrasi materiil, hukum administrasi perusahaan negara, hukum tentang peradilan 

administrasi negara.
109
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Menurut Muhamad Rakhmat ruang lingkup HAN adalah bertalian erat dengan ugas 

dan wewenang lembaga negara (adminstrasi Negara baik di tingkat pusat mapun daerah, 

berhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antar lembaga negara dengan warga 

masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni 

kepada warga masyarakat dan adminstrasi negara itu sendiri.
110

 

C. Hubungan HTN dengan HAN  

Hukum administrasi negara dalam arti luas merupakan bagian dari hukum tata 

negara. Dikalangan ahli hukum terdapat perbedaan pandangan tentang hubungan hukum 

tata negara dan hukum administrasi negara perbedaan hukum tata negara dengan hukum 

administrasi negara terletak pada pengertian “tata” dan “administrasi”.  

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan pada garis besarnya pendapat para 

ahli hukum dapat dibagi dalam dua golongan yaitu yang membedakan dikalangan ahli 

hukum terdapat perbedaan pandangan tentang hubungan hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara secara prinsipil, karena kedua ilmu pengetahuan ini dapat dibagi secara 

tajam baik mengenai sistimatikanya maupun isinya, seperti pendapatnya Van Vallenhoven, 

Logemann dan Stellinga. Sedangkankan ahli hukum yang lain tidak terdapat perbedaan 

yang bersifat asasi, melainkan hanya karena pertimbangan manfaat praktis, seperti 

pendapatnya Kranenburg, Van der Pot, Vegting. 

Van Vallenhoven didalam tulisanya yang berjudul Thorbeke en het Administratief 

mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum tentang negara dalam keadaan 

berhenti (diam, statis), sedangkan hukum adminstrasi negara adalah hukum tentang negara 

dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis). Namun dalam tulisan yang lain yang berjudul 

Omtrek Van het Administratief Recht megemukakan teori residu mengenai hubungan 

hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Bahwa hukum administrasi negara 

adalah sisa dari keseluruhan dari hukum nasional suatu negara setelah dikurangi dengan  

hukum tata negara material, hukum perdata material, dan hukum pidana material.
111

 

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka perbedaan antara hukum tata 

negara dengan hukum administrasi negara dilandasi perbedaan diantara negara dalam 

keadaan tidak bergerak (de staat in rust) dengan negara dalam keadaan bergerak (de staat 

in beweging). Hukum tata negara berhubungan dengan negara tidak bergerak dan 
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mengungkap ihwal “status” dan “role” dalam negara sedangkan hukum administrasi negara 

berhubungan dengan negara negara dalam keadaan bergerak karena berintikan “role-

playing” atau sikap tindak negara.
112

 

Logeman menjelaskan hukum tata negara tidak lain dari pada keseluruhan norma 

yang khusus, yang berlaku tingkah laku orang-orang yang dibedakan dari pada orang lain 

hanya karena mereka adalah pemangku jabatan suatu jabatan negara. Oleh karena mereka 

memangku suatu jabatan demikian dan selama mereka memangkunya, karena hukum 

khusus yang mengikat bagi mereka dalam kedudukan mereka tidak 

dipertanggungjawabkan kepada mereka melainkan kepada jabatan itu. Mereka itu tunduk 

kepada hukum khusus itu untuk berbuatan nama sendiri, pemangku suatu jabatan negara 

berbuatan atas nama jabatannya, dengan demikian jabatan adalah pribadi (person).
113

 

Hukum tata negara sebagai hukum yang berhungan dengan negara, yaitu organisasi 

otoritas yang ternyata mempuyai fungsi, yaitu jabatan dan jabatan ternyata pribadi 

(person) suatu pengertaian pribadi yang khas dalam hukum tata negara. Jabatan tinggal 

tetap, pemangku jabatan silih berganti, wewenang dan kewajiban melekat pada jabatan, 

pemangku jabatan mewakili jabatan.
114

 

Logemann membedakan secara tegas antara hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara, yang bertitik tolak pada sistematika hukum yang meliputi tiga hal, 

yaitu: (a) ajaran tentang status (persoonsleer), (b) ajaran tentang lingkungan (gebiedsleer), 

(c) ajaran tentang hubungan hukum (leer de rechtbetrekking). Perbedaan hukum tata 

negara dan administrasi negara menurut Logemann hukum tata negara mempelajari tentang 

kopetensi atau wewenang, sedangkan hukum administrasi negara yang mempelajari 

tentang hubungan hukum istimewa. yang mencakup tujuh hal mengenai jabatan yaitu: a) 

jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu negara; b) siapa yang mengadakan jabatan-

jabatan; c) bagaimana cara mengisi orang untuk jabatan-jabatan itu; d) fungsi dari jabatan; 

e) apa kekuasaan hukum jabatan-jabatan; f) bagaimana hubungan masing-masing jabatan; 

g) sampai batas-batas mana kekuasaan jabatan-jabatan. 

Hukum administrasi negara mempelajari jenisnya, bentuk serta akibat hukum yang 

dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan tugasnya. Selain van Vollenhoven dan 

Logemann, sarjana ketiga adalah Stellinga, yang membedakan hukum tata negara dan 
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hukum administrasi negara secara tegas. Dalam pidatonya yang berjudul “Systematische 

Staatsrecht-studie”, dikemukakan bahwa tidak hanya di dalam hukum tata negara saja 

diadakan sistematika, tapi juga dalam hukum administrasi negara. 

Dalam bukunya yang lain yaitu yang berjudul “Grondtrekken van het Nederlandsch 

Administratierecht”, Stellinga mengemukakan bahwa kebanyakan penyelidikan tentang 

tentang hukum administrasi negara tidak meliputi keseluruhannya, melainkan hanya 

membicarakan beberapa bagian tertentu saja. Bagian-bagian ini dibicarakan secara terpisah 

yang hanya sebagai monographi. Ia baru menjadi sistematika, jika bagian-bagian di 

dalamnya diletakkan pada tempatnya yang tepat. Dengan demikian, hukum administrasi 

negara tidak lagi merupakan suatu kumpulan monographi-monographi, melainkan 

merupakan sistematika yang menghubungkan bagian satu dengan bagian yang lainnya, 

yang masing-masing bagian itu diletakkan dalam tempatnya yang tepat. Arti sistematika di 

sini adalah waar de delen zijn juiste plaats vindt. Sebenarnya, Logemann juga mempunyai 

pendirian yang sama dengan Stellinga. Di samping itu, juga terdapat hukum administrasi 

negara yang berlaku bagi para individu dalam masyarakat yang diperintah oleh negara. 

Sarjana lain yang tidak membedakan antara hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara secara tajam di antaranya adalah kranenburg, van der Pot, dan Vegting. 

Kranenburg berpendapat bahwa pembedaan antara kedua cabang ilmu pengetahuan itu 

secara tajam, baik karena isinya ataupun karena wataknya yang berlainan, merupakan 

sesuatu yang tidak riil. Perbedaan itu disebabkan oleh pengaruh ajaran organis mengenai 

negara (organischestaats theorie) yang timbul dalam ilmu pengetahuan medis yang 

membedakan antara anatomie dan psikologi. Sistematika yang diambil dengan analogi 

kedua ilmu pengetahuan medis itu sama sekali tidak tepat karena obyek keduanya memang 

tidak sama. Perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu 

tidaklah bersifat fundamental dan hubungan antara keduanya dapat disamakan dengan 

hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang. Jika keduanya dipisahkan, maka hal 

itu semata-mata karena kebutuhan akan pembagian kerja yang secara praktis diperlukan 

sebagai akibat pesatnya perkembangan hukum korporatif dari masyarakat hukum 

territorial. Di samping itu, materi yang diajarkan dalam pendidikan hukum memang perlu 

dibagi sehingga mudah untuk dipelajari. Hukum tata negara dibagi meliputi susunan, tugas, 

wewenang, dan cara badan-badan itu menjalankan tugasnya, sedangkan bagian lain yang 

lebih terperinci itu dimasukkan dalam bidang hukum administrasi negara. 
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Van der Pot juga tidak membedakan secara tajam antara hukum tata negara dan 

hukum administrasi negara karena perbedaan secara prinsipil tidak menimbulkan akibat 

hukum. Jika pun hendak diadakan pembedaan yang tegas di antara keduanya, maka hal itu 

hanya penting untuk ilmu pengetahuan, sehingga ahli hukum dapat memperoleh gambaran 

mengenai keseluruhan sistem hukum yang bermanfaat untuk. Begitu pula Vegting ketika 

menyampaikan pidato jabatannya dengan judul “Plaats en aard van het 

Administratiefsrecht”, menjelaskan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi 

negara mempunyai lapangan penyelidikan yang sama. Perbedaan keduanya hanya terletak 

pada cara pendekatan yang dipergunakan oleh masing-masing ilmu pengetahuan itu. 

Hukum tata negara berusaha mengetahui seluk beluk organisasi negara dan badan-badan 

lainnya. Sedangkan, hukum administrasi negara menghendaki bagaimana caranya negara 

serta organ-organ negara itu menjalankan tugasnya. Artinya, bagi Vegting, hukum tata 

negara mempunyai obyek penyelidikan yang berkenaan dengan hal-hal yang pokok 

mengenai organisasi Negara, sedangkan objek penyelidikan hukum administrasi negara 

adalah peraturan-peraturan yang bersifat teknis. 

Menurut Philipus M. Hadjon, tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum tata 

negara dan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara melengkapi hukum 

tata negara, disamping sebagai intrumental juga menetapkan perlindungan hukum terhadap 

keputusan-keputusan penguasa.
115

 

Polemik HTN – HAN
116

 

Ada perbedaan prinsip Tidak ada perbedaan 

Oppenheim 

HTN mempersoalkan negara dalam keadaan 

diam/berhenti, sedangkan HAN merupakan aturan 

mengenai negara dalam keadaan bergerak. 

Kranenburg 

Hubungan HTN dan HAN seperti BW 

dan WvK, yakni hubungan umum dan 

khusus. 

Van Vollenhoven 

HAN adalah sisa dari semua peraturan hukum 

nasional sesudah dikurangi HTN materiil, hukum 

perdata materiil, dan hukum pidana materiil (teori 

residu). 

Prins, Vegting 
Di luar hubungan kompetensi, masih 

ada hal lain yang masuk lapangan 

studi HTN, misalnya 

kewarganegaraan, masalah wilayah 

negara, dan sebagainya. Logeman 

HTN adalah pelajaran tentang hubungan 

kompetensi, sedangkan HAN adalah pelajaran 

tentang hubungan istimewa. 
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D. Rangkuman 

Beberapa pengertian Hukum Tata Negara yang telah diuraikan diatas, apabila 

disimpulkan maka pengertian Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang 

berdirinya suatu lemba ganegara, tugas dan fungsi suatu lembaga negara serta hubungan 

antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yanglainnya. Sedangkan 

pengertian Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang 

harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintahan jika menjalankan 

kekuasaannya. 

Disamping pengertian tersebut di atas, terdapat perbedaan, namun demikian antara 

Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara memiliki hubungan yang erat, 

karena sama-sama obyeknya adalah Negara, karena Hukum Administrasi Negara 

mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya tugas dan fungsi yang dijalankan oleh 

lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Hukum Tata Negara disebut juga negara 

dalam keadaan tidak bergerak (negara dalam keadaan statis), hal ini karena HTN hanya 

mengatur mengenai organ-organ negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara disebut 

juga negaradalam keadaan bergerak (negara dalam keadaan dinamis) karena Hukum 

Administrasi Negara mengatur administrasinya saja, seperti kewenangan untuk 

memberikan perijinan oleh suatu instansi pemerintah termasuk juga administrasi di dalam 

proses dan prosedur pembuatan ijin. 

 

E. Latihan 

Soal essay 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi Negara! 

2. Jelaskan apa perbedaan dan persamaan Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi Negara! 

3. Jelaskan hubungan antara Hukum Tata Negara dengan HukumAdministrasi 

Negara! 

4. Jelaskan kenapa Hukum Tata Negara disebutkan negara dalamkondisi tidak 

bergerak (statis), sedangkan Hukum Administrasi Negara disebutkan negara 

dalam kondisi bergerak (dinamis)! 

5. Jelaskan obyek kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara! 
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Tes Formatif 6 

1. Istilah dalam bahasa Jerman yang diartikan sebagai HTN, adalah..... 

A. Constitutional Law 

B. Droit Constitutionelle 

C. Verfassungsrecht 

D. Verwaltungsrecht 

2. Hukum Tata Negara mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti yang luas 

Hukum Tata Negara meliputi .... 

A. Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara 

B. Hukum Tata Negara dalam arti sempit dan Hukum Administrasi Negara 

C. Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara dalam arti sempit 

D. Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara 

3. Dari berbagai pendapat yang membahas mengenai pengertian HTN, nama-nama 

berikut adalah mereka yang memasukkan jaminan HAM bagi warga negara 

dalam ruang lingkup pengertian HTN, yaitu..... 

A. Van Vollenhoven dan Logemann 

B. Wade dan Phillips dan A.V. Dicey  

C. Van der Pot, Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, dan JimlyAsshiddiqie 

D. J.H.A Logemann dan Paul Scholten 

4. Berikut ini adalah hubungan antara HTN dan HAN menurut Kranenburg, 

yaitu..... 

A. tidak mempunyai lapangan penyelidikan yang sama 

B. mempunyai lapangan penyelidikan yang sama 

C. HAN merupakan bagian dari HTN dalam arti luas 

D. HTN dan HAN saling bertentangan 

5. Di negara Inggris untuk menyebut tata negara dipergunakan istilah 

Constitutional Law, dengan alasan … 

A. Hukum Tata Negara hanya mempelajari konstitusi 

B. Unsur konstitusi lebih menonjol dalam membicarakan Hukum Tata Negara 

C. Hukum Tata Negara identik dengan Hukum Konstitusi 

D. Inggris lebih mengutamakan konstitusi yang tertulis 
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BAB VII 

NEGARA DAN KONSTITUSI 

SEBAGAI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA 

 

 

 

 

 

A. Negara Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara 

 

1) Istilah dan Pengertian Negara 

Istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing yaitu steat (bahasa Belanda dan 

Jerman), state (bahasa Inggris), etat (bahasa Perancis). Kata-kata tersebut diambil dari 

bahasa latin yaitu status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station 

(kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia 

sebagaimana diartikan dalam istilah status civitatis atau status republicae. Sedangkan 

istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsleer, kemudian istilah bahasa 

Jerman Staatslehre. Di dalam bahasa Inggris disebut theory of state atau The General 

Theory of State atau Political Theory, sedangkan dalam bahasa Perancis dinamakan 

Theorie d’etat. 

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-

sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Pengertian menitik beratkan 

pada suatu pengetahuan, sedangkan sendi menitik beratkan pada suatu asas atau 

kebenaran.
117

 Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu yang objeknya 

negara. Disamping ilmu negara  ada beberapa cabang ilmu  pengetahuan yang negara 

sebagai objek penyelidikannya seperti, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Hukum Tata 

Negara dan Hukum Adminstrasi Negara.  

Mempelajari ilmu negara tidak dapat dipergunakan secara langsung di dalam 

praktek, karena ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian yang abstrak atau 

bersifat teoritis, ilmu negara mempelajari teori-teori, pengertian-pengertian pokok dan 

sendi-sendi pokok mengenai negara. berbeda dengan mempelajari hukum tata negara dapat 

di pergunakan langsung karena sifatnya yang praktis. Misalnya dalam menjalankan 
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keputusan-keputusan, ilmu negara tidak mementingkan bagaimana cara hukum itu harus 

dilaksanakan, karena  ilmu negara bersifat teoritis, sedangkan hukum tata negara langsung 

dapat dipergunakan dalamm praktek, karena sifatnya yang praktis. Ilmu negara dapat di 

jadikan pengantar untuk mempelajari hukum tata negara yang berlaku di Indonesia sebagai 

hukum positif.
118

 

Timbulnya istilah ilmu negara atau staatsleer, diakibatkan penyelidikan oleh seorang 

sarjana Jerman Georg Jellinek. Georg Jellinek ini adalah bapak dalam bidang ilmu negara. 

Sebutan bapak ini untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama sekali dapat 

melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan dan juga telah berhasil 

mencoba meletakkannya dalam satu sistem. Satu sistem adalah suatu kesatuan dimana 

bagian-bagiannya mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, artinya bahwa bagian-

bagian tadi dari kesatuan itu, satu dengan lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga 

merupakan satu kesatuan atau samenhangende eenheid. Di dalam bukunya Allgemeine 

Staatslehre merupakan suatu legger, yaitu suatu penutup bagi masa yang telah lampau dan 

merupakan dasar serta pembuka bagi masa yang akan datang bagi penyelidikan ilmu 

negara. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian negara antara lain. Pengertian negara 

menurut Plato adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-

orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara 

sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, 

yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka 

bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.
119

 Menurut 

George Jellineck, negara ialah organisasi dari sekelompok manusia yang telah mendiami 

wilayah tertentu. Sedangkan Friedrich Hegel mengatakan bahwa negara merupakan 

organisasi kesusilaan yang muncul sebagai proses sintesis dari kemerdekaan individual dan 

kemerdekaan universal. Pendapat lain datang dari Kranenburg. Ia mengatakan bahwa 

negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau 

bangsanya sendiri.  
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2) Unsur-Unsur Terbentuknya Negara 

Pengertian suatu negara berdasarkan hukum Internasional dapat kita lihat pada 

ketentuan Konvensi Montevidio tahun 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban- kewajiban 

negara (Rights and Duties of States) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat 

dikatakan sebagai subjek hukum Internasional apabila telah memiliki unsur-unsur, yaitu:
120

 

a) Penduduk yang tetap, Penduduk yang dimaksud disini yaitu sekumpulan manusia 

yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan satu kesatuan 

masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional, tidak harus yang berasal 

dari rumpun, etnis, suku, latar belakang kebudayaan, agama ataupun bahasa yang 

sama. Akan tetapi penduduk tersebut haruslah menetap di suatu tempat, walaupun 

sudah ada penduduk asli yang mendiami tempat tersebut. 

b) Wilayah tertentu, untuk wilayah suatu negara tidak dipengaruhi batas ukurannya. 

Walaupun pernah terjadi negara yang wilayah negaranya kecil tidak dapat menjadi 

anggota PBB. Akan tetapi sejak tetapi sejak tahun 1990. Negara seperti Andorra, 

Liechtenstein, Monaco, Nauru, San Marino dan Tuvalu telah bergabung menjadi 

anggota PBB. 

c) Pemerintah (penguasa yang berdaulat) yaitu kekuasaan yang tertinggi yang 

merdeka dari pengaruh kekuasaan lain di muka bumi. Akan tetapi kekuasaan yang 

dimiliki oleh suatu negara terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan 

itu. Maksudnya adalah bahwa dalam kedaulatan suatu negara terbatas pada 

kedaulatan negara lain. Suatu negara harus memiliki pemerintah, baik seorang atau 

beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di 

negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang 

dimiliknya merupakan penjamin stabilitas internal dalam negaranya, disamping 

merupakan penjamin kemampuan memenuhi kewajibannya dalam pergaulan 

internasional. Pemerintah inilah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam 

rangka mencapai kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam negaranya 

dalam rangka mempertahankan integritas negaranya, maupun di luar negaranya 

melaksanakan politik luar negeri untuk suatu tujuan tertentu. 

d) Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Unsur 

keempat ini secara mandiri merujuk pada kedaulatan dan kemerdekaan. 
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Kemerdekaan dan kedaulatan merupakan 2 (dua) posisi yang tak terpisahkan sebagai 

subjek hukum Internasional. Suatu negara dinyatakan mempunyai kedaulatan 

apabila memiliki kemerdekaan atau negara dianggap mempunyai kemerdekaan, 

apabila memiliki kedaulatan. Pemerintahan suatu negara haruslah merdeka dan 

berdaulat, sehingga wilayah negaranya tidak tunduk pada kekuasaan negara lain dan 

berarti juga bahwa negara tersebut bebas melakukan hubungan kerjasama 

Internasional dengan negara manapun Sewajarnya adalah kalau suatu negara 

memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan kerjasama Internasional dengan 

negara lain untuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut. 

Dari ke 4 (empat) unsur tersebut, unsur pengakuan negara lain. hukum Internasional 

tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara lain atau pemerintahan lain 

seperti halnya juga bahwa suatu negara atau pemerintahan tidak mempunyai hak untuk 

diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga ada kewajiban 

untuk tidak mengakui. Akan tetapi dalam prakteknya pengakuan negara lain juga sangat 

penting, terkait dengan menjalin hubungan hukum, politik ekonomi. 

Menurut beberapa ahli kenegaraan bahwa sebuah negara haruslah memenuhi unsur-

unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur rakyat, wilayah dan pemerintahan yang 

berdaulat merupakan unsur konstitutif karena keberadaan ketiga unsur ini adalah mutlak 

adanya. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat 

formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan atau 

sistem Internasional. Unsur deklaratif mempunyai arti strategis untuk membina hubungan 

kerjasama, rasa penghormatan dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Masing-masing 

unsur tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain. 

 

3) Tujuan Negara 

Tiada suatu negara yang tidak mempunyai tujuan. Beranekaragam tujuan negara, 

dengan tiap penguasa dapat saja menemukannya. Pada umumnya pembicaraan tentang 

tujuan negara ini terutama berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-

organ negara atau badan-badan negara yang harus diadakan, fungsi dan tugas daripada 

organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan organ yang 

lainnya disesuaikan dengan tujuan negara. Tanpa pembagian tugas yang jelas dalam suatu 

negara sebagai organisasi, tujuan tidak akan tercapai. 
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Tujuan negara Indonesia adalah tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan 

UUD 1945 alinia keempat: “Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Tujuan negara ialah negara itu sendiri. Menurut Hegel, negara itu adalah person yang 

mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan idee umum. Ia memelihara 

dan menyempurnakan diri sendiri. Maka kewajiban tertinggi manusia adalah menjadi 

warga negara sesuai dengan undang-undang. Hegel juga menciptakan teori dialektika: 

melalui tese, antitese dan sintese lahir dan timbullah kemajuan.
121

 Tujuan negara menurut 

beberapa ahli diantaranya: Agustinus menyatakan bahwa tujuan negara dihubungkan 

dengan cita-cita manusia hidup di alam kekal sesuai yang diinginkan Tuhan. Shang Yang 

menghubungkan tujuan negara  dengan mencari kekuasaan semata, sehingga negara itu 

identik dengan penguasa. Menurut John Locke dengan pembentukan political or civil 

society, manusia itu tidak melepaskan hak asasinya. Dengan demikian tujuan negara 

memelihara dan menjamin hak-hak asasi yaitu; (a) Hak hidup/ nyawa (leven). (b) Hak atas 

badan (lijf). (c) Hak atas harta benda (vermogen). (d) Hak atas kehormatan (eer). (e) Hak 

kemerdekaan (vriij heid).
122

 

Pada dasarnya para ahli pemikir dibidang hukum dan negara tidak ada yang dapat 

merumuskan dengan tepat tentang tujuan negara dalam satu rumusan yang meliputi semua 

unsur. Para pemikir tersebut pada dasarnya hanya menyebutkan suatu perumusan yang 

sifatnya samar-samar dan umum.
123

 Soehino merumuskan tujuan negara yaitu untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, atau menyelenggarakan 

masyarakat adil dan makmur.
124
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Setiap negara disamping mempunyai tujuan juga mempunyai fungsi yang 

berhubungan erat dengan tujuannya. Setiap negara, menyelenggarakan beberapa minimun 

fungsi yang mutlak perlu. Untuk itu hal yang harus dilakukan oleh negara adalah sebagai 

berikut:
125

 (a) melaksanakan ketertiban umum (law and order) untuk mencapai tujuan 

bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam hal ini negara 

bertindak sebagai stabilisator, (b) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi 

negaranegara baru atau negara yang sedang berkembang, (c) mengusahakan pertahanan 

untuk menjaga kemungkinan serangan serta ancaman dari luar. Negara harus dilengkapi 

dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih, (d) menegakkan keadilan yang 

dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. 

 

4) Bentuk Negara  

Setiap konstitusi modern, hal yang pertama kali dan sangat penting untuk 

dicantumkan adalah mengenai bentuk negara,
126

 dalam ilmu negara pengertian bentuk 

negara di bagi menjadi dua yaitu, Monarchie dan Republik. 

Untuk mencegah salah pengertian mengunakan istilah “bentuk” ditujukan untuk 

pengertian republik, sedangkan istilah “susunan” ditujukan kepada pengertian kepada 

kesatuan atau federasi. Dalam menentukan suatu bentuk negara maka Jellinek 

mempergunakan cara bagaimana kehendak negara tertingi terbentuk. Apabila suatu negara 

terbentuk dari satu orang saja maka dipastikan negara tersebut berbentuk monarki, 

sebaliknya apabila suatu negara terbentuk atas kehendak dan kemauan orang banyak yang 

tergabung dalam suatu badan tertentu yang berdiri berdasarkan kenyataan hukum maka 

negara tersebut disebut sebagai negara republik.
127

 Pengertian lainnya diberikan juga oleh 

Leon Duguit yang memakai ukuran dalam menentukan bentuk pemerintahan ialah dengan 

cara bagaimana caranya kepala negara diangkat, apabila seorang kepala negara diangkat 

berdasarkan hak waris maka kepala negaranya disebut raja. Jika kepala negara diangkat 
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melalui pemilihan, maka negara tersebut bentuk republik dan kepala negaranya disebut 

sebagai Presiden
128

. 

Aristoteles meninjau bentuk negara berdasarkan ukuran kwantitas untuk bentuk 

ideal dan ukuran kwalitas untuk bentuk pemerosotan. Jadi disini aristoteles 

memperhatikan banyaknya yang memerintah, hingga menghasilkan bentuk ideal dan 

bentuk pemerosotan, sebagai berikut: 

a. Monarchie: Apabila yang memerintah satu orang untuk orang banyak maka bentuk 

negara adalah Monarchie dan kalau merosot dimana ia memerintah didasarkan pada 

kepentingan sendiri maka bentuknya Diktator atau Tirani. 

b. Aristokrasi: Bila yang memerintah beberapa orang dan demi kepentingan orang 

banyak maka bentuk negara ini dinamakan aristokrasi. Pemerosotan dari pada 

bentuk aristokrasi ini yaitu apabila beberapa orang memerintah untuk kepentingan 

golongan sendiri maka bentuk negara Oligarchie, sedangkan apabila hanya untuk 

kepentingan orang kaya maka disebut Plutokrasi. 

c. Politiea dinamakan Politiea, Bila memerintah seluruh orang dan demi kepentingan 

seluruh orang maka bentuk negara dinamakan Politiea, sedangkan kalau merosot 

menajadi perwakilan dinamakan demokrasi, jadi demokrasi merupakan pemerosotan 

dari bentuk Politiea.
129

 

Bentuk negara Indonesia menurut UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam 

batang tubuh terutama Pasal 1 ayat (1) tidak menunjukan adanya persamaan pengertian 

dalam menggunakan istilah dalam bentuk negara 

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan 

bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 

yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. 

Bentuk negara Indonesia tertuang dalam pembukaan pembukaan yang berbunyi: “...maka 

disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar 

negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...”. Ketentuan tersebut dapatlah diambil garis 

besar bahwa adanya ketidak jelasan mengenai bentuk negara republik Indonesia apakah 

menjurus kepada bentuk republik ataukah bentuk kesatuan atau kepada sifat negara.  
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Selain dua bentuk negara diatas bagaimana dengan susunan negara yang ditujukan 

untuk menentukan apakah negara kesatuan, federasi atau konfederal. Dalam ilmu negara, 

susunan negara oleh Jellinek disebut sebagai “Staattenverbindungen” pertama-tama 

membedakan negara federal dan negara konfederal pada letak kedaulatanya. Pada negara 

konfederal, kedaulatan terletak pada negara-negara bagiannya, sedangkan pada negara 

federal, kedaulatan ada pada keseluruhannya, yaitu pada negara federal sendiri.
130

 

Selanjutnya antara negara federal dengan negara kesatuan. Pertama, pada negara 

federal negara bagian mempuyai wewenang untuk membuat Undang-Undang Dasarnya 

sendiri dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas 

yang tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara federal seluruhnya, sedangkan 

bagian-bagian dalam negara kesatuan yang lazim disebut propins-propinsi tidak 

mempuyai wewenang  untuk membuat Undang-Undang Dasar sendiri dan wewenang 

menentukan bentuk organisasinya oleh pembuat undang-undang di pusat. kedua, dalam 

negara federal wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat federal ditentukan 

secara terperinci sedangkan wewenang lainya pada negara-negara bagiannya, sebaliknya 

pada negara kesatuan, wewenang secara terperici terdapat pada propinsi-propinsi dan 

residu powernya ada pada pemerintah pusat negara kesatuan.
131

 

Negara kesatuan atau eenheidstaat atau unitary adalah suatu negara yang berdaulat 

dengan satu konstitusi. Konstitusi negara kesatuan menentukan batas-batas wewenang dan 

kekuasaan daerah, sedangkan kekuasaan yang tidak diatur dianggap sebagai kekuatan 

milik pusat (residu power).
132

 Negara kesatuan juga didefinisikan sebagai suatu negara 

yang diatur dibawah suatu pemerintahan pusat. 

Negara federal adalah negara bersusunan jamak, artinya negara yang didalamnya 

mash terdapat negara yang disebut negara bagian. Jadi terdapat dua susunan negara yaitu 

negara federal dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan dalam negara federal ada dua 

yaitu kekuasaan pemerintahan federal dan kekuasaan pemerintahan negara bagian. 

Keduanya adalah sederajat satu sama lain. 

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang 

tidak terdiri atas negara yang didalamnya tidak tidak terdapat daerah yang bersifat negara. 

Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan 
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pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi 

dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Maka di dalam negara 

kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu Undang-Undang Dasar yang berlaku 

untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen (badan 

perwakilan rakyat). Pemerintah dalam negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk 

mengatur seluruh uruisan pemeritahan dalam negara tersebut. Dalam praktiknya, 

kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan 

melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. 

 

5) Sistem Pemerintahan 

Dalam teori hukum tata negara dikenal dua sistem pemerintahan yaitu sistem 

pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil (presidensial). Tetapi 

dalam praktek ada juga dikenal sistem pemerintahan campuran yang disebut sistem 

parlementer tidak murni atau presidensiil tidak murni.
133

 

Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. 

Pengertian Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; (i) seperangkat unsur yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (ii) Susunan yang 

teratur dari pandangan teori, asas dsb; (iii). metode.
134

 Sedangkan pemerintahan berasal 

dari kata pemerintah yang di dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata government yang 

mempuyai dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.
135

 Government dalam arti 

sempit berarti sebagai pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif saja, sedangkan 

government dalam arti luas meliputi segala sesuatu yang terdapat didalam negara yang 

melaksanakan segara urusan kenegaraan, termasuk tugas eksekutif, legislatif, dan 

sebagainya, pengertian pemerintahan atau government yang dimaksud disini adalah 

pengertian yang luas.
136

 

Sistem pemerintahan ialah segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintah 

yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti, legislatif, 

eksekutif, yudikatif dan sebagainya, dimana dengan kekuasaanya masing-masing lembaga 

negara tersebut saling bekerja sama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka 

menyelenggarakan kepentingan nasional.  
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Sistem pemerintahan negara-negara didunia secara sederhana dapatlah dibedakan 

pada empat model yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Swiss. Amerika 

serikat menganut sistem presidensial dimana hal tersebut mempengaruhi beberapa negara 

di Amerika kecuali Kanada yang memakai sistem presidensial. Untuk negara-negara di 

eropa dan sebagian di Asia mengikuti model Inggris dimana menggunakan model 

parlementer. Untuk Perancis digunakan sistem pemerintahan yang disebut dengan hybrid 

sistem atau sistem campuran, sistem campuran menghendaki pembedaan antara kepala 

negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara ialah presiden yang bertanggung 

jawab langsung kepada rakyat dan kepala pemerintahan disamping bertanggung jawab 

kepada presiden ia juga bertanggung jawab kepada parlemen karena ia diangkat sebagai 

kedudukannya sebagai pemenang pemilu
137

. 

Adapun ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu: (a) kepala negara tidak 

berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia bersifat simbolik nasional (sebagai 

pemersatu bangsa); (b) Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh 

seorang perdana menteri; (c) kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh 

parlemen melalui mosi tidak percaya; (d) karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih 

rendah dari (dan tergantung pada) parlemen.
138

 Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie 

bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu: (i) Kabinet dibentuk 

dan bertanggung jawab kepada parlement. (ii) Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan 

dengan tanggung jawab kolektif dibawah Perdana Menteri. (iii) Kabinet mempunyai hak 

konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. (iv) 

Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. (v) Kepala pemerintahan 

(Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi 

salah seorang anggota parlement. (vi) Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara 

dengan kepala pemerintahan.
139

 

Sistem pemerintahan quasi, disebut juga dengan sistem pemerintahan campuran dan 

sistem referendum, adapun sistem quasi dibedakan menjadi: (a) sistem pemerintahan quasi 

parlementer, dimana yang menonjol adalah ciri-ciri parlementernya disamping adanya 
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ciri-ciri pemerintahan  presidensil (b) Sistem pemerintahan quasi presidensiil, dimana 

yang lebih menonjol adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial disamping adanya 

pula ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer.
140

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem 

pemerintahan presidensiil. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan 

eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. negara memakai sistem 

pemerintahan presidensial akan dipimpin oleh presiden. 

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:  a). 

Penyelenggara negara berada di tangan presiden, Presiden adalah kepala negara dan 

sekaligus kepala pemerintahan, Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih 

langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis; b). Presiden tidak bertanggung jawab 

kepada parlemen (DPR), karena presiden tidak dipilih oleh parlemen, pemerintah dan 

parlemen yang sejajar; c). Kabinet (menteri-menteri) diangkat oleh presiden dan 

bertanggung jawab kepada presiden, tidak bertanggung jawab kepada 

parlemen/legislative; d). Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga 

perwakilan, Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 

Hugart dan Carey mengidentifikasi sistem presidensial memiliki karakteristik yaitu  

presiden dipilih oleh rakyat secara langsung atau dengan electoral college untuk masa 

kepemimpinan yang tetap, dalam keadaan normal presiden tidak bisa dijatuhkan dalam 

masa jabatannya kecuali ada hal-hal khusus misalnya presiden melakukan tindakan 

kriminal atau terang-terangan melanggar konstitusi. Prasyarat ini merupakan prasyarat 

institusional sebuah sistem pemerintahan presidensial, sifat dasar inilah yang paling 

elementer dimana presiden harus bertanggungjawab hasil pemilu dan harus 

bertanggungjawab kepada rakyat melalui mekanisme pemilu.
141

 Keuntungan dari sistem 

presidensial ialah, bahwa pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil, 

kelemahannya, bahwa kemunkinan terjadi apa yang ditetapkan sebagai tujuan negara 

menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif.
142
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B. Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara 

 

1) Istilahan dan Pengertian Konstitusi 

Perkataaan undang-undang adalah terjemahan yang sesuai dengan kebiasaan orang 

Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari–hari memakai perkataan grondwet, 

(grond artinya dasar, wet artinya undang-undang) dan grundgesetz grund artinya dasar, 

gesetz artinya undang-undang. Di negeri Belanda, disamping istilah grondwet dikenal 

istilah constitutie.
143

 

 Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis constituer yang berarti membentuk, 

yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun  dan menyatakan 

suatu negara.
144

 Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, 

yaitu cume adalah preposisi yang berarti “bersama dengan...” dan Statuere  berasal dari 

kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti  berdiri. Atas dasar itu, kata 

statuere mempuyai arti ”membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan”. 

Dengan demikian dalam bentuk tunggal (konstitutio) berarti menetapkan sesuatu secara 

bersama-sama dan dalam bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah di 

tetapkan.
145

 Menurut Sri Soemantri di negara-negara yang mengunakan bahasa Inggris 

sebagai bahasa nasional, dipakai istilah  constitution yang di dalam bahasa Indonesia di 

sebut konstitusi.
146

 

Menurut Soehino, Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum 

dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik 

tulisan maupun tidak tertulis yang mengambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu 

negara.
147

 lebih lanjut undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat 

aturan-aturan hukum  dan ketentuan-ketentuan hukum  yang pokok-pokok atau dasar-dasar 

sifatnya tertulis, yang mengamberkan sistem ketatanegaraan suatu negara.
148

 Herman 

Heller berpendapat bahwa jika pengertian undang–undang harus di hubungkan dengan 

pengertian konstitusi, artinya undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari 
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pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja.
149

 Senada dengan L.J. Van 

Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau gronwet (undang-

undang dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution 

(konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara Sri 

Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang 

Dasar.
150

 

2) Fungsi Konstitusi  

Pada umumnya setiap negara mempunyai konstitusi, salah satu fungsinya mencegah 

terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu orang atau lembaga/badan. Penumpukan 

dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat absolut, sehingga menimbulkan 

kecenderungan tindakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan. 

Pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri negara hukum (rechstaat). ciri-ciri 

hukum sebagai dikatakan oleh Friedrich Julius Stalh: (a) Pengakuan terhadap hak-hak 

azasi manusia. (b) Pemisahan kekuasaan negara. (c) Pemerintahan berdasarkan undang-

undang, dan (d) Adanya peradilan Adminstrasi.
151

 A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon, 

memberikan ciri-ciri negara hukum (The  Rule of Law)sebagai berikut: (a) supremasi 

hukum, dalam arti tidak boleh adanya kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya 

boleh di hukum jika melangar hukum. (b) kedudukan yang sama di depan hukum, baik 

bagi rakyat biasa maupun penjabat. (c) terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh undang-

undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
152

 

Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk 

menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak 

untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Serta konstitusi sebagai pedoman 

penyelenggaraan negara, sebagai syarat berdirinya negara. Fungsi konstitusi itu adalah 

sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, penjamin kepastian hukum 

dalam praktek penyelenggara negara 
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Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan 

dalam suatu negara. Menurut Jimly Ashiddiqie konstitusi memiliki fungsi-fungsi sebagai 

berikut;
153

 

a) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 

b) Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 

c) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 

d) Fungsi pemberi atau legimitasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan 

penyelengaraan kekuasaan negara. 

e) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli (yang dalam 

sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 

f) Fungsi simbolik sebagai pemersatu (Symbol of unity) sebagai rujukan identitas dan 

keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony. 

g) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (Social control) baik dalam arti 

sempit hanya dibidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan 

ekonomi. 

h) Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (social engineering 

atau social reform) 

 

3) Klasifikasi Konstitusi  

Carl Schmitt dalam bukunya “Verfassungslehre” membagi konstitusi dalam empat 

bagian antara lain: (a) Konstitusi absolut (absolut begriff der verfassung);  (b) Konstitusi 

relatif (relative begriff der verfassung); (c) Konstitusi positif (positive begriff der 

verfassung); (d) Konstitusi ideal (ideal begriff der verfassung).
154

 

Konstitusi dalam arti absolut (absolut Begriff der Verfassung) ialah: (1) konstitusi 

sebagai kesatuan organisasi yang nyata mencankup semua bangunan hukum dan semua 

organisasi yang ada dalam negara, (2) konstitusi sebagai bentuk negara. Bentuk negara itu 

bisa demokrasi atau monarki. Sendi demokrasi adalah indentitas, sedangkan sendi monarki 

adalah representasi. Demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, bersendi pada 

rakyat yang memerintah dirinya sendiri sehingga antara yang memerintah dan yang di 

perintah identik, yaitu rakyat. Pada monarki asas yang terdapat adalah representatif karena, 
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baik raja mapun kepala negara, dalam negara yang demokratis hanya merupakan seorang 

wakil atau mandataris rakyat, dan pada dasarnya kekuasaan di tangan rakyat, (3) Konstitusi 

sebagai faktor integrasi, faktor integrasi sifatnya bisa abstrak dan fungsional. Abstrak 

misalnya hubungan antara bangsa dan negra dengan lagu kebangsaaannya, bahasa 

persatuannya. Bendera sebagai lambang kesatuan. Semtentara itu fungsional adalah tugas 

konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum, referendum, pembentukan 

kabinet, suatu diskusi atau debat dalam politik di negara-negara liberal, (4) kostitusi 

sebagai sistem yang tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi. jadi konstitusi 

merupakan norma dasar yang merupakan sumber bagi norma-norma lainya yang berlaku di 

dalam negara. 

Konstitusi dalam arti relatif (Relative Begriff der Verfassung), sebagai konstitusi 

yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 

Golongan ini terutama adalah golongan borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan 

dari pihak penguasa agar hak-haknya tidak di langar. Dalam arti relatif ini konstitusi di 

bagi dalam dua pengertian: (i) konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar 

hak-haknya tidak di langar oleh penguasa; (ii) konstitusi sebagai konstitusi tertulis dalam 

arti formal tertulis. 

Konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai keputusan politik 

tertinggi, yang menentukan nasib seluruh rakyat dimana konstitusi itu diberlakukan. 

Adapun keputusan politik tertingi lazimnya menunjukkan perubahan-perubahan yang 

menuju perbaikan, atau perkembangan negara dan bangsa, misalnya memberikan garis-

garis besar bagi pengaturan kehidupan bangsa dan negara setelah perolehan kemerdekaan, 

perebutan kemerdekaan, dan lain sebagainya. Garis-garis besar peraturan ini mutlak harus 

dijalankan dan ditaati sebagai hal-hal yang teruji kepositifannya 

Pengertian ini apabila dihubungkan dengan pembentukan UUD 1945adalah 

konstitusi politik yang  tertinggi yang di lakukan oleh bangsa Indonesia, yang mengubah 

nasibnya dari suatu bangsa yang dijajah  menjadi bangsa yang merdeka. Karena pembuatan 

UUD 1945 hanya merupakan salah satu diantara keputusan-keputusan politik yang tinggi, 

ia belum merupakan konstitusi dalam arti positif.
155

 Hal ini sependapat dengan Rozikin 

Daman bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi dalam arti positif.
156
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Konstitusi dalam arti ideal, jika melihat dari segi demokrasi atau kepentingan rakyat, 

maka konstitusi yang ideal dengan sendirinya yang dapat memberikan jaminan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi, cita-cita yang timbul lainnya dengan melalui 

konstitusi agar pemerasan, perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat dapat dihilangkan, 

dan sebagi gantinya rakyat diberikan hak-hak kebebasan dan persamaan hak. 

 

4) Perubahan Konstitusi 

Kata amandemen berasal dari kata bahasa Inggris, yang berarti perubahan atau to 

amend, to alter dan to revise,
157

Istilah Amandemen dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

adalah usul perubahan undang-undang yang dibicarakan atau penambahan pada bagian 

yang sudah ada.
158

 Sedangkan arti perubahan berasal dari kata dasar “ubah” yang berarti 

hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran,
159

 jadi amandemen dan perubahan mempuyai 

arti yang sama. 

Istilah “Perubahan” itu dapat di kualifikasikan kedalam tujuh istilah, yaitu: 

Amendement (perubahan), Revision (perbaikan), Alteration (perubahan), Reform 

(perbaikan), Change (pergantian), Modified (modifikasi), Review (tinjauan).
160

 

Dalam kajian hukum tata negara dikenal adanya dua cara perubahan UUD 1945 

sebagai konstitusi yang tertulis. Pertama, perubahan yang dilakukan menurut prosedur 

yang diatur sendiri oleh UUD atau dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam UUD. Cara pertama biasa disebut dengan istilah “verfassung anderung” cara ini 

disebut cara konstitusional, sedangkan yang kedua biasa disebut “verfassung wandlung” 

atau disebut juga cara yang bersifat „revolusioner’. Kedua, perubahan itu sendiri dapat 

dilakukan; a). melalui „pembaharuan naskah’; b). melalui „pergantian naskah’ lama 

dengan naskah yang baru; c). melalui naskah tambahan (annex atau adendum) yang 

terpisah dari naskah asli UUD yang menurut tradisi Amerika Serikat disebut 
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amandemen.
161

 Lebih lanjut Jimly berpendapat, yang dimaksud dengan mengamandemen 

adalah mengubah pasal tertentu dari sebuah UUD. Sementara itu, yang dimaksud dengan 

mengganti UUD adalah mengubah suatu UUD lama dengan naskah baru.
162

 

George Jellinek membedakan dua jalur perubahan konstitusi, yaitu melalui cara. 

Pertama, yang disebut verfassungs-anderung, yakni cara perubahan konstitusi yang 

dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi.
163

 Kedua, melalui 

prosedur yang disebut verfassungs-wandelung yakni perubahan konstitusi yang dilakukan 

tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui 

jalur istimewa seperti, revolusi, kudeta (coup d’etat), dan konvensi.
164

 

Sedangkan perubahan yang menganut sistem amandement, adalah apabila suatu 

konstitusi diubah (di-amandement), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata 

lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi 

awal. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain adalah Amerika Serikat. 

Menurut C.F.Strong, prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang dasar ada 

empat macam cara perubahan, yaitu:
165

  (1) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. (2) 

Perubahan yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. (3) Perubahan konstitusi 

dan ini berlaku di negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. (4) 

Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu 

lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh K.C Where Secara umum proses amandemen dalam 

usaha mempertahankan dan mempersulit perubahannya dimaksudkan untuk melindungi 

satu atau lebih dari empat tujuan sebagai berikut: (a) konstitusi diubah hanya dengan 

pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan. 

(b) rakyat diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka sebelum dilakukan 

perubahan. (c) dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintahan pusat tidak bisa 
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diubah  oleh satu pihak. (d) hak individu atau masyarakat, misalnya, hak minoritas dalam 

bahasa, agama atau kebudayaan mesti dilindungi.
166

 

Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang 

diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa 

MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dan untuk mengubah 

undang-undang dasar, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. 

Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang 

hadir. 

Terkait dengan perubahan UUD 1945, Harun Alrasid menyatakan bahwa undang-

undang dasar adalah terlalu Sumir, karena terlalu banyak masalah-masalah yang 

diserahkan kepada pembuat peraturan lebih rendah (dari pada UUD 1945), serta tidak 

menjamin secara tegas hak-hak asasi manusia,
167

 lebih lanjut ia mengatakan bahwa sesuai 

dengan keinginan manusia yang selalu ingin maju, maka kita jangan terpaku dengan 

kaidah-kaidah yang sekarang berlaku, tetapi juga harus memikirkan kaidah-kaidah yang 

lebih ideal untuk masa yang akan datang.
168

 

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara 1945, antara lain, sebagai berikut.  

1. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan 

tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu 

berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks 

and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan 

tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan 

pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. 

2. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan 

eksekutif (presiden). Sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah dominan eksekutif 

(executive heavy,) yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden. Pada diri 

presiden terpusat kekuasaan men-jalankan pemerintahan yang dilengkapi dengan 

berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi 

grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki 

kekuasaan membentuk undang-undang.  
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3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat 

menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 

(sebelum diubah) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang 

jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. 

Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni tafsir pertama bahwa 

presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali dan tafsir kedua adalah bahwa 

presiden dan wakil presiden hanya boleh memangku jabatan maksimal dua kali dan 

sesudah itu tidak boleh dipilih kembali.  

4. UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden 

untuk mengatur hal-hal penting dengan UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden juga 

memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal 

penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Hal itu menyebabkan 

pengaturan mengenai MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), HAM, dan pemerintah daerah disusun 

oleh kekuasaan Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke 

DPR.  

5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup 

didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang 

demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi 

manusia (HAM), dan otonomi daerah.  

 

Tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar, 

mengenai: a) Tatanan negara; b) Kedaulatan Rakyat; c) HAM; d) Pembagian kekuasaan; 

e) Kesejahteraan Sosial; f) Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum; g) Hal-hal lain 

sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. 

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan kesepakatan dasar agar 

perubahan UUD 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Kesepakatan dasar itu 

terdiri atas lima butir, yaitu: a) tidak mengubah Pembukaan UUD; tetap mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 

c) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-

pasal (batang tubuh); dan melakukan perubahan dengan cara addendum.
169

 Salah satu 

kesepakatan perubahan adalah dilakukan dengan cara adendum. Artinya perubahan UUD 
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1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan 

diletakkan melekat pada naskah asli. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari 

kesepakatan tersebut, naskah resmi UUD 1945 adalah naskah yang terdiri atas lima bagian, 

yaitu: (a) UUD 1945 (naskah asli); (b) Perubahan Pertama UUD 1945  1945; (c) Perubahan 

Kedua UUD 1945 1945; (d) Perubahan Ketiga UUD 1945; (e) UUD 1945. 

 

C. Rangkuman 

Membicarakan masalah hukum konstitusi artinya membahas dua variabel, apa itu 

hukum? Dan apa yang dimaksud dengan konstitusi? Keduanya terkait erat dengan 

persoalan negara dan karena itu untuk memahami pengertian hukum konstitusi haruslah 

dipahami terlebih dahulu tentang negara itu sendiri.  

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok 

manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui 

adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau 

beberapa kelompok manusia yang ada diwilayahnya. Organisasi negara dalam suatu 

wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, 

kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki 

kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Kurang tepat apabila negara dikatakan 

sebagai suatu masyarakat yang diorganisir. Adalah tepat apabila dikatakan diantara 

organisasi-organisasi di atas, negara merupakan suatu organisasi yang utama di dalam 

suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk dalam 

banyak hal campur tangan dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Ada beberapa 

elemen atau unsur utama yang membentuk pengertian negara, antara lain, adanya rakyat, 

wilayah, pemerintahan 

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan 

masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah 

masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari 

hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat 

dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. 
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D. Latihan  

Soal essay 

1. Jelaskan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara! 

2. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945! 

3. Suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum Internasional apabila telah 

memiliki unsur-unsur terbentuknya negara. Jelaskan! 

4. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan Parlementer! 

5. Jelaskan tujuan negara Indonesia! 

 

Tes Formatif 7 

 

1. Berikut ini adalah bapak atau tokoh dalam bidang ilmu negara, yaitu..... 

A. Friedrich Julius Stalh 

B. Georg Jellinek 

C. C.F.Strong 

D. John Locke 

2. Aristoteles meninjau bentuk negara berdasarkan ukuran kwantitas untuk bentuk 

ideal dan ukuran kwalitas untuk bentuk pemerosotan. Apabila yang memerintah 

satu orang untuk orang banyak, maka jika merosot bentuknya Diktator atau 

Tirani. Bentuk yang dimaksud ialah..... 

A. Republik 

B. Aristokrasi 

C. Monarchie 

D. Politiea 

3. Sebuah negara haruslah memenuhi unsur-unsur konstitutif dan unsur deklaratif, 

beirkut ini merupakan unsur deklaratif, yaitu..... 

A. Unsur rakyat,  

B. Unsur wilayah  

C. Unsur pemerintahan  

D. Pengakuan dari negara lain 

4. Menurut C.F.Strong, prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang dasar 

ada empat macam cara perubahan, yaitu: 

A. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, 

akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu 
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B. Perubahan yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum 

C. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan 

oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan 

perubahan 

D. Jawaban benar semua 

5. Ciri negara hukum (rechstaat) menurut Friedrich Julius Stalh, yaitu..... 

A. Pengakuan terhadap HAM dan pemisahan kekuasaan negara 

B. Pemerintahan berdasarkan undang-undang 

C. Adanya peradilan Adminstrasi. 

D. Jawaban benar smua 
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BAB VIII 

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Lembaga Negara 

Konsep lembaga negara secara terminologis memiliki keberagaman istilah. Di 

kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah “political institution”, 

sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah “staat organen”. Sementara 

itu, bahasa Indonesia menggunakan istilah “lembaga negara, badan negara, atau organ 

negara.
170

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" antara lain diartikan 

sebagai asal mula atau bakal atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan 

keilmuan atau melakukan suatu usaha, atau pola perilaku yang mapan yang terdiri atas 

interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.
171

 Sedangkan 

negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempuyai kekuasaan tertinggi yang 

sah dan ditaati oleh rakyat.
172

 

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara sederhana, istilah lembaga negara dapat 

dibedakan dari perkataan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena 

itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut 

sebagai lembaga negara, lembaga negara itu dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, 

yudikatif ataupun yang bersifat campuran.
173

 Dalam pembicaraan mengenai organisasi 

negara, ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu organ dan fungctie. Organ adalah bentuk 

atau wadahnya sedangkan fungctie adalah isinya.
174

 Dalam pengertian yang luas Hans 

Kelsen pendapatnya bahwa “whoeverfulfills a function determined by the legal order is an 
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49 

Setelah mempelajari lembaga-lembaga negara di Indonesia, Mahasiswa diharapkan dapat 

menjelaskan pengertian, perkembangan dan macam-macam lembaga negara yang diatur 

dalam peraturan perundangan-undangan, serta tugas dan wewenang lembaga negara  
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organ”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum 

(legal order) adalah suatu organ.
175

 Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk 

organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang 

ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat 

menciptakan norma (norm creating) dan/atau bersifat menjalankan norma
176

 

Doktrin tentang fungsi lembaga negara yang selama ini berkembang biasanya 

dikaitkan dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan lembaga-lembaga negara 

ke dalam tiga fungsi kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-

undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksanaan undang-undang) dan kekuasaan 

yudikatif (kekuasaan mengadili). Tiga fungsi tersebut ke dalam tiga jenis lembaga negara 

yang merupakan buah pemikiran Montesquieu dianggap tidak relevan lagi mengingat 

bentuk dan sistem yang dianut oleh oleh negara-negara di dunia dewasa ini telah 

mengalami perkembangan yang sangat berbeda dan variatif. 

Lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah negara pun mengalami perubahan atau 

perluasan fungsi menyesuaikan dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan 

kenegaraan. Faktanya lembaga-lembaga tersebut sering bersentuhan dan saling berkaitan 

satu sama lain dalam menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga tersebut statusnya 

sederajat dan saling melakukan kontrol dan pengendalian satu sama lain dengan 

mekanisme checks and balances. Hal ini berarti bahwa satu cabang kekuasaan dalam 

negara tidak lagi secara eksklusif memegang salah satu dari tiga fungsi kekuasaan tersebut. 

Selanjutnya, lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ 

konstitusi, sedangkan yang dibentuk dengan UU merupakan organ undang-undang, 

sementara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkat 

jabatannya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan 

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
177

 

Menurut Harun Alrasid Badan-Badan Negara yang dibentuk oleh pembuat UUD 

1945 merupakan tranformasi dari aparatur negara jaman Hindia-Belanda, misalnya jabatan 

Gouverneur Generaal dan Luitenant Gouvernuer Generaal diubah menjadi Presidan dan 

Wakil Presiden, Directeur van een Department menjadi Menteri, Raad van Nederlands-
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Indie menjadi Dewan Pertimbangan Agung, Volksraad menjadi Dewan Perwakilan 

Rakyat, Algemene Rekenkamer menjadi Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hooggerechshof 

menjadi Mahkamah Agung, untuk mengantikan kedudukan Raja/Ratu Belanda, sebagai 

pihak Gubernur Jenderal harus bertanggungjawab diciptakanlah MPR, yang memegang 

kedaulatan Rakyat dan kepadanyalah Presiden harus memberikan pertanggungjawaban.
178

 

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak menyebutkan 

atau menjelaskan secara tegas apa yang di maksud dengan “lembaga negara” mana yang 

bisa diklasifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. 

Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga 

negara.  

 

B. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara  

 

Dalam sejarah ketatanegaraa Indonesia mengenal lima konstitusi yang telah berlaku 

di Indonesia yaitu UUD 1945 (berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1945 hingga 27 

Desember 1949), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 berlaku kembali melalui 

Dekrit Presiden 5 Juli hingga 21 Mei 1999, UUD 1945 hasil Amandemen. 

Berbedanya masing-masing konstitusi yang berlaku, tentunya berbeda juga mengenai 

konsepsi lembaga negara, baik itu istilah, kewenangan dan penyebutan nama-nama 

lembaga negara tersebut. Dalam perpekstif sejarah ketatanegaraan Indonesia, istilah 

lembaga negara dalam penyebutannya beragam, istilah “lembaga negara” dikenal istilah 

lain seperti “badan”, “organ”, “alat-alat pelengkapan”, “alat perlengkapan negara”. 

Masing-masing istilah mempuyai pengertian yang sama, tergantung dengan kewenangan-

serta fungsi yang menganturnya, baik itu di atur dalam UUD maupun peraturan perundang-

undangan di bawah UUD. 

Istilah lembaga negara dalam  UUD 1945 Pra Amandemen tidak mengenal istilah 

lembaga negara. UUD 1945 Pra Amandemen mengunakan istilah lembaga negara dengan 

istilah badan. Misalnya badan pemeriksa keuangan (BPK), badan-badan kehakiman, dan 

dalam Penjelasan Umum UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara angka 3 yang 

menyebutkan “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.” 
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Istilah Lembaga Negara dalam Konstitusi 

 

Lembaga Negara 

dalam Konstitusi 

Istilah 

UUD 1945 Asli Beragam Istilah Badan Pemeriksa Keuangan; Badan-Badan 

Kehakiman, 

Konstitusi RIS 1949 Alat-Alat 

Perlengkapan 

Presiden; Menteri-menteri; Senat; DPR; 

Mahkamah Agung; Dewan Pengawas 

Keuangan.
179

 

UUDS 1950 Alat Perlengkapan 

Negara 

Presiden dan Wakil Presiden; Menteri-

menteri; DPR; MA; Dewan Pengawas 

Keuangan.
180

 

UUD 1945 Pasca 

Amandemen 

Beragam Istilah Terdapat 34 lembaga negara: badan, dewan, 

komisi, mahkamah, majelis, serta lembaga 

 

Dengan demikian, istilah lembaga negara tidak terdapat di dalam UUD 1945, 

Konstitusi RIS dan UUDS. Istilah lembaga negara muncul di dalam Ketetapan MPRS No. 

VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi 

Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan. 

bahwa lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 adalah: MPR, DPR, Kementerian 

Negara, DPA, Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan 

lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

C. Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945 

 

1. Majelis Permusawaratan Rakyat 

 

MPR sebelum perubahan UUD 1945, merupakan lembaga dengan supremasi 

tertinggi, MPR merupakan lembaga penjelmaan dari seluruh rayat Indonesia seperti yang 

telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:“Kedaulatan adalah 

ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. MPR 

sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. 

Tugas dan wewenang MPR sebelum Perubahan UUD 1945, sebagaimana diatur 

dalam  Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan, ialah: 

a) menetapkan dan mengubah  UUD 1945; b) menetapkan GHBN; c) memilih dan 

mengangkat Presiden dan Wakil Presiden; d) membuat putusan-putusan yang tidak dapat 
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dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan GBHN; e) memberikan 

penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis; f) menyelesaikan 

pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden; g) meminta 

pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai 

pertanggungjawaban tersebut; h) mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden 

dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD dan/atau 

GBHN; i) menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis; j) menetapkan Pimpinan Majelis 

yang dipilih dari dan oleh Anggota; k) mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap 

Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota. 

Pasca perubahan UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga 

tertinggi negara karena ketentuan pasal tersebut telah berubah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) 

yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. MPR terdiri sebagai atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui 

pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. MPR bersidang sedikitnya 

sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara 

terbanyak. 

Kedudukan dan wewenang MPR pasca amandemen UUD 1945, disajikan dalam 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGOTA DPR 

Dipilih melalui pemilu 

ANGGOTA DPR 

Dipilih melalui pemilu 
MPR 

Pasal 2 (1)**** 

WEWENANG 

1. Mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37**** ]; 

2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***]; 

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 

UUD [Pasal 3 ayat (3)***/****]; 

4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi 

kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; 

5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 

sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden 

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. 
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2. Dewan Perwakilan Rakyat  

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, umumnya disebut Dewan Perwakilan 

Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.  

Kedudukan konstitusional DPR dalam UUD 1945 memang jauh lebih kuat 

dibandingkan dengan kedudukannya dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam UUD 

setelah perubahan, disebutkan bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. 

Sebaliknya, DPR secara konstitusional dapat berperan dalam proses penjatuhan presiden 

(impeachment) melalui usul yang disampaikannya kepada MPR dan selanjutnya 

dimintakan pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah fungsi, wewenang dan 

hak DPR. 

 

 

 

 

 

Fungsi, Wewenang, dan Hak 

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**]  

 pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] 

 persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan 

(2)****] 

 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] 

 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 

13 (3)*] 

 pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] 

 persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)]  

 pembahasan dan persetujuan atas RAPBN diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] 

 pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] 

 persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] 

 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] 

 pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi[Pasal 24C (3)***] ; 

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] 

 

 

 

 

Anggota DPR 

dipilih melalui Pemilu 

[Pasal 19 (1)**] 

Anggota DPR 

dapat diberhentikan dari 

jabatannya, syarat, tata 

caranya diatur dalam undang2 

 (Pasal 22B**) 

DPR 

Memegang kekuasaan 

membentuk UU 

[Pasal 20 (1)*] 
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3. Dewan Perwakilan Daerah  

 Kewenangan pokoknya adalah mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi. Pembentukan DPD pada awalnya dimaksudkan untuk 

mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikemaral) yang terdiri atas 

DPR dan DPD. Kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 adalah:  

 

RUU berkaitan dengan: dapat 

mengajukan 

ikut 

membahas 

memberi 

pertimbangan 

dapat melakukan 

pengawasan 

Otonomi daerah √ √  √ 

Hubungan pusat dan daerah √ √  √ 

Pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah 

√ √  √ 

Pengelolaan SDA dan sumber 

daya ekonomi lainnya 

√ √  √ 

Perimbangan keuangan pusat 

dan daerah 

√ √  √ 

RAPBN   √ √ 

Pajak   √ √ 

Pendidikan   √ √ 

Agama   √ √ 

Pemilihan anggota BPK   √  

 

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, Anggota DPD dari setiap 

provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah 

anggota DPR, Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan 

tata caranya diatur dalam undang-undang. 

 

4. Presiden dan Wakil Presiden 

Wacana kepemimpinan negara, dikenal konsep-konsep Raja (king) dan Ratu 

(Queen), Amir (the ruler), Ketua, Presiden (President) dan Perdana Menteri (Prime 

Miniter). Bermacam-macam konsep kepemimpinan tersebut digunakan sesuai dengan 

bahasa resmi yang digunakan di negara yang bersangkutan. Di negara muslim, istilah Raja 

kadang-kadang disebut sulthan sesuai yang di praktekan di Brunai Darussalam dan 

Malaysia, di negara-negara komunis seperti republik rakyat cina, dikenal istilah ketua 
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untuk menyebutkan kedudukan kepala negara, sedangkan Jerman, kepala Pemerintahan 

disebut Kanselir.
181

 

Di Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang 

Dasar,
182

 berhak mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai 

mana mestinya,
183

 memegang kekuasaan tertinggi atas Angktan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angkatan Udara,
184

 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian Internasional lainnya dengan 

persetujuan DPR,
185

 menyatakan keadaan bahaya,
186

 mengangkat duta dan konsul,
187

 

dalam mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, menerima 

penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR,
188

 memberi grasi 

dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), memberi 

amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR,
189

 pengangkatan dan 

pemberhentian menteri-menteri,
190

 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya 

selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 

untuk satu kali masa jabatan,
191

 memberi gelar  tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 

yang diatur dengan undang-undang,
192

 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat,
193

 

Wakil Presiden dalam struktur ketatanegaraan hanya di fungsikan  sebagai "ban 

serap" belaka. Artinya Wakil Presiden Mempuyai posisi strategis dalam struktur 

ketatanegaraan dan hanya menjadi penganti Presiden belaka. Dalam melaksanakan 

kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
194

 Presiden dan Wakil 

Presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
195

 Apabila Presiden 

                                                             
181

JimlyAsshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan PergeseranKekuasaandalam UUD 1945, Cet. ke II 

(Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 56 
182

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 
183

Pasal 5 ayat (2)  UUD 1945 
184

Pasal 10 UUD 1945 
185

Pasal 11 ayat (1) dan (2)Perubahan Ketiga UUD 1945 
186

Pasal 12 UUD 1945 
187

Pasal 13 ayat (1) UUD 1945 
188

pasal 13 ayat (2) dan (3) Perubahan Pertama UUD 1945 
189

Pasal  14 ayat (1) dan (2)Perubahan Pertama UUD 1945 
190

Pasal 17 ayat (2) Perubahan Pertama UUD 1945 
191

.Pasal 7Perubahan Pertama UUD 1945 
192

Pasal 15UUD 1945 
193

Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 
194

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
195

Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 
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mangkat, berhenti, berhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya ia di gantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, dalam hal 

terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, 

MPR menyelengarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang 

diusulkan oleh Presiden.
196

 

 

5. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan 

Kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan 

prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan 

dalam UUD 1945. Berikut Kewenangan Mahkamah Kosntitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang 

hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan 

Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sembilan orang hakim 

konstitusi diisi oleh calon yang dipilih oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah 

Agung. Jika terdapat lowongan jabatan, maka lembaga yang akan mengisi lowongan 

tersebut adalah lembaga darimana pencalonan hakim sebelumnya berasal. Dengan adanya 

keterlibatan ketiga lembaga negara yang mencakup cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif tersebut dalam rekruitmen hakim konstitusi dapat dijamin adanya 

                                                             
196

Pasal 8 ayat (1) dan  (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 

Wewenang dan Kewajiban 

1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu [Pasal 24C (1)***];  

2. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD [Pasal 24C (2)***].  

Hakim konstitusi harus memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, adil, negarawan yang 

menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap 

sebagai pejabat negara [Pasal 24C 

(5)***] 

MK 

Mempunyai 9 orang anggota hakim 

konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang 

diajukan masing-masing 3 orang 

oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 

tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C 

(3)***] 
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keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara tersebut dan sekaligus pula 

menjamin netralitas dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar 

lembaga negara. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, apalagi terkait dengan 

kewenangan mengadili perkara sengketa lembaga negara.
197

 

 

6. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman, mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, wewenang lain yang 

diberikan oleh UU, mengajukan tiga calon hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai 

hakim konstitusi oleh presiden. Kewenangan dan Keanggotaan Mahkamah Agung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Komisi Yudisial  

Komisis Yudisial diatur dalam Pasal 24A dan 24B UUD 1945, selanjutnya diatur 

dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai 

wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim 

                                                             
197

 Jimly Asshiddiqie, makalah Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU 

Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 

2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011 

Calon hakim agung diusulkan 

oleh Komisi Yudisial kepada 

DPR untuk mendapat 

persetujuan dan ditetapkan 

sebagai hakim agung oleh 

Presiden [Pasal 24A (3)***] 

Hakim agung harus 

memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak 

tercela, adil, profesional, 

dan berpengalaman di 

bidang hukum [Pasal 24A 

(2)***] 

MA 
 Pasal 24A  

Umum  

Agama  

Militer  

TUN  

KEWAJIBAN DAN WEWENANG  
1. Berwenang  mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

UU terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang [Pasal 24A (1)***];  

2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];  

3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].  
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Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim.
198

 Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam 

pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. 

Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan 

laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. 

Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan hakim 

agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan 

persetujuan; (b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim; (c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-

sama dengan Mahkamah Agung; (d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik 

dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
199

 Dalam melaksanakan wewenang, maka 

Komisi Yudisial mempunyai tugas: (i) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (ii) 

melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (iii) menetapkan calon hakim agung; dan 

(iv) mengajukan calon hakim agung ke DPR.
200

 

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang 

dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan 

kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial 

mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan 

hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu 

paling lama 6 (enam) bulan. 

 

8. Badan Pemeriksa Keuangan  

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23E UUD 1945. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

lembaga negara, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara.
201

 

                                                             
198

Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 
199

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
200

Pasal 14 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2011, 
201

Pasal 6 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim_Agung
https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim
https://id.wikipedia.org/wiki/DPR
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Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang BPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan 

keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan.Hasil pemeriksaan BPK 

diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, untuk keperluan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis 

kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk 

ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal 

tersebut pada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan 

diajukan paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar 

penyidikan. 

BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan 

dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan 

selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan. BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang 

akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. 

 

 

 

 

BPK 

Anggota BPK dipilih oleh DPR 

dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD dan 

diresmikan oleh Presiden 

[Pasal 23F (1)***] 

Hasil pemeriksaan keuangan 

negara diserahkan kepada DPR, 

DPD, dan DPRD, sesuai 

dengan kewenangannya 

Untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara 

diadakan satu BPK yang bebas dan 

mandiri [Pasal 23E (1)***] 

BPK berkedudukan di ibu kota 

negara, dan memiliki perwakilan 

di setiap provinsi [Pasal 23G 

(1)***] 

Hasil pemeriksaan tersebut 

ditindaklanjuti oleh lembaga 

perwakilan dan/atau badan 

sesuai dengan UU [Pasal 23E 

(3)***] 



98 
 

D. Sengketa Lembaga Negara 

 

Hubungan antar satu lembaga dengan lembaga lain diikat oleh prinsip checks and 

balances, dimana diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain, sebagai 

akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat, timbul kemungkinan dalam 

melaksankan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat 

UUD 1945. jika timbul persengketaan pendapat maka tugas Mahkamah Konstitusi untuk 

memutusnya karena diberikan kewenangan oleh UUD 1954. 

Sengketa kewenangan antara lembaga negara legal standing pemohon haruslah 

didasarkan pada adanya “kepentingan langsung” terhadap kewenangan yang 

dipersengketakan. Oleh karenanya pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:
202

 (a) pemohon adalah lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (b) mempuyai kepentingan langsung terhadap 

kewenangan yang dipersengketakan, (c) ada hubungan kausal kerugian yang dialami 

kewenagannya langsung dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh lembaga lain. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 

Mahkamah Konstitusi, maka syarat permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (a) 

pemohon adalah lembaga negara yang disebut di dalam UUD NRI Tahun 1945; (b) 

kewenangan yang disengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (c) 

lembaga negara mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang 

dipersengketakan. Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU MK yang 

menentukan bahwa “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”. 

Dengan Demikian Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan 

konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh 

lembaga negara yang lain. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap 

kewenangan yang dipersengketakan. Sedangkan Termohon adalah lembaga negara yang 

dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan 

pemohon. Namun, UUD 1945 hasil perubahan tidak menjelaskan atau menegaskan apakah 

                                                             
202

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jendral 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 195 
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yang dimaksud dengan lembaga negara dan organ atau institusi manakah yang disebut 

sebagai lembaga negara. 

Untuk memahami lembaga negara terlebih dahulu harus melakukan pengelompokan 

berdasarkan dasar hukum, fungsi dan segi hirarkinya.dari segi dasar hukumnya lembaga 

negara dapat dibentuk dengan UUD, UU dan peraturan di bawah undang. Dari segi 

fungsinya, lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer, dan yang bersifat 

sekunder atau penunjang. Sedangkan dari segi hirarkinya, lembaga itu dapat dibedakan ke 

dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ 

lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan 

lembaga daerah.  

Organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi 

negara, yang nama dan kewenanganya terdapat dalam UUD, yaitu: (1) Presiden dan Wakil 

Presiden; (2) Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Majelis 

Permusyawaratan Rakyat; (5) Mahkamah Konstitusi; (6) Mahkamah Agung ; (7) Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan 

kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-

undang, misalnya, adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 

Negara. Sedangkan lembaga yang dibentuk dan/atau memperoleh kewenangan dari UU 

antara lain; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi 

Penyiaran Indonesia,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komnas HAM, dan sebagainya. 

Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat disebandingkan satu sama lain. 

Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah: (1) Menteri 

Negara; (2) Tentara Nasional lndonesia; (3) Kepolisian Negara; (4) Komisi Yudisial; (5) 

Komisi pemilihan umum; (6) Bank sentral. 

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara 

yang sumber kewenangannya berasal peraturan dibawah undang-undang. Misalnya, 

lembaga yang dibentuk dan mendapat kewenangan melalui keputusan presiden, Komisi 

Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional dan lain sebagainya. Artinya, 

keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden. Jika presiden 

hendak membubarkannya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada kebijakan 

presiden. 
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Selanjutnya, lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang 

Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut mengatur adanya beberapa organ jabatan yang 

dapat disebut lembaga daerah sebagai lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-

lembaga daerah itu adalah: (1) Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Gubemur; (3) DPRD 

provinsi; (4) Pemerintahan Daerah Kabupaten; (5) Bupati; (6) DPRD Kabupaten; (7) 

Pemerintahan Daerah Kota; (8) Walikota; (9) DPRD Kota. 

Dari pemaparan tersebut terdapat banyak penafsiran dalam mengidentifikasi dan 

memaknai lembaga negara. Hal itu berimplikasi pada penentuan lembaga negara mana 

saja yang dapat menjadi pihak di MK dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga 

negara. Banyaknya penafsiran dipengaruhi oleh tidak jelas dan tegasnya pengaturan 

tentang lembaga negara baik oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan 

yang ada. 

 

E. Rangkuman 

 

UUD 1945 sebagai hukum yang mengatur mengenai organisasi negaraIndonesia 

yang menetapkan struktur ketatanegaraan memberikan legitimasi terhadap keberadaan 

lembaga negara. Apabila dilihat dari substansi yang ditetapkan didalamnya belum 

sepenuhnya mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembentukan suatu konstitusi (UUD) 

bagi suatu negara.  

UUD 1945 menetapkan delapan lembaga Negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, 

BPK, MA, MK dan KY. Masing-masing lembaga negara mempunyai ruang lingkup 

kekuasaan masing-masing. Pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara 

itu ada yang dilaksanakan secara mandiri dan ada yang dilaksanakan bersama-sama. 

Konsep tersebut menunjukan bahwa Indonesia tidak menganut teori trias Politika secara 

murni dalam arti pemisahan kekuasaan. 

Walaupun secara normatif dalam UUD sudah ditetapkan kekuasaan yang harus 

dilaksanakan secara bersama tetapi ketentuan UUD itu perlu pemahaman, perlu pengkajian 

bagai mana hubungan antar lembaga negara itu dalam melaksanakan kekuasaannya yang 

telah ditetapkan dalam UUD. Supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan yang akan 

menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara. 
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F. Latihan 

Soal essay 

1. Jelaskan istilah dan pengertian lembaga negara! 

2. Jelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hubungan 

dengan mahkamah Agung! 

3. Sebutkan lembaga-lembaga negara yang nama dan kewenangan dicantumkan 

dalam UUD 1945 hasil amandemen! 

4. Jelaskan kedudukan wakil presiden dalam struktur tata negara Indonesia! 

5. Jelaskan wewenang Dewan Perwakilan Daerah! 

 

Tes Formatif 8 

1. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD....  

A. Mahkamah Konstitusi 

B. Mahkamah Agung 

C. Komisi Yudisial 

D. DPR 

2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh......  

A. MPR  

B. DPR 

C. Presiden  

D. Mahkamah Agung. 

3. Istilah lembaga negara dalam Konstitusi RIS 1949 ialah..... 

A. Alat Perlengkapan Negara 

B. Alat-Alat Perlengkapan 

C. Badan 

D. Lembaga Negara 

4. Sengketa kewenangan antara lembaga negara mensyaratkan adanya legal 

standing pemohon haruslah didasarkan pada adanya kepentingan langsung, 

yaitu...... 

A. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 
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B. mempuyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang 

dipersengketakan 

C. ada hubungan kausal kerugian yang dialami kewenangannya langsung 

dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh lembaga lain 

D. Semua Benar 

5. Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang, yaitu.......  

A. Mahkamah Konstitusi 

B. Mahkamah Agung 

C. Komisi Yudisial 

D. DPR 
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BAB IX 

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILU 
 

 

 

 

 

 

A. Demokrasi 

1. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi 

Secara etimotogi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan cratos 

atau cratein. Demos yang berarti rakyat yang tinggal disuatu tempat (wilayah), Cratos 

atau cratein artinya kekuasaan, demokrasi berarti rakyat yang berkuasa, demokrasi 

merupakan suatu pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat 

(government or rule by the people). Saat ini demokrasi telah dikenal dan dianut oleh 

negara-negara di dunia, popularitas demokrasi tidak terlepas dari pendapat Abraham 

Lincoln, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat (government from the people, by the people, and for the people). 

Secara umum demokrasi diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat, di suatu negara 

demokrasi kedaulatan rakyat sebagai kekuasan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasan 

tertinggi berada ditangan rakyat meliputi segala bidang, apabila kekuasan rakyat 

mencakup bidang politik demokrasi tersebut ialah demokrasi politik, sedangkan apabila 

kekuasan rakyat mencakup bidang ekonomi maka demokrasi tersebut ialah demokrasi 

ekonomi.
203

  

 Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa suatu negara bisa dikatakan sebagai 

negara demokrasi apabila negara tersebut memiliki perincian demokrasi di bidang-bidang: 

(i) negara hukum, (ii) masyarakat dibawah kontrol masyarakat, (iii) pemilihan umum yang 

bebas. (iv) prinsip mayoritas, (v) adanya jaminan hak-hak demokratis.
204

 Demokrasi tidak 

bisa ditegakkan tanpa adanya kedaulatan hukum, kebebasan berpikir dan berpendapat, 

persamaan hak bagi semua warga negara di muka hukum dan pertanggungjawaban 

                                                             
203

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia, 

(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 25 
204

Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis, (Gramedia: Pustaka Utama, 

1995), hlm. 58 

Tujuan dari pembelajaran ini, diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 

demokrasi, partai politik dan hubungannya 
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pemerintah kepada rakyat, kedaulatan hukum adalah komponen yang harus ada dalam 

proses demokratisasi.  

Demokrasi adalah wilayah yang luas, kadang tidak berujung pangkal dan sarat 

dengan tafsir, tetapi nilai demokrasi yang fundamental adalah konstitusionalisme, baik 

dari segi sistem, falsafah, maupun paradigma.
205

 Demokrasi pada dasarnya adalah people 

rule, dan didalam sistem politik yang demokratis warga mempuyai hak, kesempatan dan 

suara yang sama didalam mengatur pemerintahan didunia publik.
206

 

Telah banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli mengenai demokrasi, oleh 

karenanya, definisi tentang demokrasi berbeda-beda tergantung dari setiap penulis yang 

memberikan pandangannya sendiri tentang ciri-ciri demokrasi.  Salah satu ahli yang 

memberikan definisi adalah William Ebenstein yang menyebutkan ada tujuh ciri utama 

konsep dari demokrasi yaitu: (i) empiris rasional, (ii) penekanan pada individu, (iii) 

kesukarelaan (voluntarism), (iv) hukum diatas hukum, (v) penekanan pada cara, (vi) 

persetujuan sebagai dasar hubungan antar manusia, (vii) persamaan setiap manusia.
207

 

Henry B. Mayo mencatat ada beberapa perubahan nilai yang mendasari demokrasi, 

yaitu nilai: (i) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela, (ii) menjamin 

terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang telah berubah, (iii) 

menyeleggarakan pergantian pimpinan secara teratur, (iv) membatasi pemakaian 

kekerasan secara minimum, (v) adanya keanekaragaman, (vi) tercapainya sebuah keadilan, 

(vii) yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan, (viii) kebebasan, (ix) 

menghasilkan kelemahan-kelemahan sistem-sistem yang lain.
208

 

Sampai saat ini demokrasi masih dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang 

terbaik.
209

 bentuk pemerintahan atau masyarakat yang demokratis adalah bentuk yang 

paling ideal saat ini dibandingkan bentuk-bentuk yang lain seperti kerajaan, oligarki, 

otoritarian atau totalitarian.  Degan kata yang lebih moderat bisa dikatakan bahwa 

demokrasi adalah “the best of the worse” dari bentuk-bentuk pemerintahan dan 
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 Susilo Bambang Yudhoyono, Menuju Perubahan Menegakkan Civil Society, Cetakan ke II, (Jakarta: 

Relawan Bangsa, 2004), hlm.129 
206

 St. Sularto, Masyarakat Warga dan Pergulatan Demookrasi, Cet.1 (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 113.  
207

Maswadi Rauf, Teori Demokrasi dan Demokratisasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 3 
208

Ibid, hlm. 4. lihat juga Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan kedua puluh dua (Jakarta:PT 

Gramedia Pustaka Utama,2002), hal. 62-63 
209

Barry Holden, ed., Global Democracy Key Debates, (London and New York: Routledge, 2000), hlm.1  
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masyarakat lain yang pernah ada atau masih ada didunia ini.
210

 Dalam pandangan John 

Dewey, jantung demokrasi adalah suatu keadaan dimana pilihan manusia merupakan 

pimpinan utama suatu masyarakat demokrasi tergantung pada konsensus sosial dengan 

pandangan kepada perkembangan manusia yang didasarkan atas kebebasan, persamaan, 

dan partisipasi politik, partisipasi merupakan hal yang vital bagi pemilihan kebijakan, 

karena konsensus atau mayoritas itu sendiri merupakan landasan yang perlu bagi 

keputusan sosial dan tindakan partisipasi.
211

 Ciri-ciri pokok demokrasi adalah, berciri 

kedaulatan rakyat, dan berciri musyawarah untuk mufakat serta pemikulan tanggung 

jawab atas ungkapan dan perbuatanya.
212

 

Demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang 

mengunakannya, sebab dengan adanya demokrasi hak-hak masyarakat untuk menentukan 

jalannya hak-haknya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu pengertian terhadap 

demokrasi memberikan posisi dan peran yang penting bagi rakyat, walupun dalam 

implementasinya demokrasi ditiap negara berbeda-beda.
213

 Pelaksanaan prinsip-prinsip 

demokrasi berbeda disetiap negara karena pengertian demokrasi dipandang sebagai “cara” 

mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri, maka logikanya ialah bahwa suatu bentuk 

demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja, secara kaku dan “dogmatis”.
214

 Perbedaan 

demokrasi pada tiap-tiap negara menunjukan bahwa demokrasi memang bukan sesuatu 

yang entitas dan statis. 

Menurut Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam 

bernegara, Pertama, hampir semua negara didunia telah menjadikan demokrasi sebagai 

asas yang fundamental; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah 

memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelengarakan negara sebagai 

organisasi tertinggi.
215

  

Dalam hal ini pengertian demokrasi mengandung tiga hal penting, pertama, 

government of the people ini berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan karena 

pemerintahan yang berkuasa harus mendapat dukungan dan pengakuan dari rakyat untuk 
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212
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213
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214
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menjalankan roda dan program pemerintahan seperti pelayanan dan pembangunan  

sebagai wujud amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, karena kekuasaan 

pemerintah diperoleh dari hasil pilihan rakyat, kedua, government by people berarti dalam 

menjalankan pemerintahan atas nama rakyat dan pengawasanya dijalankan oleh rakyat itu 

sendiri bukan negara mengawasi rakyat, menurut Ryaas Rasyd bahwa pemerintahan 

demokratis adalah pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan dibangun 

berdasarkan kesepakatan dari rakyat, adanya pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, 

kesederajatan dan kebebasan,
216

 ketiga, government for the people, ini berarti hasil dari 

semua proses pemerintahan diberikan untuk kesejahterakan rakyat. 

Demokrasi memiliki keunggulan dengan rezim-rezim politik yang lain, Robert 

Dhal mencatat beberapa kelebihan demokrasi dibandingkan dengan rezim politik yang 

lain, yaitu: pertama, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum 

otokrat yang kejam dan licik; kedua, demokrasi menjamin bagi warga negara sejumlah hak 

asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak 

demokratis; ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga 

negara daripada alternatif lain yang memungkinkan; keempat, demokrasi membantu orang-

orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka; kelima, hanya pemerintahan yang 

demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk 

menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum 

yang mereka pilih sendiri; keenam, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat 

memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral; 

ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain 

yang memungkinkan; kedelapan, hanya pemerintah yang demokratis yang dapat 

membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi; kesembilan, negara-

negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang satu sama lain; kesepuluh, 

negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada 

negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
217
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2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia 

Demokrasi menjadi kondisi yang tidak dapat ditolak merupakan tatanan yang 

meletakan peradaban kehidupan negara yang lebih baik. Setidaknya hal itu ditunjukkan 

dengan berkembangnya sistem demokrasi dalam dunia global.
218

 Artinya demokrasi sudah 

menjadi prasyarat penting dalam menata sistem ketatanegaaran suatu bangsa. Karenanya, 

beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai 

penganut sistem demokrasi atau, sekurang-kurangnya, sedang dalam proses ke arah itu.
219

 

Di Indonesia perkembangan demokrasi mengalami penguatan pada masa Era 

Reformasi ketika jatuhnya kekuatan Orde Baru dengan turunnya Soeharto dari jabatan 

Presiden. Meski sebenarnya diskursus demokrasi bukanlah hal baru dalam perdebatan 

politik dan sosial di Indonesia. Karena sejak Indonesia merdeka wacana demokrasi sudah 

menjadi isu penting dalam pergulatan penyusunan kebijakan politik baik di pemerintah 

maupun di dewan perwakilan rakyat. Bahkan pada tahun 1950 perdebatan tentang 

demokrasi cukup dominan dalam mempengaruhi konsep UUD yang dirancang oleh Badan 

Konstituante.
220

 

Lebih jauh lagi sebenarnya sejarah budaya bangsa kita sebenarnya juga 

mencerminkan ciri-ciri demokrasi.
221

 Perbedaannya istilah demokrasi memang tidak 

dikenal dalam budaya bangsa masa lalu. Makna demokrasi sebenarnya sikap dan perilaku 

masyarakat masa lalu telah masuk dalam kategori demokrasi. Namun mungkin lebih 

mengandung kecenderungan budaya atau tepatnya merupakan sikap dan prilaku yang 

menunjukkan sebagai sistem sosial dan sistem nilai. Kenyataan ini sebenarnya merupakan 

modal sosial.
222

 dalam istilah Fukuyama, dalam kerangka membangun demokrasi yang 

bersendikan budaya bangsa yang luhur di Indonesia. Persoalannya ternyata seperti yang 
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dikemukakan oleh Mochtar Buchori,
223

 bahwa kita telah terjebak pada pandangan yang 

menempatkan demokrasi hanya sebagai sistem politik bukan sebagai sistem sosial dan 

sistem nilai. Inilah kemudian barangkali yang mengakibatkan gagalnya konsolidasi 

demokrasi Indonesia. Akibatnya kita masih terpuruk dalam friksi-friksi kepentingan politik 

yang tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia. 

Menurut Mahfud MD menambahkan bahwa sesuai dengan pancasila dan Pasal 1 ayat 

(2) UUD 1945 negara Indonesia memakai asas kedaulatan rakyat dimana demokrasi yang 

terjadi ialah demokrasi perwakilan dengan sistem presidensial, hal inilah yang telah terjadi 

berabad-abad di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sehingga demokrasi yang 

di praktekan di Indonesia memiliki corak khusus dan ke khas dibandingkan dengan negara 

lain.
224

 Adapun ke khusus sifat dari demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah 
225

: 

a) Aparatur demokrasi tertinggi di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 

ialah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, dengan komposisi anggota DPR dan 

DPD maka MPR merupakan respresentasi dari seluruh rakyat Indonesia. 

b) Aparatur tertinggi di tingkat pusat dibagi kedalam poros-poros kekuasaan, tidak 

hanya terdiri dari tiga kekuasaan. Adapun pembagian tersebut ialah MPR, Presiden, 

DPR, BPK, MA, MK, sehingga poros kekuasan tidak hanya pada kekuasaan esekutif 

, legislatif dan yudikatif. 

c) Dari pembagian sistem kekuasaan antara eksekutif. Legislatif dan yudikatif, tidak 

dipisahkan adanya sistem pemisahan kekuasaan tetapi lembaga tersebut memakai 

sistem pembagian yang memungkinkan adanya kemungkinan saling mempengaruhi. 

 

Untuk mengetahui perkembangan demokrasi disuatu negara terlebih dahulu haruslah 

mengetahui undang-undang dasar dan sejarah perkembangannya di negara tersebut, sebab 

pemakaian asas demokrasi didalam suatu negara pastilah dicantumkan dalam undang-

undang dasar tak terkecuali Indonesia.
226

 Menurut Jimly Asshiddiqie pembabakan 

berdasarkan masa belakunya undang-undang dasar terlalu formal sifatnya dan kurang 

menjelaskan dinamika yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat 

(gagasan demokrasi) karena tahapan perkembangan kedaulatan rakyat disini didasarkan 
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kepada corak pelaksanaan demokrasi itu sendiri dalam praktek, maka demokrasi di bagi 

kedalam tiga tahap, yaitu Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin 

(1959-1966), Demokrasi Pancasila (1966
227

-1998), (tahun 1998-sekarang) demokrasi tanpa 

label. 

B. Pemilihan Umum  

 

Dalam ilmu hukum tata negara, pemilihan umum merupakan salah satu cara 

pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. 

Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur 

keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan, menurut Maurice Duverger 

diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti 

sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, 

kepala pemerintahan (chief de l'Etat), dan sebagainya.
228

 

Pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan 

pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Begitu pentingnya pemilu 

yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, pendapat atau aspirasi 

rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, 

dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam 

masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena 

faktorfaktor dalam negeri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat 

dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai 

pemilih baru (new voters). Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan 

maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif 

maupun eksekutif.
229

 

Ketentuan tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang 

menyatakan: 

1) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil setiap lima tahun sekali. 
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2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 

4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 

adalah perseorangan. 

5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. 

6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 

 

Fungsi dari di selengarakan Pemilu; a) sarana legitimasi politik, b) pemilu sebagai 

sirkulasi kekusaan, c) sebagai penciptaan political representativeness (keterwakilan 

politik), untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, d) sebagai sarana 

sosialisasi dan pendidikan politik rakyat.
230

 Sedangkan menurut Muhammad AS Hikam 

fungsi Pemilu adalah memberikan dan memperkuat legitimasi politik kepada penguasa 

sehingga eksitensi, kebijakan dan program kerja dapat terwujud.
231

 Jadi kemauan rakyat 

yang dinyatakan dalam pemilu merupakan legitimasi bagi penguasa negara untuk 

memerintah selama periode tertentu. Di Indonesia lima tahun sekali.
232

 Pemilu yang bebas 

merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital untuk 

demokrasi. Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu 

rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik 

yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus 

melaksankan kebijaksanaan itu.
233

 

 

C. Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia 

merupakan amanat UUD 1945 sebagai upaya untuk menjamin kemerdekaan berserikat, 
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berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia. Partai politik diakui 

sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara, hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 

22E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

adalah partai politik”. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang pasangan 

calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 

tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 

pimpinan partainya dan beradasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota 

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.
234

 Senada dengan Sumarno dan 

Yeni Lukiswara, Partai Politik merupakan sekelompok manusia yang mengorganisir 

dirinya dalam bentuk organisasi politik yang didasarkan pada suatu ideologi, dengan 

maksud untuk memperoleh atau merebut suatu kekuasaan didalam pemerintah. Jadi partai 

politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial 

dengan lembaga pemerintah.
235

 

Definisi lainnya dikemukakan oleh Cheppy Haricahyono mengatakan bahwa partai 

politik adalah sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip 

tertentu untuk mengabdi dan melindungi kepentingan nasional.
236

 Sedangkan menurut 

Deliar Noer, partai politik merupakan himpunan orang-orang yang se-ideologi atau 

tempat/wadah penyaringan dan pembulatan, serta tempat berkumpulnya orang-orang yang 

se-ide, cita-cita dan kepentingan.
237

 

Pengertian partai politik yang dikemukan oleh para ahli, setidak-tidaknya partai 

politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara suka rela atas dasar persamaan kehendak, kesamaan azas, sehaluan dan cita-cita 

untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara. Partai 

politik sengaja didirikan untuk memperoleh kekuasaan serta memerintah atau 

mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Partai Politik adalah alat yang sah yang 

ditimbulkan dalam masyarakat modern untuk mengelompokkan berbagai kelompok dan 

kepentingan dalam masyarakat untuk diartikulasikan dalam kebijakan-kebijakan negara.  
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Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
238

 

Pembentukan parta politik didasarkan atas kesamaan idiologi, visi serta misinya 

untuk membangunan dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara. Karena itu 

dilihat dari visi, misi serta idiologi partai maka ada yang disebut partai konservatif dan ada 

partai liberal. Pada sisi lain ada partai yang berdasarkan agama dan ada yang berlandaskan 

sosialisme, kerakyatan dan lain-lain. Dalam kenyataannya tidak selalu hanya ada satu 

partai politik yang menganut idiologi dan dasar yang sama dalam suatu negara. Karena 

walaupun menganut dasar, prinsip dan visi serta misi yang sama bisa lahir beberapa partai 

politik. Karena itu pembentukan partai politik juga sangat dipengaruhi oleh pandangan dan 

kemauan yang lebih personal dari para tokoh atau pimpinan partai politik, hal ini biasanya 

terjadi perbedaan kecil pada gaya kepemimpinan dari pimpinan partai politik yang 

bersangkutan. 

 

2.  Tujuan dan Fungsi Partai Politik 

 

Pada umumnya, ahli ilmu politik membagi empat fungsi partai politik, fungsi partai 

politik menurut meriam budiardjo: (i) sebagai sarana komunikasi politik; (ii) sebagai 

sarana sosialisasi politik; (iii) sebagai sarana rekrutmen politik; (iv) sebagai sarana 

pengatur konflik.
239

 Sedangkan menurut Sigmund Neuman tugas utama partai politik 

adalah: (i) mengatur kehendak umum yang kacau; (ii) mendidik warga negara untuk 

bertanggung jawab secara politik; (iii) menjadi penghubung antara pemerintah dan 

pendapat umum; (iv) memilih para pemimpin.
240

 

Fungsi partai politik adalah sebagai sarana: (a) pendidikan politik bagi anggota dan 

masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan 

iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 
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masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (d) partisipasi politik warga negara 

Indonesia; dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

Partai politik pada prinsipnya memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat umum 

maupun yang bersifat khusus.  Berdasarkan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 menyebutkan 

tujuan umum partai politik adalah: (a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; (b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; (c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan(d) 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus Partai 

Politik adalah: (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) memperjuangkan cita-cita Partai 

Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3) membangun 

etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Tujuan Partai Politik diwujudkan secara konstitusional.
241

 

 

3. Partai Politik dan Pencalonan Presiden 

 

Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik atau memilih para 

pemimpin. Partai politik dibentuk dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk 

menyeleksi kader-kader pemimpin, termasuk menyeleksi calon Presiden.  

Secara konstitusonal, partai politik adalah satu-satunya lembaga yang dapat 

mengajukan calon presiden, akan tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 

bagaimana cara partai politik menjaring calon presiden, penjaringan calon presiden oleh 

partai politik lazimnya dengan cara Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, dan 

Muktamar, tidak berbeda dengan  cara pemilihan ketua umum partai, penjaringan calon 

presiden yang relatif baru adalah dengan cara konvensi pemilihan calon presiden. 

Ketentuan yang mengatur tentang pencalonan presiden melalui partai politik pada 

pemilihan presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) yang 
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berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. 

Berdasarkan Pasal tersebut, ada dua hal penting yang perlu ditegaskan. Pertama, 

pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya ada pelibatan 

rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR. 

Kedua, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu, 

artinya adanya pelibatan partai politik. Selain partai politik tidak bisa mengajukan calon 

presiden dan wakil presiden, partai politik harus menjadi peserta pemilu yang dapat 

mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu 

tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden, karena partai politik peserta 

pemilu sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi partai politik peserta pemilu.  

Secara konstitusonal, partai politik adalah satu-satunya lembaga yang mempuyai 

kekuatan politik untuk mengajukan calon Presiden, ketentuan yang mengatur tentang 

bagaimana cara partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menjaring calon 

presiden dan wakil presiden, kemudian siapa tokoh yang akan di ajukan menjadi presiden 

dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, peraturan perundang-

undangan tidak mengaturnya, pelaksanaanya diserahkan berdasarkan kebijakan dan 

keputusan internal partai politik atau gabungan partai politik. 

Tidak adanya aturan atau tatacara penjaringan calon presiden dan wakil presiden dari 

partai politik atau gabungan partai politik, maka partai politik menyikapinya berbeda-beda. 

Dalam praktek kepartain di Indonesia, ada beberapa cara mengajukan calon presiden dan 

wakil presiden: (a) partai politik yang memenuhi electoral treshold/presidensial treshold 

dapatmengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri tanpa berkoalisi dengan partai 

lain, siapa yang dicalonkan, biasanya adalah ketua umum/Dewan Syuro/Dewan Pembina 

atau presiden partai bersangkutan yang menjadi calon presiden atau wakil presiden. (b) 

Partai yang tidak memenuhi electoral treshold/presidensial treshold harus berkoalisi, baik 

berkoalisi dengan 2 (dua) partai atau lebih, bersama-sama mengajukan  calonkan dan wakil 

presiden, siapa yang di calonkan, tergantung dengan kebijakan dan keputusan partai 

berkoalisi. Pada umumnya partai yang lebih rendah electoral treshold/presidensial treshold 

akan menjadi wakil presiden. 

 

 

 



115 
 

4. Pembubaran Partai Politik 

Partai politik merupakan cermin kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta 

mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin 

oleh UUD 1945. 

Pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara 

bebas dalam partai politik, pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya 

dimungkinkan dalam kasus partai politik itu melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD 1945 serta 

kegiatan partai politik atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan UUD 1945.
242

 

Partai politik dapat dibubarkan apabila: a) membubarkan diri atas keputusan sendiri 

sesuai dengan AD/ART partai politik, b) menggabungkan diri dengan partai politik lain, 

dapat dilakukan dengan cara menggabungkan diri membentuk partai politik baru dengan 

nama, lambang, dan tanda gambar baru, dengan konsekuensi  mendaftarkan kembali sesuai 

syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang dalam pembentukan partai politik atau 

menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu 

partai politik, tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan tentang pembentukan partai 

politik, c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan pemohon adalah Pemerintah 

yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden. 

Dalam hal permohonan pembubaran partai politik dikabulkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, maka pelaksanaanya dilakukan dengan membatalkan status badan hukumnya. 

Dengan memerintahkan kepada Pemerintah untuk: (a) menghapuskan partai politik yang 

dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

kerja sejak putusan Mahkamah diterima; (b) mengumumkan putusan Mahkamah dalam 

Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan 

diterima. Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah antara lain berkaitan dengan:
243

 

a) pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di 

seluruh Indonesia;  

b) pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan; 

                                                             
242

 Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam 

Pembubaran Partai Politik 
243

 Ibid, Pasal 10.  



116 
 

c) pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk 

melakukan kegiatan politik; 

d) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. 

 

Putusan Mahkamah tentang pembubaran partai politik disampaikan kepada 

Pemerintah sebagai pemohon, termohon, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung.
244

 

 

D. Rangkuman 

Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-ide tentang 

demokratisasi berkaitan denga strategi untuk mencapai demokrasi. Partai politik adalah 

kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-

nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan 

pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasipemerintahan. Fungsi 

utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan 

program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. 

Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui 

pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut 

menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. 

Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar 

mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan 

salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Demikian juga dalam kedudukannya sebagai pilar 

demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah 

seleksi kepemimpinan nasional dan daerah.  

 

E. Latihan 

Soal essay 

1. Jelaskan pengertian demokrasi, Partai Politik dan Pemilu! 

2. Jelaskan hubungan demokrasi, Partai Politik dan Pemilu! 

3. Jelaskan kenapa partai politik itu dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara! 

4. Jelaskan Mekanisme pembubaran partai politik! 
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5. Berikan 3 contoh perbuatan penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari! 

 

Tes Formatif 9 

 

1. Suatu sistem pemilihan umum yang merespon adanya kecenderungan munculnya 

partai-partai baru adalah sistem..... 

A. Multi partai 

B. Proporsional 

C. Dwi partai 

D. Wilayah atau distrik 

2. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan karatos yang 

berarti..... 

A. Negara dan pemerintahan 

B. Penguasa dan rakyat 

C. Rakyat dan pemerintah 

D. Pemerintahan dari rakyat 

3. Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yaitu... 

A. Pasal 24 

B. Pasal 27 

C. Pasal 28 

D. Pasal 22E 

4. Dalam masyarakat demokratis pergantian kekuasaan secara teratur dilakukan 

melalui proses....... 

A. Penunjukan oleh pendahulunya 

B. Pengangkatan berdasarkan keturunan 

C. Pemilihan umum yang bebas dan adil 

D. Musyawarah pemimpin kelompok 

5. Demokrasi yang cocok bagi Indonesia adalah..... 

A. Demokrasi langsung 

B. Demokrasi tidak langsung 

C. Demokrasi Pancasila 

D. Demokrasi Terpimpin 
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BAB X 

HAK ASASI MANUSIA 

 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Pengertian hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia  sebagai  hak-hak dasar pada 

diri manusia,
245

 membicarakan hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi 

kehidupan manusia, hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan 

kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
246

 Pada 

dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu: pertama, hak manusia (human rights) 

yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia 

berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, 

tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya, dalam skala yang lebih 

luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini diantaranya berupa kebebasan 

batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan 

pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi 

wanita.
247

 

Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah droit de l’ homme dalam 

bahasa Perancis yang berarti hak manusia, hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya 

adalah human rights, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan menselijke 

rechten.
248

 Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Inggris adalah human rights di 

pergunakan secara resmi dalam Preambul dan Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

yang diterima di Francisco pada tanggal 25 Juli 1945 dan diratifikasi oleh mayoritas 

penandatanganya Piagam tersebut pada bulan Oktober 1945. Istilah itu dipilih karena 
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dianggap lebih tepat dari pada hak-hak kodrati (natural Rights) atau hak-hak manusia (the 

rights of man).
249

 

 Di Indonesia umumnya digunakan istilah “hak-hak asasi” atau hak-hak dasar yang 

merupakan terjemahan dari basic rights (bahasa Inggris) dan grondrechetan (bahasa 

Belanda) di beberapa literatur sebagaian pengarangnya mengunakan istilah hak-hak asasi 

menjadi istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari fundamental rights dalam 

bahasa Inggris dan fundamentele rechten dalam bahasa belanda, di Amerika Serikat 

disamping dipergunakan istilah human rigths, dipakai juga istilah civil rights.
250

 

Pengertian hak asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, 

pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.  

 

B. Hak Asasi Manusia Di Indonesia  

 

1. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia 

Di Indonesia, seperti juga di negara- negara yang lain, juga telah mencantumkan 

beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya baik dalam Undang-Undang Dasar 

1945, Konstitusi RIS, maupun Undang-Undang dasar Sementara 1950. Hak-hak asasi yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 195 (sebelum amandemen) tidak termuat dalam 

suatu piagam yang terpisah tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27 sampai 

Pasal 34. 

HAM dalam UUD 1945 asli 

hak semua bangsa untuk merdeka (alinea 

pertama pembukaan) 

kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2) 

hak atas persamaan di hadapan hukum dan 

dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat 1) 

hak dan kewajiban dalam pembelaan 

negara (Pasal 30 ayat 1) 

hak atas pekerjaan dan  hak atas penghidupan 

yang layak (Pasal 27 ayat (2) 

hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1). 

kebebasan berserikat, berkumpul dan serta 
kebebasan mengeluarkan pendapat (Pasal 28) 

Fakir miskin, dan anak terlantar dipelihara 
oleh negara (Pasal 34) 
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UUD 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, 

kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian di- 

tuangkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945. Sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah 

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka 

terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, serta 

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

 

HAM dalam UUD 1945 asli 
untuk hidup serta mempertahankan hidup dan 

kehidupan (Pasal 28A) ** 

berkomunikasi, memperoleh, mencari, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi, (Pasal 28F) ** 

membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, harta benda, dan rasa aman serta 

untuk bebas dari penyiksaan 

(Pasal 28G) ** 

mengembangkan diri, mendapat pendidikan, 

memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan 

budaya, memajukan diri secara kolektif 

(Pasal 28C) ** 

hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh 

pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat guna mencapai 

persamaan dan keadilan (Pasal 28H) ** 

pengakuan yang sama di hadapan hukum, 

hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama 

dalam pemerintahan, berhak atas status 

kewarganegaraan (Pasal 28D) ** 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan HAM adalah tanggung jawab 

negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) ** 

kebebasan memeluk agama, meyakini 

kepercayaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, 

berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) ** 

Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak 

lain serta tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan UU (Pasal 28J) ** 

 

Pengaturan HAM. Didalam konstitusi RIS 1949, lebih lengkap dan sempurna jika 

dibandingkan dengan UUD 1945. Pengaturan HAM dalam konstitusi RIS sangat 

dipengaruhi oleh Universal Declaration of Human Rights yang dirumuskan PBB pada 10 

November 1948. Konstitusi RIS 1949 pada Bab I Bagian V tentang Hak-Hak dan 

Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia, mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 mengatur 

mengenai hak-hak asasi manusia. 

Selain mengatur mengenai hak asasi manusia, Konstitusi RIS juga mengatur 

mengenai kewajiban asasi manusia dan kewajiban asasi negara. Namun mengenai 

kewajiban asasi negara, Konstitusi RIS tidak menggunakan kata negara, melainkan 

penguasa.  kewajiban asasi manusia diatur didalam Konstitusi RIS pasal 23 dan pasal 31. 
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Sedangkan kewajiban asasi negara diatur didalam pasal 24 ayat (1), pasal 35, pasal 36 ayat 

(1), pasal 38, pasal 39 ayat (1, 2 dan 4), pasal 40, pasal 41 ayat (1 dan 2). 

Pada 15 Agustus 1950 terjadi lagi perubahan konstitusi Indonesia. Konstitusi RIS 

1949 digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pemberlakuan 

UUDS 1950 ini didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi 

Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia. 

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, juga mengatur mengenai hak-hak 

asasi manusia, terdapat dalam Bab I Bagian V sampai dengan Bagian VI dari Pasal 7 

sampai dengan Pasal 43, pasal-pasal tentang hak asasi manusia ini juga serupa dengan 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yakni terdapat pada Bagian V yang berjudul 

“Hak-hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. 

Pengaturan tentang HAM ada beberapa perbedaan antara Konstitusi RIS 1949 

dengan UUDS 1950. Perbedaan tersebut adalah pertama hak kebebasan agama 

sebagaimana diatur didalam konstitusi RIS, ternyata tidak diatur didalam UUDS 1950. 

Kedua tentang hak demonstrasi dan mogok yang didalam Konstitusi RIS tidak ada, tetapi 

didalam UUDS 1950 ketentuan tersebut dimasukkan. Dan yang ketiga adalah 

dimasukkannya dasar perekonomian pasal 33 UUD 1945 kedalam UUDS 1950. 

Situasi dan dan suasana kebathinan dari perumus Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar (UUDS) 1950 diliputi oleh perkembangan politik 

tingkat dunia, sebagai akibat munculnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia 

(Universal Declaration of Human Rights) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
251

 

Sebagaimana diketahui bahwa dasar pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

adalah Keputusan Presiden RIS No. 49 tertanggal 31 Januari 1950 dan diundangkan pada 

tanggal 6 Februari 1950.
252

 Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar 1950 diundangkan 

pada tanggal 15 Agustus 1950, yakni berdasarkan Undang-Undang Federal No. 7 tahun 

1950.  Hal ini berarti perumusan atau pembentukan kedua Konstitusi tersebut baik secara 
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sadar ataupun tidak telah mengambil acuan rumusan di dalam Universal Declaration of 

Human Rights tersebut diatas.
253

 

Jaminan hak asasi manusia di Indonesia dalam tataran normatif semakin maju. 

Setelah Amandemen Kedua UUD 1945, telah memperkuat perlindungan HAM di 

Indonesia yang memastikan bahwa sejumlah hak-hak asasi yang diatur merupakan hak 

konstitusional. Sebelumnya, Indonesia telah menyusun kebijakan HAM yang dituangkan 

dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak asasi Manusia. Secara umum 

Tap MPR ini berisi; i) Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh 

Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman 

mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, ii) Menugaskan kepada Presiden 

Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi 

berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang 

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, iii) Penghormatan, 

penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui 

gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga 

negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan iv) Pelaksanaan 

penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, 

dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan UU. 

Pada tahun 1999, terbentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

yang juga menjamin berbagai hak-hak asasi warga negara. Selain mengatur tentang 

berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejak tahun 1998, dalam kebijakan yang 

lebih operasional, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RANHAM). Adanya RANHAM ini juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam 

bidang HAM. termasuk melakukan ratifikasi/aksesi sejumlah instrumen HAM 

internasional, diantaranya “the International Covenant on Civil and Political Rights” 

(ICCPR) dan “the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” 

(ICESCR). 

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan 

dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Batang.  Pada perubahan kedua UUD 1945 
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mengatur materi tentang hak asasi manusia, yang tercantum dalam Pasal 28A sampai 

dengan Pasal 28 J. 

Ketentuan HAM yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas 

dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, lalu 

dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat 

di dalamnya, maka rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat 

mencakup empat kelompok materi sebagai berikut.:
254

 

1. Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi: (a) Setiap orang berhak 

untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. (b) Setiap orang berhak 

untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. (c) Setiap orang berhak untuk 

bebas dari segala bentuk perbudakan. (d) Setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya. (e) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki 

keyakinan, pikiran dan hati nurani. (f) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai 

pribadi di hadapan hukum. (g) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di 

hadapan hukum dan pemerintahan. (h) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut. (i) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (j) Setiap orang berhak 

akan status kewarganegaraan. (k) Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal 

di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya. (l) Setiap orang 

berhak memperoleh suaka politik. (m) Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk 

perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. 

2. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya: (a) Setiap warga negara 

berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai. (b) 

Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga 

perwakilan rakyat. (c) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki 

jabatan-jabatan publik. (d) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih 

pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan. (e) Setiap orang berhak untuk 

bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan 
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kerja yang berkeadilan.(f) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. (g) 

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak 

dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang ber-martabat. (h) 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. (i) Setiap 

orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran. (j) Setiap 

orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat 

manusia. (k) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak 

masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban 

bangsa. (l) Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan 

nasional. (m) Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan 

yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya . 

3. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan: (a) Setiap warga negara 

yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan 

yang hidup di lingkungan terpencil, berhak men-dapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. (b) Hak perempuan dijamin dan 

dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional. (c) Hak 

khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi 

reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. (d) Setiap anak berhak atas kasih 

sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi 

pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya. (e) Setiap warga 

negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat 

yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. (f) Setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang bersih dan sehat. (g) Kebijakan, perlakuan atau tindakan 

khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundangan-

undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan 

kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan 

kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana 

ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13). 

4. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia: (a) Setiap orang wajib 

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
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berbangsa, dan bernegara. (b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 

orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-

nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam 

masyarakat yang demokratis. (c) Negara bertanggungjawab atas perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. (d) Untuk menjamin 

pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang 

bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan 

kedudukannya diatur dengan undang-undang. 

Penelusuran terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi akan 

menjadi tema penting dilihat sebagai bagian dari kajian sistem ketatanegaraan yang ada. 

Karena pengalaman bangsa Indonesia yang berulang kali mengalami pergantian dan 

perubahan UUD, dan pergantian UUD dalam suatu negara, berarti peralihan dari tertib 

ketatanegaraan yang lama ke tertib ketatanegaraan yang baru, yang tentunya atau 

seharusnya menuju ke arah yang lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Dan ini 

pulalah yang menjelaskan situasi pendekatan hukumnya pemerintah dalam hak asasi 

manusia.  

C. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 

Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi 

HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan 

sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu rechtstaat maupun rule of law. 

Negara Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rule of law (bahasa 

Inggris) dan rechsstaat dalam rumusan bahasa Belanda dan Jerman. 

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan 

antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan 

menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, 

konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan 'The 

Rule ofLaw". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 

'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (a) perlindungan hak asasi 
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manusia, (b) pembagian kekuasaan, (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (d) 

peradilan tata usaha negara.
255

 

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara 

Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule ofLaw", yaitu: (a) Supremacy of Law, 

(b). Equality before the law, (c) Due Process of Law.
256

 

Keempat prinsip 'rechtsstaat' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas 

pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 'Rule of Law' yang 

dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman 

sekarang. Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip Negara 

Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak 

(independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan 

mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri 

penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah:
257

 

1) Negara harus tunduk pada hukum. 

2) Pemerintah menghormati hak-hak individu. 

3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

Menurt Sri Soemantri unsur yang terpenting dalam negara hukum yang di rinci 

menjadi empat unsur yaitu: (a) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) adanya 

jaminan terhadap hak-hak azasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; 

(d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Rechterlijke Controle).
258

 Dalam 

negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa 

segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara 

maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga terutama warga 

negara yang bebas dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara.
259

 

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara 

haruslah dipisah dan di bagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. 

Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) 
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dan haruslah dibatasi dengan aturan –aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut 

konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah 

adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.
260

 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum (Rechtsstaat) 

adalah negara yang  diidealkan  oleh  para pendiri  bangsa  sebagaimana  kemudian  

dituangkan  dalam  penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Perubahan UUD 

1945 juga mempertegas  hak asasi yang bersifat  individual,  baik  sebagai  manusia  

maupun sebagai warga negara, serta hak-hak kolektif warga negara. Hak yang dijamin 

dalam  UUD  1945  pasca  perubahan  juga  tidak  hanya  meliputi hak sipil dan politik, 

tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya.  

Pasal 1 Ayat (3) UUD  1945  menyatakan  dengan  tegas  bahwa Negara  Indonesia  

adalah  negara  hukum.  Hal  itu  sesuai  dengan alinea  4  Pembukaan  UUD 1945  yang  

menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan Indonesia  itu  dalam  suatu  

Undang-Undang  Dasar Negara Indonesia ...”. Sebagai negara hukum, segala tindakan  

penyelenggara  negara  dan  warga  negara  harus  sesuai dengan aturan  hukum  yang  

berlaku. Inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945. 

Konstitusi mengatur ketentuan tentang HAM seperti pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 

29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan rumusan yang juga  memberikan pembatasan dengan 

ketentuan bahwa dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Undang-Undang. Masuknya 

pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa konsepsi negara hukum dari tradisi  Anglo 

Saxon yang bernama rule of law yang dapat dilihat  dari ketentuan  Pasal 27 yang 

menentukan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di depan hukum dan 

pemerintahan. Namun pada saat yang sama juga dapat dilihat penggunaan istilah 

rechtsstaat dan pelembagaan peradilan administrasi sebagai cermin dianutnya konsep 

negara hukum   yang bersumber dari tradisi Eropa Kontinental. 

 

D. Rangkuman 

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah 

dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
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Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu aspek penting adalah 

keberadaan konstitusi. Hal ini bersifat fundamental karena konstitusi memuat adanya 

pengaturan perlindungan HAM bagi warga negaranya. Salah satu nya di Indonesia, yang 

dalam perjalanan sejarah terdapat empat fase berlakunya konstitusi diantara, UUD 1945, 

UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD NRI 1945 Amandemen 1-4. Dalam 

lintasan sejarah UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 memiliki pengaturan HAM yang begitu 

banyak perlindungan HAM. Hal ini salah satunya adanya faktor pasca dideklarasinya 

DUHAM 1948. Pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen, muatan HAM 

hanya mengatur secara khusus pada satu pasal. Perubahan signifikan terjadi ketika 

amandemen UUD 1945 ke 2, amandemen tersebut juga mempengaruhi muatan HAM 

dalam UUD 1945, yaitu dengan bertambahnya pengaturan HAM dan semakin luasnya 

pengaturannya. Sehingga muatan HAM tidak hanya berdasarkan hak berserikat, berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat namun lebih luas dan spesifik. Muatan HAM dalam UUD 

1945 hasil amandemen hampir memuat segala pengaturan DUHAM 1948. 

 

E. Latihan 

Soal esaay 

1. Jelaskan Makna hak dan asasi!  

2. Mengapa hak asasi manusia dikatakan melekat pada keberadaan manusia? 

3. Apakah hukuman mati itu melanggar HAM! Jelaskan! 

4. Kenapa materi HAM diatur dalam Konstitusi Indonesia! 

5. Jelaskan Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya! 

 

Tes Formatif 10 

1. Undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah...... 

A. UU No. 12 Th. 2003 

B. UU No. 26 Th. 2000  

C. UU No. 39 Th. 1999  

D. UU No. 34 Th. 2000 

2. Di bawah ini adalah Hak-hak Sipil dan Politik, kecuali .... 

A. hak untuk dipilih dan memilih 

B. hak untuk tidak dipaksa bekerja 



129 
 

C. hak untuk tidak dihukum mati 

D. hak untuk tidak dihukum sewenang-wenang 

3. Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM adalah .... 

A. UU No. 26 Th. 2000 

B. UU No. 34 Th. 2004 

C. UU No. 39 Th. 1999 

D. UU No. 12 Th. 2003 

4. Di bawah ini adalah Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan, kecuali..... 

A. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender  

B. Setiap anak berhak atas kasih sayang 

C. Setiap warga negara berhak dalam pengelolaan dan menikmati manfaat 

yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam 

D. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 

5. Di bawah ini adalah Hak-Hak Sipil, kecuali 

A. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya 

B. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan 

C. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya 

D. Setiap warga negara berhak dalam pengelolaan dan menikmati manfaat 

yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam 
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BAB XI 

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

 

 

 

 

 

 

A. Keputusan Tata Usaha Negara 

Keputusan merupakan salah satu objek studi penting dalam Hukum Administrasi 

karena keputusan merupakan objek sengketa yang menjadi kompetensi absolut peradilan 

administrasi menurut UU No.5 Tahun 1986. Selain itu keputusan merupakan salah satu 

instrumen yuridis pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintah. 

Istilah  keputusan  merupakan  terjemahan  dari   istilah beschikking yang berasal 

dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah acte 

administratif dan dalam bahasa Jerman disebut verwaltungsakt. Istilah beschikking di 

Belanda pertama sekali diintrodusikan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, dan 

kemudian masuk ke Indonesia Melalui E. Utrech dan W.F. Prins.
261

 

Di Indonesia, ada perbedaan dalam mengartikan istilah beschikking yaitu sebagian 

mengartikannya sebagai penetapan dan lainnya sebagai ketetapan. Beberapa ahli seperti E. 

Utrecht, dan Sjachran Basah mengartikan beschikking sebagai ketetapan. Bahkan menurut 

Sjachran Basah beschikking lebih tepat digunakan untuk istilah ketetapan dan besluit untuk 

istilah keputusan.
262

 

SF Marbun mengutip berberapa pengertian keputusan/ketetapan (beschikking) 

sebagai berikut:
263

 

1. Menurut E. Utrecht, beschikking (ketetapan) ialah suatau perbuatan hukum 

publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan 

suatu kekuasaan istimewa. 

2. Van der Pot, menyatakan beschikking ialah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh alat-alat pemerintah dan pernyataan-pernyataan alat-alat itu dalam 
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menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam 

hubungan-hubungan hukum. 

3. Sjachran Basah merumuskan bahwa beschikking (ketetapan) ialah keputusan 

tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum, untuk 

menyelenggarakan pemerintah (dari arti sempit). 

4. WF. Prins merumuskan bahwa beschikking adalah suatu tindakan hukum 

sepihak dalam lapangan pemerintah yang dilakukan oleh alat pemerintahan 

berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. 

 

Peradilan tata usaha negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang 

mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata 

usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata 

dengan Badan atau Pejabat TUN baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat 

dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan pasal tersebut, 

secara sederhana dapat dipahami bahwa  yang menjadi subjek di Peratun adalah Seseorang 

atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat TUN sebagai 

Tergugat. Sementara itu yang menjadi objek di peratun adalah surat keputusan tata usaha 

negara (beschikking). 

Keputusan tata usaha negara merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara, 

sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yaitu: 

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata 

Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata. 

 

Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan tata usaha negara yang dapat 

menjadi obyek di pengadilan meliputi: Pertama, Penetapan tertulis merujuk kepada isi 

bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha 

negara. Keputusan tata usaha negara itu memang diharuskan tertulis, baik bentuk maupun 

isinya dibuat secara tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah formalnya seperti 

surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk 

kemudahan segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis 

tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang 



132 
 

ini apabila sudah jelas: (a) Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya; (b) 

Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; (c) Kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan 

apa yang ditetapkan didalamnya. Kedua, Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, yang 

dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif atau mempunyai 

wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. 

Ketiga, Berisi tindakan hukum TUN bersifat konkrit, individual dan final. Tindakan 

hukum tata usaha negara adalah tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang 

dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni perbuatan hukum 

badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara 

yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap seseorang atau badan hukum 

perdata. Tindakan badan atau pejabat tata usaha negara bersifat konkret, artinya, objek 

yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi terwujud, 

tertentu atau dapat ditentukan, misalnya Surat Keputusan  Penetapan Tanah Terlantar atas 

areal HGU No. 44 yang terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten 

Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha 

Negara itu tidak ditujukan umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. dan 

Bersifat Final Artinya sudah definitif, sudah tidak ada lagi tahapan-tahapan proses yang 

diperlukan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. 

Namun, tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam 

Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi 

mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, ternyata terdapat pembatasan-pembatasan. 

Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau 

maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan TUN menurut 

Pasal 2 yaitu: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau 

peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana; 



133 
 

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan 

peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil 

pemilihan umum. 

 

Secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha negara harus 

memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. keputusan tata usaha negara 

sebagai syarat materiil, yaitu: (a) Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang 

berwenang, (b) Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka 

pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, (c) Keputusan harus 

diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus 

memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan 

dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut, (d) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai 

dengan isi dan tujuan peraturan dasar, (e) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan 

(situasi) tertentu. Sedangkan sebagai syarat formil yaitu: (i) Syarat-syarat yang ditentukan 

berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara 

dibuatnya keputusan harus dipenuhi, (ii) Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan, 

(iii) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus 

dipenuhi, (iv) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan 

dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati.
264

 

Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN 

berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang 

urusan pemerintah (delegatie). Instrumen hukum suatu keputusan TUN dapat dinyatakan 

batal atau tidak sah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, apabila 

Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, atau Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik 

Menurut Indroharto, suatu keputusan dapat dianggap bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan karena:
265
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a. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk 

mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan padahal sebenarnya ia 

tidak berwenang untuk berbuat demikian. 

b. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk 

mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan 

kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat. Hal ini 

dapat terjadi dalam hal instansi tersebut telah berbuat demikian itu berdasarkan suatu 

delegasi, dimana sebenarnya delegasi itu tidak didasarkan adanya suatu keputusan 

pendelegasian dari sang delegans, atau pendelegasian itu sebenarnya tidak boleh 

dilakukan karena tidak ada dasarnya dalam suatu peraturan. 

c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-

undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan 

peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lain. 

d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang 

bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  

e. Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur 

yang harus diterapkan.  

 

Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara pengujian Hakim terhadap Surat Keputusan 

Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 diatas, adalah meliputi tiga aspek yaitu:
266

 

a. Aspek Kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenag atau melanggar 

kewenangan. Dasar kewenangan Pejabat TUN adalah atribusi (berasal dari 

perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan), delegasi (adanya 

pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada) dan mandat (dalam hal ini 

tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan). 

b. Aspek subtansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau pengunaan kewenangannya 

apakah secara materi/subtansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Aspek prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenagan 

tersebut telah ditempuh atau tidak. 
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B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Di Indonesia terdapat keragaman penggunaan istilah AUPB tampak dari adanya 

perbedaan penggunaan istilah tersebut dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-

undangan. Sedikitnya terdapat empat istilah yang berbeda, namun dimaksudkan memiliki 

makna yang sama dengan AUPB,
267

 yaitu istilah Asas-asas Umum Pemerintahan yang 

Layak (AUPL), Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN),
268

 Asas-asas Umum 

Pemerintahan Negara yang Baik (AUPNB),
269

 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (APPD),
270

 Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (APP),
271

 Asas 

Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (APKMASN).
272

 

Selanjutnya keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan 

dasar-dasar (kriteria atau ukuran) yang digunakan hakim administrasi negara dalam 

menguji atau menilai (toetsingsgroden) apakah keputusan administrasi negara (Beschiking) 

yang disengketa bersifat melawan hukum atau tidak.
273

 

UU PTUN 1986 sebagai UU produk orde sebelumnya, kemudian diubah menjadi UU 

PTUN 2004. Salah satu perubahan penting dalam PTUN setelah lahirnya UU PTUN 2004 

adalah menyangkut hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf b, yaitu 

dengan memasukkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai alasan 

bagi penggugat untuk memasukkan gugatannya di PTUN, apabila hak- haknya dirugikan 

oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sedangkan UU PTUN 1986 

sebelumnya tidak secara eksplisit mengatur mengenai AUPB ini. Dengan dimasukkannya 

AUPB ke dalam UU PTUN 2004, terlihat adanya keseriusan pembentuk UU dalam 

menempatkan PTUN sebagai alat kontrol tindakan pemerintah dari tindakan atau 

perbuatan sewenang-wenang, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan lainnya yang 

merugikan hak-hak warga negara. 

Lebih lanjut di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 
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1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan Penyelenggara Negara; 

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 

negara; 

3) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 

4) Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara 

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara; 

5) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan 

kewajiban PenyelenggaraNegara; 

6) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 

kode etik dan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku; dan 

7) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bentuk proses penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di pengadilan 

terjadi dalam tiga tahap: tahap pengumpulan fakta, tahap mengidentifikasi hukum, dan 

tahap merumuskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas-asas tersebut harus 

di perhatikan dalam mengambil dan melaksanakan keputusan adminitrasi Negara. Hal 

tersebut dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam menguji suatu keputusan 

yang disengketakan, tetapi tidak boleh di masukan petitum. Asas-asas tersebut diatas lebih 

ditujukan untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan. Asa-asas tersebut bukan 

merupakan sebuah norma yang mudah di ukur di dalam  pelaksanaanya. Dalam prakteknya 

ternyata hakim Pengadilan TUN tetap dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik yang banyak di gunakan di belanda dan sebagian telah dijadikan yurisprundensi 

di Indonesia. 
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Asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai fungsi bagi pemerintah 

sebagai norma pemerintahan, bagi rakyat sebagai alasan untuk mengajukan gugatan, 

sementara bagi hakim peradilan tata usaha negara menjadi dasar dan tolok ukur dalam 

melakukan pengujian terhadap sebuah keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam 

kaitannya dengan pengujian keputusan, asas-asas umum pemerintahan yang baik 

digunakan terutama terhadap keputusan bebas bahwa hakim hanya dapat melakukan 

pengujian dari sisi hukum secara terbatas. 

 

C. Tindakan/Perbuatan Pemerintah 

Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara pemerintahan atauadministrasi negara 

melakukan berbagai macam perbuatan melaluiberbagai kebijakan. Perbuatan-perbuatan 

penyelenggara pemerintahtersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Perbuatan non yuridis yaitu perbuatan pemerintah yang tidakberakibat hukum 

atau sering juga disebut perbuatan pemerintahyang didasarkan pada fakta-fakta 

saja (feitelijke handeling), seperti perbuatan pemerintah untuk meresmikan 

jembatan dansebagainya. 

2. Perbuatan yuridis (rechtshandeling) yaitu perbuatan pemerintahyang berakibat 

hukum. 

Bagi hukum administrasi negara yang lebih penting adalah perbuatan yang dilakukan 

oleh penyelenggara pemerintahan atau negara yang berakibat hukum, dan yang bukan 

perbuatan hukum dalam hukuma dministrasi negara tidak penting atau tidak 

dipermasalahkan. Menurut Muchsan mengidentifikasikan perbuatan pemerintah yaitu:
274

 

b. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam ke dudukannya sebagai 

penguasa maupun sebagai alat per lengkapan pemerintahan (bestuurorganen) dengan 

prakarsa dan tanggungjawab sendiri. 

c. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 

d. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di 

bidang hukum administrasi. 

e. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan 

negara dan rakyat. 
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Perbuatan/Tindakan Pemerintahan dalam kajian Hukum Administrasi Negara di 

Indonesia, digolongkan menjadi 3 (Tiga) jenis yang terdiri dari: a) Melakukan Perbuatan 

Materiil (Materiele Daad); b) Mengeluarkan Peraturan (regeling); c) Mengeluarkan 

Keputusan / Ketetapan (beschikking). 

Ciri-ciri perbuatan pemerintah diatas kemudian diadopsi keadalam bentuk peraturan 

normatif, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (UU PTUN), obyek 

sengketa administrasi/tata usaha negara, terbatas pada keputusan tata usaha negara yang 

bersifat konkrit, individual dan final. Sehingga ditinjau dari pengertian tersebut, tindakan 

pemerintah dalam mengeluarkan peraturan (regeling) dan melakukan perbuatan materiil 

(materiele daad) bukan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 

angka 4 UU PTUN). Ini adalah salah satu syarat formil suatu perkara dapat diajukan ke 

PTUN. 

Ridwan HR, mengemukakan fungsi dan arti penting AAUPB sebagai berikut:
275

 

a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan 

penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang 

bersifat suamir, samar atau tidak jelas; 

b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan 

sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 

1986; 

c. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan 

keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN; 

d. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang 

suatu undang-undang. 

Perbuatan pemerintah yang bersifat hukum publik dapat digolongkan menjadi dua 

macam, yaitu: Pertama, Perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yaitu perbuatan yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah di dalam mengadakan hubungan 

hukum dengan subyek hukum lainnya. Kedua. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu, 

yaitu perbuatan yang diadakan oleh alat-alat kelengkapan negara atau pemerintah menurut 

suatu wewenang istimewa, diberi nama beschikking atau disebut juga penetapan atau 

perbuatan penetapan (beschikkinghandeling). 

                                                             
275 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 239 



139 
 

Kemudian adanya pembagian antara perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum 

privat bukanlah pembagian yang absolut, karena sering juga administrasi negara 

mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum lain berdasarkan hukum privat. 

Misalnya, administrasi negara menyewa atau menyewakan ruangan (Pasal 1548 

KUHPerdata), menjual tanah (menurut Pasal 1547 KUHPerdata) atau mengadakan 

perjanjian kerja (dengan pelayanan rumah atau kantor) berdasarkan Titel 7 dan 7A Buku 

III KUHPerdata). Dalam mengadakan perbuatan-perbuatan tersebut maka administrasi 

negara dapat menggunakan hukum privat dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan 

perbuatan-perbuatan menurut hukum privat. 

Philipus M.Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap 

tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan 

prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat 

tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Sebaliknya dalam 

negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.
276

 Adanya peradilan administrasi 

pada hakekatnya suatu akibat atau konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintahan harus 

didasarkan pada undang-undang (wetmatigheid van het bestuur), bahkan dalam pengertian 

lebih luas lagi, yaitu harus didasakan pada hukum (rechtmatigheid).
277

 

 Peradilan administrasi merupakan salah satu pilar dan salah satu dari dari negara 

hukum yang mempunyai peranan sebagai lembaga kontrol atau pengawas agar tindakan-

tindakan hukum dari bestuur (pemerintahan) tetap berada dalam rel hukum, disamping 

sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang atau 

kesewenang-wenangan oleh aparatur pemerintahan. 

Secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi (PTUN) adalah untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, 

sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan 

perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.
278

 adanya peradilan 

administrasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat 

terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam menyelenggarakan 
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pemerintahan. Pembentukan peradilan tata usaha negara adalah untuk menyelesaikan 

sengketa yang timbul antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah dalam suatu 

negara. 

Keberadaan PTUN di Indonesia dimulai dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 

2004 dan UU No. 51 tahun 2009, untuk melindungi hak-hak individu disebagian besar UU 

tersebut juga melindungi hak-hak masyarakat yang terdapat dalam Pasal 49, Pasal 55 dan 

Pasal 67 UU No.5 Tahun 1986.  

 

D. Rangkuman 

Dalam usaha menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif dan 

wibawa serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap masayarakat, pemerintah 

tidak hanya didasarkan pada keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian 

pemerintah juga menerapakan asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik, 

sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik meliputi: 1) Asas Kepastian Hukum; 

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas 

Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7)Asas Akuntabilitas. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat, pejabat administrasi Negara tidak terlepas melaksanakan berbagai aktivitas 

yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, atau dalam Hukum Administrasi 

Negara sering disebut dengan istilah Perbuatan Pemerintah. Perbuatan ataua ktivitas yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah ada yang berimplikasi terhadap hukum (yuridis), dan ada 

yang tidak berimplikasi hukum(non yuridis). 

E. Latihan 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Pemerintah! 

2. Sebutkan jenis perbuatan pemerintah yang bersifat hukum publik! 

3. Jelaskan kenapa Hukum Administrasi Negara termasuk kedalam Hukum Publik! 

4. Jelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik! 

5. Jelaskan tujuan pembentukan peradilan tata usaha negar! 
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